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INTISARI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana transparansi dalam 

pengelolaan dana desa di Kampung Goras Selatan, Distrik Bahamdandara. 

Penelitian ini ingin mengetahui seberapa besar pemerintah desa memberikan 

informasi tentang alokasi, penggunaan, dan tanggung jawab dana desa kepada 

masyarakat. Metode yang dipilih adalah metode kualitatif, dengan 

mengombinasikan teknik pengumpulan dan analisis data. Hasil yang 

diperoleh menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melakukan upaya untuk 

meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa, meskipun masih 

ada kesempatan untuk perbaikan. Studi ini menemukan bahwa pemerintah 

desa telah sepenuhnya memberikan informasi tentang alokasi dan 

penggunaan dana desa serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan 

keputusan. Penelitian ini melibatkan 11 informan dan menemukan satu isu 

terkait dana tambahan untuk kinerja Kampung. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana desa memerlukan 

penguatan partisipasi masyarakat, peningkatan akses informasi, dan 

perbaikan mekanisme akuntabilitas. Selain itu, pemerintah desa juga telah 

menjalankan tanggung jawabnya sesuai peraturan yang berlaku, sesuai 

dengan apa yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 

2014 yang mengatur tata cara pemerintahan yang lebih terbuka dan 

transparan, termasuk dalam pengelolaan dana desa. Transparansi menjadi 

salah satu elemen penting dalam pelaksanaan program dana desa di Kampung 

Goras Selatan, Distrik Bahamdandara, karena hal ini dapat meningkatkan 

keyakinan masyarakat terhadap pemerintah dan pengelolaan dana desa, serta 

menjamin keberlanjutan dan mutu pelaksanaan program tersebut. 

Kata Kunci: Transparansi, Pengelolaan Dana Desa, Akuntabilitas, Partisipasi 

Masyarakat. 
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ABSTRACT 

This study aims to analyze the level of transparency in the management of 

village funds in Goras Selatan Village, Bahamdandara District. This study 

aims to identify the extent to which the village government provides 

information on the allocation, utilization, and accountability of village funds 

to the community. The method used is a qualitative method, which combines 

data collection and data analysis techniques. The results obtained indicate 

that the village government has made efforts to increase transparency in the 

management of village funds, but there are still opportunities for 

improvement. This study found that the village government has fully disclosed 

information related to the allocation and use of village funds, and involved 

community participation in the decision-making process. This study involved 

11 informants and found one problem related to additional village 

performance funds. This study shows that increasing transparency in the 

management of village funds requires strengthening community 

participation, increasing access to information, and improving accountability 

mechanisms. The village government has also carried out its responsibilities 

in accordance with applicable regulations as stated in Government 

Regulation Number 60 of 2014 which regulates more open and transparent 

government procedures, including the management of village funds. 

Transparency is one of the important aspects in the management of village 

fund programs in Goras Selatan Village, Bahamdandara District, because 

transparency can increase public trust in the government and village fund 

management, as well as ensure the sustainability and quality of program 

implementation. 

Keywords: Transparency, Village Fund Management, Accountability, 

Community Participation. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Transparansi pengeloaan keuangan desa adalah kunci utama dalam 

membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Di Kampung 

Goras Selatan, Distrik Mbahamdandara, transparansi ini sangat penting untuk 

memastikan bahwa dana desa di gunakan secara efektif dan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Masalah yang berkaitan dengan keterbukaan dalam 

pengelolaan keuangan desa adalah isu yang sangat krusial untuk dipecahkan, 

karena keterbukaan adalah komponen penting dalam pengelolaan sumber 

daya dan pemerintahan yang efektif. 

Ku$rangnya pe $ngawasan dan ke $te$rbu$kaan me$ru$pakan salah satu$ isu$ 

yang me$nambah panganan re$ndahnya aku$ntabilitas pe$me $rintah de$sa dalam 

me$nyampaikan laporan ke$giatan me $lalu$i laporan ke$u$angan ke$pada warga, 

yang dapat dilihat dari aspe $k layanan administrasi. U$mu$mnya, ke$bijakan de $sa 

disu$su$n ole $h aparatu$r de $sa tanpa me$libatkan partisipasi masyarakat. 

Masyarakat de $sa tidak me$ndapatkan informasi yang cu$ku$p me$nge $nai 

pe $nge $lolaan ke $u$angan de $sa, se$hingga dapat disimpu$lkan bahwa tingkat 

partisipasi warga dalam pe $ngawasan te$rhadap ke$te$rbu$kaan ke $u$angan di de $sa 

sangat minim. Akibat dari re$ndahnya pe $ngawasan inilah banyak dite$mu$kan 
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tindakan pe$nyimpangan te$rkait ke$u$angan de$sa yang dilaku$kan ole$h aparat 

de $sa. 

U$ntu$k me$nce $gah te$rjadinya pe$nyalahgu$naan keuangan de$sa, salah 

satu$ langkah yang pe $rlu$ diambil adalah me$ningkatkan ke $te$rlibatan 

masyarakat dalam me $ngawasi pe $nge $lolaan ke$u$angan de$sa se$rta 

pe $laksanaan pe $mbangu$nan di de $sa.  Be $be $rapa je $nis pe$ngawasan yang 

dapat dilaku$kan, yaitu$: 

1. Pe $ngawasan langsu$ng, yaitu$ pe$ngawasan yang dilaku$kan di lokasi 

ke $giatan pada saat pe$me $riksaan be$rlangsu$ng, dan pe $ngawasan tidak 

langsu$ng, yaitu$ pe $ngawasan yang dilaku$kan me$lalu$i pe $mantau$an 

laporan ke$u$angan dari pe$laksana satu$an ke$rja te$rkait, aparat pe$ngawas 

fu$ngsional, dan pe $rangkat de$sa. 

2. Pe $ngamatan se $be $lu$m ke $giatan adalah be $ntu$k partisispasi masyarakat 

dalam prose$ pe$re $ncanaan,se $rta me$ndorong ke$te$rlibatan masyarakat 

se $cara langsu$ng te$rlibat dalam pe$nyu $su$nan program–progam ke$rja 

te$rhadap pe$mbagu$nan de $sa, Pe$ngawasan se$lama ke$giatan adalah 

be $ntu$k ke $te$rlibatan masyarakat se$cara langsu$ng te $rhadap pe$laksanaan 

program–pogram ke$rja yang te$lah di se$pakati be $sama antara aparat 

pe $me$rintah de $sa dan masyarakat, dan pe $ngawasan se$su$dah ke $giatan 

adalah salah satu$ be $ntu$k pe $ngawasan masyarakat te$rhadap se $gala 
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be $ntu$k pe $laporan te$rkait ke$u$angan yang be$rhu$bu$ngan de$ngan hasil 

re$alisasi program ke$rja yang su$dah dilaku$an. 

Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam suatu situasi yang 

memotivasinya untuk ikut serta mendukung upaya mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan, bersifat sukarela (Andri Irawan & Edy Sunandar, 2020). 

Conye $rs (1991) me$nyatakan bahwa pe $ntingnya ke $te $rlibatan 

masyarakat adalah u$ntu$k me$ndapatkan data me$nge $nai ke$adaan, ke$bu$tu$han, 

dan pandangan warga se$te $mpat, yang tanpa partisipasi me$re $ka, program dan 

proye$k akan me$ngalami ke $gagalan. Faktanya, banyak pe$nyimpangan te$rkait 

transparansi pe$nge $lolaan dana de$sa yang te$rjadi di be$rbagai dae$rah. 

Ku$rangnya partisipasi masyarakat khu$su$snya dalam hal pe$ngawasan dapat 

me$nye $babkan te$rjadi pe$nyimpangan, hal ini dapat di pe$ngaru$hi ole$h be$be $rapa 

faktor, se$pe$rti minimnya pe $mahaman pada  konse $p transparansi, ku$rangnya 

pe $mahaman pe $me $rintah de $sa, se $rta faktor su$mbe $r daya dan te $knologi yang 

sangat te$rbatas.  

U$ntu$k me$ngatasi pe$nyimpangan yang te$rjadi, maka pe$rlu$ di laku$kan 

be $be $rapa tindakan diantaranya Pe $ningkatan ku$alitas pe $me$rintah de $sa, 

Pe $me$rintah dae $rah haru$s me$laku$kan me$nge $mbangkan program pe$latihan dan 

pe $nge $mbangan ke $ahlian, khu$su$snya u$ntu$k aparat pe $me$rintah de $sa. Hal ini 

akan be$rmanfaat u$ntu$k pe $ningkatan kine$rja pe$me $rintahan di de $sa dan dapat 

me$mbe $ri pe$haman te$rkait konse$p transparansi pe$nge $lolaan dana de $sa, se$rta 

pe $rlu$ adanya pe$ningkatan pe$ngawasan ole$h instansi pe$me$rintah dae$rah dan 
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pu$sat te$rhadap pe$ngu$ru$san anggaran de$sa. Hal te$rse$bu$t ju$ga dapat dilaku$kan  

me$lalu$i pe$me$riksaan se $cara be$rkala, au$dit se $cara langsu$ng te$rhadap 

pe $nge $lolaan dana de$sa, dan me$mbe $rikan sanksi atas pe$nyalahgu$naan 

anggaran de$sa apabila dite$mu$kan. 

Pe $laporan de $ngan me$nggu$nakan te$knologi informasi se$pe $rti platform 

digital dan aplikasi be$rbasis mobile$ akan sangat me$mbantu$ se $rta me $mpe$rbaiki 

transparansi dalam pe $re$ncanaan anggaran de $sa. Hal te$rse $bu$t bisa 

me$mpe $rmu$dah masyarakat dalam me$mantau$ pe $nge $lolaan anggaran de$sa dan 

me$mbe $rikan tanggapan se $cara langsu$ng. Ke $rjasama antar dae $rah, dae$rah 

dapat be$rke$rjasama dalam me$mbahas dan me $me$cahkan masalah te$rkait 

transparansi pe $nge $lolaan dana de$sa. Hal ini dapat me$mbantu$ me$ngide $ntifikasi 

solu$si yang e $fe$ktif dan me$mpe $rke$nalkan prakte$k transparansi yang baik di 

se $lu$ru$h ne $gara. Pe$ningkatan ke$pe $du$lian masyarakat, Masyarakat de$sa haru$s 

dibe$rikan ke$pe $du$lian dan ke $sadaran le $bih tinggi u$ntu$k pe$re$ncanaan anggaran 

de $sa. Me$re$ka bisa iku$t me$mbantu$ me$mantau$ pe $re$ncanaan anggaran de$sa dan 

me$mbe $rikan saran se$rta tanggapan jika te$rdapat ke $cu$rangan atau$ masalah 

dalam pe$nge $lolaan dana te $rse$bu$t. 

De $ngan me$laku$kan tahapan–tahapan te $rse$bu$t, dipastikan 

pe $nyimpangan te$rkait transparansi pe$re $ncanaan keuangan de $sa bisa 

dise$le$saikan dan pe $nge$lolaan su$mbe$r daya de$sa dapat dilaku$kan de $ngan le$bih 

transparan dan e $fe$ktif. De $ngan me$laku$kan tahapan-tahapan te$rse$bu$t, 
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dipastikan masalah transparansi pe $re$ncanaan program anggaran de$sa bisa 

dise$le$saikan se $rta masyarakat dapat be $rpe$ran aktif dalam pe$nge $lolaan su$mbe $r 

daya de$sa. Pe $rmasalahan yang be$rhu$bu$ngan de$ngan transparansi pe$nge$lolaan 

keuangan de$sa di Kampu$ng Goras Se $latan, Distrik Mbahamdandara, adalah 

pe $nting u$ntu$k dipahami. Hal ini kare$na transparansi dalam pe$nge $lolaan dana 

de $sa me$ru$pakan aspe$k vital yang bisa me$mastikan ke $be $rhasilan program dan 

me$njaga inte $gritas siste$m pe$me $rintahan de $sa. 

 Dalam konte $ks U$ndang-U$ndang Nomor 6 Tahu$n 2014 te$ntang De $sa 

(U$U$ 6/2014) dan Pe$ratu$ran Pe$me$rintah Nomor 60 Tahu$n 2014 te$ntang 

Pe $nge $lolaan Anggaran Dae $rah De$sa (PP 60/2014), transparansi di bidang 

pe $nge $lolaan dana de$sa diharu$skan u$ntu$k me$ncapai tu$ju$an be$riku$t: 

a. Me $ningkatkan pu$blisitas: ke $te$rbu$kaan te$rkait pe$ngalokasian anggaran 

de $sa haru$s me $mastikan bahwa data te$ntang pe $nggu$naan dan 

pe $mbagian dana De $sa te$rse $bar de$ngan baik ke $pada masyarakat 

se $te$mpat. Ini dapat disampaikan me $lalu$i pe$mbu$atan laporan yang 

dapat diakse$s ole$h masyarakat se$te$mpat. 

b. Me $ningkatkan ke $pe$rcayaan masyarakat: Ke$te $rbu$kaan saat me$laku$kan 

pe $ngalokasian anggaran de $sa dapat me$ningkatkan ke$pe $rcayaan 

masyarakat ke $pada pe$me $rintah de$sa. Jika warga te$rlibat dan tahu$ 

se $cara je$las bagaimana dana de $sa digu$nakan, me$re $ka le$bih se $nang 

u$ntu$k be$rsaing dan be $rkontribu$si dalam pe$nge $mbangan de$sa. 
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c. Me $nce$gah koru$psi: Ke$te$rbu$kaan saat pe $ngalokasian anggaran de $sa 

dapat me$mpe $rce$pat prose $s pe$mantau$an dan pe $ngawasan ole$h 

masyarakat, se $hingga me$ngu$rangi pe$lu$ang te$rjadinya koru$psi. 

Me $nu$ru$t hu$ku$m de$sa, Dana De $sa diartikan se$bagai dana dari APBN 

yang dialokasikan u$ntu$k de $sa dan ditransfe$r me$lalu$i APBD Kabu$pate$n/Kota. 

Dana ini digu$nakan u$ntu$k me$ndanai pe$nye $le$nggaraan pe $me$rintahan, 

pe $laksanaan pe $mbangu$nan, pe $nge $mbangan masyarakat, dan pe $mbe$rdayaan 

warga. Salah satu$ pe$rmasalahan yang se$ring mu$ncu$l dalam program Dana 

De $sa adalah pe $nge$lolaan yang ku$rang transparan. Banyak kasu$s 

pe $nyalahgu$naan dana te$rjadi kare$na minimnya pe $ngawasan dan aku$ntabilitas 

dalam pe$makaian dana te$rse$bu$t. Se$lain itu$, se $ringkali te$rdapat 

ke $tidakse$imbangan dalam distribu$si Dana De $sa, di mana be $be $rapa de $sa 

me$ne $rima alokasi yang jau$h le$bih be $sar dibandingkan de $sa lain. Situ$asi ini 

me$nimbu$lkan ke $tidakadilan dalam pe $mbangu$nan antar de$sa dan be $rpote$nsi 

me$mu$ncu$lkan konflik di masyarakat. Faktor be $riku$tnya adalah ku$rangnya 

partisipasi masyarakat, di mana ke$te$rlibatan masyarakat dalam pe$nge $lolaan 

Dana De $sa se $ring kali re $ndah, se$hingga ke$pu $tu$san pe$nggu$naan dana se$ring 

kali diambil ole $h pihak de $sa tanpa me$libatkan warga se$cara aktif. Hal ini 

dapat me$ngu$rangi e$fe$ktivitas program Dana De $sa dalam me$me$nu$hi 

ke $bu $tu$han masyarakat se $cara me$rata. 
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Pe $ne $rbitan U$U$ No. 6 Tahu$n 2014 te $ntang De$sa, yang dike$nal de$ngan 

U$U$ De $sa, me$njadi awal harapan bagi de$sa u$ntu$k me$ne $ntu$kan nasibnya 

se $ndiri me$lalu$i partisipasi dan ke $ku$asaan yang dimiliki. Ada harapan baru$ 

agar de$sa dapat me$miliki ke$ku$atan sosial dan politik yang be $rdau$lat, se $rta 

me$njadi dasar bagi de$mokrasi de$sa yang mampu$ be $rsaing se$cara e$konomi dan 

me$miliki martabat bu$daya se $bagai wu$ju$d ke $mandirian dan pe $mbangu$nan 

de $sa di masa de$pan. Pe $ne $litian me$nge $nai keuangan De $sa, khu$su$snya 

me$nge $nai transparansi pe $nge $lolaan keuangan De $sa dalam pe $mbangu$nan di 

Kampu$ng Goras Se $latan Distrik Mbahamdandara, difoku$skan pada 

pe $manfaatan keuangan De $sa u$ntu$k pe $mbangu$nan infrastru$ktu$r dan 

pe $mbe$rdayaan masyarakat de$sa, se$su$ai de$ngan prioritas pe$nggu$naannya, dan 

bagaimana keuangan De $sa dapat me$ndu$ku$ng pe $me$rintahan de$sa se $rta 

me$ningkatkan ke$se $jahte $raan warga di Kampu$ng Goras Se $latan Distrik 

Mbahamdandara. Kita tahu$ bahwa me$skipu$n ada bantu$an keuangan De $sa, 

ku$rangnya pe $ningkatan ke$se $jahte$raan di su$atu$ de$sa bisa dise$babkan ole$h 

be $be $rapa faktor, antara lain: 

a. Pe$nyalahgu$naan Dana: Jika Dana De $sa tidak dimanfaatkan de$ngan 

baik u$ntu$k pe $mbangu$nan infrastru$ktu$r dan pe $mbe$rdayaan 

masyarakat, maka pe$ningkatan ke$se$jahte$raan yang signifikan tidak 

akan te$rjadi. Pe $nyalahgu$naan dana dapat be $rlangsu$ng kare$na 

koru$psi, ne$potisme$, dan kolu$si dari oknu$m dalam pe$me$rintahan 

de $sa. 
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b. Ku$rangnya Ke $te$rlibatan Masyarakat: Jika masyarakat tidak 

dilibatkan se $cara aktif dalam pe$re $ncanaan, pe $laksanaan, dan 

pe $mantau$an pe $nggu$naan Dana De $sa, program pe$mbangu$nan yang 

dilaku$kan bisa jadi tidak se $laras de$ngan ke $bu$tu$han dan prioritas 

masyarakat. Ini dapat me$ngu$rangi dampak positif dari keuangan 

De $sa te$rhadap pe $ningkatan ke$se $jahte $raan warga. 

c. Ku$rangnya Kapasitas Su$mbe$r Daya Manu$sia: De $sa yang tidak 

me$miliki su$mbe$r daya manu$sia yang be $rku$alitas dan kompe $te$n 

dalam me$nge $lola Dana De $sa akan me$nghadapi ke $ndala. 

d. Pe $ningkatan Ke $se$jahte$raan: Dana De $sa di Goras Se $latan 

diharapkan mampu$ be $rkontribu$si pada pe $ningkatan ke$se $jahte $raan. 

De $ngan de$mikian Transparansi pe$nggu$naan dana me$miliki be$rbagai 

dampak positif yang pe $nting, te$ru$tama dalam me$ndorong e $fisie $nsi, 

ke $lancaran, dan ke $pe $rcayaan masyarakat. U$ntu$k me$ningkatkan ke $pe $rcayaan 

masyarakat, pe $me$rintah de $sa haru$s me$nge $lu $arkan data dan informasi yang 

je$las te$ntang pe $nggu$naan dana, maka masyarakat akan le$bih pe $rcaya te$rhadap 

transaksi dan program-program yang dilaksanakan. Me$nce $gah ke$ru$sakan 

sosial dan koru$psi, transparansi dapat me$mpe$rce $pat ide$ntifikasi dan tindakan 

te$rhadap ke$se $njangan sosial atau$ ke$ru$sakan lingku$ngan yang dise $babkan ole $h 

pe $nggu$naan dana tidak e$fisie$n atau$ be $rsifat koru$p. 
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Transparansi dapat me$mbantu$ masyarakat u$ntu$k me$mantau$ 

pe $nggu$naan dana dan me$mastikan bahwa pe $mbagian adil dan se $su$ai de $ngan 

ke $bu $tu$han masyarakat dan dapat me $ningkatkan e $fisie$nsi, de $ngan informasi 

yang te$rbu$ka, pe $me$rintahan de $sa dapat me$mpe$rbaiki strate$gi dan program 

yang su$dah ada, dan me$ngambil tindakan u$ntu$k me$ngatasi masalah yang 

mu$ncu$l. Pe $me$rintah de$sa ju$ga dapat me$mpe$rku$at kolaborasi, se$hingga 

transparansi dapat me$mpe $rku$at hu$bu$ngan antara pe $me$rintahan de $sa de $ngan 

masyarakat dalam me$mbangu$n solu$si yang le$bih baik u$ntu$k masalah sosial 

dan e $konomi. 

Transparansi dalam pe$nggu$naan dana adalah bagian dari de $mokrasi 

yang ku$at, yang me$mu$ngkinkan masyarakat u $ntu$k me$mantau$ dan me$mbantu$ 

me$mbe $ntu$k pe $ngambilan ke $pu$tu$san yang le$bih baik. Dalam konte$ks u$mu$m, 

transparansi pe $nggu$naan dana me$ru$pakan aspe $k pe $nting dalam pe $me$rintahan 

yang e$fe $ktif, dan me$miliki dampak positif yang me$lu$as bagi masyarakat dan 

ne $gara se$kaligu$s. 

B. Kajian Literatur 

A Susano dan H Subiatoro (2024) menjelaskan pengelolaan keuangan 

desa adalah transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan prinsip-prinsip 

penting untuk tata kelola yang baik. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 

merupakan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi serta 

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. 
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U$ntu$k me $ningkatkan ke $te$patan dan me $mpe$rje $las konse$p dalam 

pe $ne $litian ini, pe$ne $liti me$nghadirkan be $be$rapa te$mu$an dari pe$ne $litian 

se $be$lu$mnya de $ngan me $nye $bu$tkan ju$du$l, obje $k pe $ne $litian, dan su$bje$k 

pe $ne $litian yang be$rhu$bu$ngan de$ngan pe$ne $litian yang dilaku$kan saat ini. 

Dalam hal ini, te$rdapat be $be $rapa stu$di se$be $lu$mnya yang re$le $van, antara lain 

se $bagai be$riku$t: 

1. Pe $ne $litian yang dilaksanakan ole$h Ku$rnia, e$t. al (2019) be$rtu$ju$an 

u$ntu$k me$ngkaji bagaimana aku$ntabilitas dalam pe $nge $lolaan dana 

de $sa, yang me $lipu$ti pe $re$ncanaan, pe $laksanaan, administrasi, 

pe $laporan, dan pe$rtanggu$ngjawaban, yang dilaku$kan di se$ju$mlah 

de $sa di Ke$camatan Lu$hak Nan Du $o, Kabu$pate$n Pasaman Barat, 

de $ngan me$ne $rapkan me$tode $ pe$ne $litian ku$alitatif dan tipe$ 

de $skriptif. Hasil pe$ne $litian ini me$nu$nju$kkan bahwa pada tahap 

pe $re$ncanaan dan pe $laksanaan, de $sa di Ke $camatan Lu$hak Nan Du $o 

su$dah me$ne $rapkan prinsip transparansi dan me$libatkan partisipasi 

masyarakat di se $tiap tahapan. Namu$n, pe $nyu$su$nan pe $re$ncanaan 

u$ntu$k dana de $sa dan APBDe $sa me $ngalami ke$te $rlambatan. Se $lain 

itu$, prinsip aku$ntabilitas be $lu$m se$pe $nu$hnya dite$rapkan ole$h TPK 

kare$na ada ke $te$rlambatan dalam pe$laporan ke$giatan. Pada tahap 

administrasi, pe $laporan, dan pe$rtanggu$ngjawaban, de $sa di 

Ke $camatan Lu$hak Nan Du$o te$lah me $ne $rapkan prinsip aku$ntabilitas 

dan transparansi se$su$ai de $ngan Pe$rme$ndagri No 113 Tahu$n 2014. 
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Me $ski be$ndahara de$sa me$ngalami be $be $rapa ke$ndala, ia be$ru$saha 

u$ntu$k me$ne $rapkan aku$ntabilitas dalam administrasi. Namu$n, 

pe $laporan dan pe $rtanggu$ngjawaban me $nge $nai Re $alisasi 

Pe $laksanaan APBDe $sa masih be$lu $m se$su$ai de$ngan Pe $rme$ndagri 

No 113 Tahu$n 2014 kare $na laporan yang disampaikan me$ngalami 

ke $te$rlambatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif dengan tipe deskriptif, sedangkan penelitian yang 

dilakukan peneliti menggunakan penelitian kualitatif dan 

kuantitatif. 

2. Me $nu$ru$t Wicaksono, G. (2019), dalam pe $ne $litian be $rju$du$l 

“Aku$ntabilitas Pe$nge $lolaan Ke$u$angan De $sa: Stu$di Kasu$s Di 

Kabu$pate$n Banyu$wangi”, me$nje$laskan bahwa pe $ne $rapan 

aku$ntabilitas dalam pe$nge $lolaan ke$u$angan de $sa dapat dilihat dari 

be $rbagai aspe $k, se $pe $rti pe $re$ncanaan, pe $nganggaran, pe$nggu$naan, 

pe $ngawasan, pe $laporan, dan pe $rtanggu$ngjawaban, yang su$dah 

be $rjalan de$ngan baik atau$ se$baliknya. Namu$n, dalam praktiknya 

masih te$rdapat be$be $rapa masalah, se $pe $rti ku$rangnya ke$te $rbu$kaan 

pada APBDe $sa, ku$alitas su$mbe $r daya manu$sia yang re$ndah, 

ru$mitnya syarat administrasi dalam LPJ, pe $rbe$daan pe$mahaman 

antara ke$pala de $sa dan staf, ke$su$litan dalam me$nyu$su$n RAB, se $rta 

masalah te$rkait pe$rpajakan. Se $mu$a ke $ndala te $rse$bu$t me$njadi 

pe $nghambat se $hingga pe $ne$rapan siste$m aku$ntabilitas dalam 
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pe $nge $lolaan ke $u$angan de $sa di Kabu$pate$n Banyu$wangi be $lu$m 

optimal. Pe$ngalokasian dana yang te$pat dapat me$mbe$rikan dampak 

positif te$rhadap pe $re$konomian se$te$mpat. Penelitian ini hamper 

sejalan dengan penelitian yang di lakukan peneliti, sebab masih 

kurangnya sumber daya manusia. 

3. Pe $ne $litian be $riku$tnya dilaku$kan ole $h Ringan, A. Y. , dan Lasao, L. 

M. A. (2019) de$ngan ju$du$l “Analisis E$fe $ktivitas dan Transparansi 

Pe $nge $lolaan Dana De $sa pada De $sa Kawa-Kawali Kabu$pate $n 

Konawe $ Ke $pu$lau$an”. Pe $ne $litian ini me$ngu$ngkapkan bahwa 

Pe $nge $lolaan Dana De $sa di De$sa Kawa-Kawali pada tahu$n 2018 

te$lah dilaku$kan se$su$ai de $ngan me$kanisme$ ke $u$angan de$sa, yang 

me$lipu$ti: pe$re$ncanaan, pe $laksanaan, administrasi, pe$laporan, dan 

pe $rtanggu$ngjawabannya se$cara ke$se $lu$ru$han dilaksanakan de$ngan 

sangat baik be $rdasarkan prinsip transparansi. Analisis transparansi 

dalam pe$nge $lolaan Dana De $sa di De $sa Kawa-Kawali ju$ga su$dah 

te$rgolong baik dan dilaksanakan se$su$ai de$ngan pe$ratu$ran yang 

be $rlaku$, me$ngacu$ pada Pe $rme$ndagri No. 113 Tahu$n 2014 se $bagai 

pe $doman dalam pe$nge$lolaan ke$u$angan de $sa. Untuk tingkat 

transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, peneliti juga 

menemukan bahwa mmekanisme keuangan desa, yang meliputi 

perencanan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan dan 

pertanggungjawaban secara keseluruhan telah berjalan dengan 

baik. 
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4. Pe $ne $litian se $lanju$tnya yang dilaku$kan ole$h E$. Ju$liti dan S. Abdu$llah 

(2020) de$ngan ju$du$l "Transparansi dalam Pe$nge$lolaan Dana De $sa 

(Stu$di di Ke $camatan Su$kakarya Kota Sabang)" me$nu$nju$kkan 

bahwa pe $mahaman aparat de$sa me$nge $nai transparansi dalam 

pe $nge $lolaan dana de$sa di Ke$camatan Su$kakarya, Kota Sabang, 

su$dah sangat baik. Hal ini dise$babkan ole$h fakta bahwa aparat de $sa 

te$lah se$pe $nu$hnya me$mahami konse $p-konse$p ke $bijakan yang 

dite$tapkan ole$h pe $me$rintah walikota se$rta me$mahami pe$doman 

pe $nge $lolaan dana de$sa. Di sisi lain, pe$rse$psi masyarakat te$ntang 

transparansi dalam pe$nge $lolaan keuangan de$sa se $cara u$mu$m ju$ga 

te$lah baik, me$skipu$n pe$nge $tahu$an dan pe$mahaman me$re$ka te $rkait 

pe $nge $lolaan dana de$sa masih pe$rlu$ ditingkatkan. Partisipasi 

masyarakat dalam tahapan pe$re$ncanaan dan pe $laksanaan 

pe $nge $lolaan dana de$sa te$lah be$rlangsu$ng aktif. Ini te$rlihat dari 

prose$s pe $re$ncanaan, di mana ke$hadiran masyarakat cu$ku $p 

me$madai, namu$n masih te $rdapat ke$ku$rangan dalam pe$nyampaian 

aspirasi ole$h masyarakat u$ntu$k re $ncana pe$nggu$naan dana de $sa. 

De $mikian pu$la, dalam tahap pe $laksanaan, partisipasi masyarakat 

ju$ga te$rbilang me$madai. Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang di lakukan peneliti, bahwa masyrakat hadir dalam 

perencanaan dan pelaksanaan, namun masih kurang dalam 

penyampaian aspirasi terkait penggunaan dana desa. 
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Konse $p kajian lite$ratu$r te$rkait dampak anggaran de $sa di Kampu$ng 

Goras Se $latan, Distrik Mbahamdandara dapat me$ncaku$p be $be $rapa aspe $k, 

antara lain: 

a. Analisis Pe$nggu$naan Dana De $sa: Kajian lite$ratu$r dapat me$ngkaji 

bagaimana annggaran de $sa di Kampu$ng Goras Se $latan digu$nakan 

ole$h pe $me $rintah de$sa u$ntu$k pe $mbangu$nan infrastru$ktu$r, 

pe $mbe$rdayaan masyarakat, dan pe$ningkatan ke$se $jahte$raan. Analisis 

ini dapat me $lipu$ti alokasi dana, prose $s pe $nganggaran, pe$laksanaan 

program, dan e $valu$asi hasil pe$mbangu $nan. 

b. Dampak Pe $mbangu$nan Infrastru$ktu$r: Kajian lite$ratu$r dapat 

me$nge $valu$asi dampak pe $mbangu$nan infrastru$ktu$r yang didanai ole$h 

dana de$sa te$rhadap pe$ningkatan akse $sibilitas, pe$layanan pu$blik, dan 

ku$alitas hidu$p masyarakat di Kampu $ng Goras Se $latan. Analisis ini 

dapat me$libatkan data se $ku$nde$r, su$rve$i lapangan, dan wawancara 

de $ngan stake $holde$rs te$rkait. Pe$ningkatan Infrastru$ktu$r Program dana 

de $sa di Goras Se$latan dapat be $rdampak pada pe$ningkatan 

infrastru$ktu$r di wilayah te $rse$bu$t, se $pe $rti pe$mbangu$nan je$mbatan, 

jalan, salu$ran irigasi, se$rta fasilitas u $mu$m lainnya. Kajian lite$ratu$r 

dapat me$nge $valu$asi se$jau$h mana pe$mbangu$nan infrastru$ktu$r te$rse$bu$t 

te$lah me$ningkatkan akse $sibilitas dan ku$alitas hidu$p masyarakat di 

Goras Se $latan. 
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c. Pe $mbe$rdayaan Masyarakat: Kajian lite$ratu$r ju$ga dapat me $ngkaji 

dampak program pe$mbe $rdayaan masyarakat yang didu$ku$ng ole$h 

anggaran de$sa pada be $rtambahnya kapasitas, partisip. Pe$mbe$rdayaan 

pe $ndu$du$k, re $ncana ke$rja anggaran de $sa ju$ga dapat be$rdampak pada 

pe $mbe$rdayaan masyarakat di Goras Se$latan, me$lalu$i program-

program pe$latihan, pe$ndampingan, dan pe $nge $mbangan kapasitas. 

Kajian lite$ratu$r dapat me$ngkaji se $jau$h mana program-program 

pe $mbe$rdayaan masyarakat te$rse$bu$t te$lah me$ningkatkan ke$te$rampilan, 

pe $nge $tahu$an, dan partisipasi masyarakat dalam pe $mbangu$nan lokal. 

d. Pe $ningkatan Ke $se $jahte$raan: Keuangan de $sa di Kampu$ng Goras 

Se $latan ju$ga diharapkan dapat be $rdampak pada pe$ningkatan 

ke $se$jahte$raan masyarakatnya. Pe$manfaatan dana de $sa yang optimal 

akan me$ndu$ku$ng pe $nge$mbangan pote$nsi lokal, pe $ningkatan mu$tu $ 

su$mbe$r daya masyarakat dan pe$mbe $rdayaan masyarakat. Dampak 

Sosial pe$nggu$naan dana de $sa yang te $pat akan be$rdampak positif pada 

pe $mbangu$nan sosial, hal ini akan me$ningkatkan solidaritas dan 

ke $be $rsamaan di masyarakat. Dampak E$konomi, pe $ngalokasian dan 

pe $manfaatan dana de $sa yang e $fe $ktif akan be $rdampak pada 

pe $re$konomian lokal, pe$ningkatan lapangan ke$rja dan pe$ngu$rangan 

ke $miskinan. Hal ini akan me$ndu$ku$ng pe $rtu$mbu$han e $konomi lokal. 
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Dalam konte $ks ini, stu$di lite$ratu$r be$rtu$ju$an u$ntu$k me$nganalisis dan 

me$mpe $rtimbangkan banyak su$mbe$r informasi dan doku$me$ntasi yang te$rse $dia 

me$nge $nai Transparansi Pe $nge $lolaan Keuangan De $sa di Kampu$ng Goras 

Se $latan Distrik Mbahamdandara. Hal ini di laku$kan u$ntu$k me$nge $tahu$i 

dampak yang te$rjadi akibat pe$nge$lolaan dana te$rse$bu$t pada masyarakat 

se $te$mpat. Pe$mahaman te$ntang e$fe $ktivitas, ke$be $rhasilan dan ke $san sosial dari 

Keuangan De $sa adalah pojok yang pe $nting dari pe$ne $litian ini. De$ngan 

me$mpe $rhatikan be $rbagai aspe$k, se $pe$rti pe$nge $mbangan infrastru$ktu$r, 

pe $ningkaan ku$alitas hidu$p , dan pe $ngaru$h pada hu$bu$ngan masyarakat, stu$di 

lite$ratu$re $ bisa me$mbe$rikan gambaran yang le$bih baik te$ntang program 

te$rse $bu$t. 

Se $lain itu$, analisis akan me$nu$nju $kkan apakah ada be $be $rapa 

ke $khawatiran atau$ masalah yang pe $rlu$ diatasi dalam ke$te$rbu$kaan te$rkait 

Pe $nge $lolaan anggaan De $sa di Kampu$ng Goras Se$latan. Hal ini akan 

me$mbantu$ pihak be$rwe $nang u$ntu$k me $ngambil tindakan yang dipe$rlu$kan dan 

me$mpe $rbaiki program te$rse $bu$t su$paya le$bih e $fe $ktif dan me $nghasilkan 

dampak positif yang le$bih signifikan bagi masyarakat. Dalam rangkaian ini, 

kami me$nghargai dan me$nghayati nilai-nilai pe $nting se $pe $rti ke$adilan, 

ke $se$taraan, dan ke$se $tu$ju$han yang dipe $rlu$kan dalam pe$ngambilan ke$ndala dan 

pe $ngambilan ke $pu$tu$san. Kami ju$ga be $ru$saha u$ntu$k me$mpromosikan 

ke $harmonisan dan ke $se $tu$ju$han di masyarakat, se $rta me$mastikan bahwa 

se $gala informasi yang dibe$rikan me$miliki asas yang be$nar dan te$rve$rifikasi. 
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Re $kome$ndasi Ke $bijakan be $rdasarkan analisis dampak yang te $lah 

dilaku$kan,dipe $rlu$kan pe $ningkatan pe $ngawasan, pe $libatan masyarakat dan 

transparansi pe $nge $lolaan keuangan de $sa, se$rta ke $bijakan yang me$ndorong 

patisispasi aktif masyarakat ju$ga pe$rlu$ di tingkatkan. 

Be $riku$t be $be $rapa pe$ne $litian te$rdahu$lu$ te$rkait Transparansi Pe$nge $lolaan 

Program Keuangan De $sa yang di laku$kan di pe$riode$ 2020 – 2024 : 

Tabe $l 1.1 Pe$ne $litian Te$rdahu$lu$ Transparansi Pe$nge $lolaan Keuangan 

De $sa Tahu$n 2020 – 2024 

No Ju$du $l Pe$ne $litian Nama 

Pe $ne $liti 

Me $tode$ Te $mpat dan 

Waktu$ 

Hasil Pe$ne $litian 

1 Pe $ngaru$h 

Aku$ntabilitas dan 

Transparansi 

te$rhadapPe$nge $lolaan 

Alokasi Dana De $sa 

(ADD) dalam 

Pe $ncapaian Good 

Gove $rnance$ pada 

De $sa Manu$le$a, 

Ke $camatan 

Sasitame$an 

Kabu$pate$n Malaka 

Christa 

Yu$nnita 

Garu$ng, 

Linda 

Lomi Ga 

Ku$antitatif 

De $skriptif 

De $sa 

Manu$le$a, 

Ke $camatan 

Sasitame$an, 

Kabu$pate$n 

Malaka, 

2020 

Transparansi 

me$mbe $rikan dampak 

positif pada 

pe $nge $lolaan dana de$sa 

dalam me$ncapai good 

gove $rnance$ di De$sa 

Manu$le$a Ke $camatan 

Sasitame$an 

Kabu$pate$n Malaka 

kare$na adanya 

ke $te$rbu$kaan yang je$las 

ke $pada masyarakat 

dan pihak-pihak yang 

be $rke$pe $ntingan. 

Aku$ntabilitas dan 

transparansi se$cara 

be $rsamaan ju$ga 

be $rpe$ngaru$h pada 
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pe $nge $lolaan dana de$sa 

dalam me$ncapai good 

gove $rnance$ di De$sa 

Manu$le$a. Hasil 

pe $ne $litian 

me$nu$nju$kkan bahwa 

De $sa Manu$le$a te$lah 

me$laksanakan 

pe $nge $lolaan yang 

aku$ntabe$l dan 

transparan te $rlihat dari 

laporan 

pe $rtanggu$ngjawaban 

APBDe $s se $bab alokasi 

dana de$sa digu$nakan 

u$ntu$k me$ningkatkan 

pe $layanan se $rta 

me$mbe $rdayakan 

masyarakat de $sa . 

(Yunita et al.,2020) 

2 Analisis 

Pe $laksanaan Tata 

Ke $lola Re $ncana 

Strate$gis, 

Aku$ntabilitas Dan 

Transparansi Dana 

De $sa Te $rhadap 

Pe $nge $lolaan 

Ke $u$angan De $sa 

(Stu$di di De $sa 

Mage$panda 

Ke $camatan 

Mage$panda) 

E$milianu$s 

E$o Ku$tu$ 

Goo, 

E$u$prasiu$s 

Mario 

Sanda 

Ku$alitatif De $sa 

Mage$panda, 

Ke $camatan 

Mage$panda, 

Kabu$pate$n 

Sikka. 2022 

Transparansi dalam 

pe $nge $lolaan ke $u$angan 

de $sa di De $sa 

Mage$panda te$lah 

te$rwu$ju$d mu$lai dari 

pe $re$ncanaan, 

pe $laksanaan, 

pe $nataan, pe $laporan, 

hingga 

pe $rtanggu$ngjawaban 

se $su$ai pe $ratu$ran yang 

be $rlaku$, te$tapi masih 

te$rdapat ke $ndala 

te$rkait ke $mampu$an 
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se $bagian Su$mbe $r 

Daya Manu$sia yang 

ada di De $sa 

Mage$panda yang 

ku$rang me$mahami 

informasi te$ntang 

pe $nge $lolaan dana de$sa 

yang disampaikan 

ole$h pe $me$rintah de$sa. 

Se $lain itu$, se $bagian 

masyarakat ju$ga 

me$nu$nju$kkan sikap 

ku$rang pe $du$li 

te$rhadap informasi ini. 

Ole $h kare $na itu$, 

pe $me$rintah de $sa pe$rlu$ 

me$nyampaikan 

informasi se $cara 

langsu$ng ke $pada 

warga de $sa 

Mage$panda me$lalu$i 

rapat, se $lain 

me$manfaatkan me$dia 

komu$nikasi se $pe$rti 

baliho u$ntu$k 

me$nyampaikan 

informasi ke$u$angan 

de $sa.(Goo dkk, 2022) 

3 Analisis 

Aku$ntabilitas Dan 

Transparansi 

Pe $nge $lolaan Alokasi 

Dana De $sa Dalam 

Pe $mbangu$nan Di 

Nu$raini 

Ismail, 

Apriana 

Marse$lina, 

E$lisabe$th 

De $skriptif 

Ku$alitatif 

Di De $sa 

Le $wobu$nga

, Ke $camatan 

Adonara 

pe$re$ncanaan, 

pe$laksanaan, 

pe$nataan, 

pe$laporan, hingga 

pe$rtanggu$ngjawaba

n. Dalam tahap 
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De $sa (Stu$di Kasu$s 

Di De $sa Le$wobu$nga 

Ke $camatan Adonara 

Timu$r Kabu$pate$n 

Flore$s Timu$r) 

Ye $lita 

We $ni 

Timu$r, 

Kabu$pate$n 

Flore$s 

Timu$r. 2023 

pe $laksanaan, 

transparansi ju$ga 

be $lu$m dite$rapkan 

de $ngan baik kare$na 

tidak adanya baliho 

dan papan informasi 

yang mu$dah diakse$s 

ole$h masyarakat. 

U$ntu$k aku$ntabilitas, 

kine$rja pe $me$rintah 

ju$ga be$lu$m optimal 

se $hingga masyarakat 

tidak me$ndapatkan 

informasi yang je$las 

me$nge $nai ADD.( 

Ismail dkk, 2023) 

4 Transparansi Dan 

Aku$ntabilitas 

Pe $nge $lolaan Alokasi 

Dana De $sa (ADD) 

Di De $sa Rantau$ Jaya 

U$dik II Ke $camatan 

Su$kadana 

Kabu$pate$n 

Lampu$ng Timu$r 

Dina 

Rastu$ti 

De $skriptif 

Ku$alitatif 

De $sa 

Rantau$ Jaya 

U$dik II, 

Ke $camatan 

Su$kadana, 

Kabu$pate$n 

Lampu$ng 

Timu$r. 2024 

Transparansi dalam 

pe $nge $lolaan Alokasi 

Dana De $sa te$lah 

dilaksanakan de $ngan 

baik dalam 

pe $nge $lolaan dana 

de $sa. Ini te$rjadi kare$na 

te$rdapat ke $te$rbu$kaan 

ke $pada masyarakat 

dalam pe $nge $lolaan 

alokasi dana de$sa yang 

be $rkaitan de$ngan 

pe $mbangu$nan de $sa, di 

mana informasi 

te$ntang pe $nge $lolaan 

alokasi dana de $sa dan 

se $lu$ru$h ke $giatan 

anggaran diu$mu$mkan 
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me$lalu$i baliho 

transparansi. (Rastuti 

2024) 

5 Aku$ntabilitas Dan 

Transparansi 

Pe $me$rintah De $sa 

Dalam Pe$nge $lolaan 

Alokasi Dana De $sa 

Di De $sa Pallangga 

Kabu$pate$n Gowa 

Provinsi Su$lawe $si 

Se $latan 

Nu$ru$l 

Maghfirah, 

Karlina 

Ghazalah 

Rahman, 

Andi 

Marlinah 

Ku$alitatif 

De $skriptif 

Di De $sa 

Pallangga, 

Kabu$pate$n 

Gowa, 

Provinsi 

Su$lawe $si 

Se $latan. 

2021 

Transparansi dalam 

pe $nge $lolaan alokasi 

dana de $sa di Pallangga 

te$lah be$rjalan de$ngan 

baik dan bahkan 

me$ne $rapkan prinsip 

partisipatif. Hal ini 

dilaku$kan me$lalu$i 

Mu$sre$nbang yang 

dise$le$nggarakan di 

awal tahu$n, di mana 

se $tiap tahap 

pe $re$ncanaan hingga 

pe $laporan me$libatkan 

masyarakat. Hasilnya 

akan disajikan me$lalu$i 

papan informasi yang 

te$rpasang di de$pan 

Kantor De $sa 

Pallangga.( Maghfirah 

dkk, 2021) 

Su$mbe $r : Data diolah tahu$n 2024 

Penelitian di desa Manulea menunjukan bahwa desa manulea telah 

melaksanakan pengelolaan yang akuntabel dan transparan, sehingga hal ini 

sejalan dengan penelitian yang di lakukan peneliti di kampung Goras Selatan, 

dan ini bisa di lihat dari laporan APBDes di mana anggran desa di gunakan 

untuk pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, namun untuk kampung 

Goras Selatan sendiri untuk pemberdayaan masyarakat masih belum 

maksimal. 
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Terkait penelitian di desa Magepanda terkait perencanaan, pelaksanaan, 

penataan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban sudah dilakukan sesuai 

peraturan yang berlaku dan hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti di kampung Goras Selatan, namun masih terdapat kendala terkait 

dengan sumer daya manusia yang kurang memahami terkait pengelolaan 

keuangan desa dan masyarakat juga sebagian kurang perduli terkait informasi 

pengelolaan keuangan desa, untuk hal ini berbeda dengan apa yang di 

temukanpeneliti saat melakukan penelitian di kampung Goras Selatan, sebab 

masyarakat selalu aktif mengikuti informasi pelaporan keuangan desa, 

walaupun untuk sumber daya manusia masih kurang. 

Sehubungan dengan penelitian yang di lakukan di desa Lewobunga 

dimana perencanaan, pelaksanaan, penataan, pelaporan, hingga 

pertanggungjawaban dalam tahap belum di laksanakan dengan baik, sebab 

tidak adanya baliho dan papan informasi yang mudah diakses oleh 

masyarakat. Hal ini berbeda denga yang di temukan peneliti saat melakukan 

penelitian di kampung Goras Selatan, sebab di Kampung Goras Selatan untuk 

pelaporan penggunaan keuangan desa telah di laporkan dengan jelas dan 

untuk informasi masyarakat dapat meilihat pada baliho dan papan informasi. 

Untuk akuntabilitas, kinerja pemerintah kampung Lewobunga  juga belum 

optimal sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas 

mengenai ADD, sementara di kampung Goras Selatan kinerja pemerintah 

kampung sangat baik dan masyarakat mendapat informasi ADD dengan jelas. 

 Terkait penelitian di desa Rantau Jaya Udik II transparansi 

pengelolaan dana desa di lakasanakan dengan baik, masyarakat juga dapat 

mengakses informasi terkait pengelolaan keuangan desa melalui baliho, 
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sehingga hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan peneliti di kampung 

Goras Selatan. 

Transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di Pallangga telah 

berjalan dengan baik dan bahkan menerapkan prinsip partisipatif. Hal ini 

dilakukan melalui Musrenbang yang diselenggarakan di awal tahun, di mana 

setiap tahap perencanaan hingga pelaporan melibatkan masyarakat. Hasilnya 

akan disajikan melalui papan informasi yang terpasang di depan Kantor Desa 

Pallangga. Hal ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan peneliti di 

kampung Goras Selatan. 

Penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya menggunakan 

metode kualitatif, kualitatif desakriptif dan kuantitaf deskriptif, sehingga 

penelitian sebelumnya tidak memiliki kekurangan karena ada penelitian yang 

telah menggunakan penelitian campuran (mixed methods). Peneliti juga 

menggunakan penelitian campuran, sebab penelitian ini menggabungkan 

metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam satu penelitian untuk 

mendapatkan pemehaman yang lebih komperhensif tentang suatu penemuan. 

Untuk penelitian deskriptif kuantitatif, fokusnya pada penggambaran 

karakteristik suatu fenomena melalui data numerik, sehingga dapat menjadi 

salah satu komponen dalam desain penelitian campuran. 

C. Fokus Penelitian 

Foku$s u$tama dari pe$ne $litian ini adalah : 

1. Persepsi aaparat desa, pengelola keuangan desa, dan masyarakat 

terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa di Kampung 

Goras Sealatan, Distrik Mbahamdandara. 
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2. Faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi pengelolaan 

keuangan desa di Kampung Goras Sealatan, Distrik 

Mbahamdandara. 

3. Proses partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan 

pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kampung Goras 

Sealatan, Distrik Mbahamdandara. 

4, Tantangan yang di hadapi oleh Pemerintah Desa dalam 

meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa. 

Sugiyono (2017;207)  menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, 

batasan-batasan lebih ditentukan oleh seberapa penting, mendesaknya, dan 

dapat dipercayanya masalah yang ingin diselesaikan. Fokus dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Desa di Kampung Goras 

Selatan distrikr Mbahamdandara. 

b. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Desa di Kampung Goras 

Selatan distrik Mbahamdandara untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

D. Rumusan Masalah 

Me $ru$ju$k pada latar be$lakang stu$di di atas, pe$ne $liti me$nge$mu$kakan 

rumusan masalah pe$ne$litian adalah:  

1. Bagaimana persepsi aparat desa, pengelola keuangan desa, dan 

masyarakat terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa di 

Kampung Goras Sealatan, Distrik Mbahamdandara? 
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2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi 

pengelolaan keuangan desa di Kampung Goras Sealatan, Distrik 

Mbahamdandara? 

3. Bagaimana proses partisipasi masyarakat dalam pengambilan 

keputusan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di 

Kampung Goras Sealatan, Distrik Mbahamdandara? 

4, Apa tantangan yang di hadapi oleh Pemerintah Desa dalam 

meningkatkan transpaansi pengelolaan keuangan desa? 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tu $ju$an Pe$ne $litian 

 Tujuan dari penelitian ini antara lain: 

a. Untuk menggali persepsi aparat desa, pengelola keuangan desa, dan 

masyarakat terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa di 

Kampung Goras Sealatan, Distrik Mbahamdandara? 

b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

transparansi pengelolaan keuangan desa di Kampung Goras 

Sealatan, Distrik Mbahamdandara? 

c. Untuk memahami bagaiamana masyarakat terlibat dalam proses 

pengambilan keputusan dan pengawasan pengelolaan keuangan 

desa di Kampung Goras Selatan, Distrik Mbahamdandara? 

d. Untuk mengeksplorasi tantangan yang di hadapi oleh pemerintah 

desa dalam meningkatkan transpaansi pengelolaan keuangan desa?  
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2. Manfaat Pe $ne $litian 

a. Manfaat Teoritis 

1. Pe $ne $litian ini diharapkan dapat me$mbe $rikan kontribusi dalam 

pemahaman teori transparansi dalam pengelolaan keuangan 

desa dan akuntabilitas publik. Penelitian in juga dapat 

memperkaya literature mengenai praktik transparansi dalam 

konteks pemerintahan desa dan peran serta masyarakat dalam 

memastikan penggunaan keuangan desa yang baik. 

2. Penelitian ini akan memperdalam pemahaman tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi transparansi dalam pengelolaan 

keuangan desa, yang dapat di jadikan dasar untuk 

pengembangan teori lebih lanjut dalam studi pemerintahan 

desa. 

b.Manfaat praktis 

1. Bagi Pe $me$rintah Desa : Hasil pe $ne $litian ini dapat dijadikan 

acuan bagi pemerintah desa dalam merancang strategi untuk 

meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, 

sehingga dapat mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran 

dan meningkatkan kepercayaan masyrarakat terhadap 

pemerintah desa. 

2. Bagi masyrakat Kampung Goras Selatan: Penelitian ini dapat 

memberikan wawasan tentang pentingnya keterlibatan 

masyarakat dalam pengawasan pelaporan penggunaan keuangan 

desa. 
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3. Bagi Pengambil Kebijakan: Penelitian ini juga dapat 

memberikan masukan bagi pengambil kebijakan di tingkat 

kabupaten atau provinsi untuk meningkatkan sistem 

transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa 

secara umum 

F. Kerangka Konseptual 

1. Transparansi  Pe$nge$lolaan Keuangan De$sa  

a. Transparansi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), transparansi berarti 

keadaan nyata, jelas, dan jernih. Dalam konteks yang lebih luas, transparansi 

merujuk pada keterbukaan dan kejelasan dalam berbagai hal, terutama dalam 

pengelolaan informasi dan proses pengambilan keputusan. 

 Transparansi me$mastikan bahwa informasi yang disajikan adalah 

aku$rat, re$le$van, dan te$rkait de$ngan ke $pu$tu$san atau$ ke$giatan yang dilaku$kan. 

Hal ini me$mbantu$ masyarakat u$ntu$k me$mahami dan me$nge $valu$asi ke$pu$tu$san 

yang dibu$at,se $rta me$mpe $rke$nalkan rasa be$rtanggu$ng jawab dan be$rtanggu$ng 

jawab se$cara ke $se$lu$ru$han.Transparansi sangat dipe $rlu$kan dalam me$nciptakan 

ke $adilan, me $mpe$rbaiki siste$m, dan me$mpe $rku$at hu$bu$ngan antara le$mbaga 

dan masyarakat. De $ngan de $mikian, transparansi me$njadi dasar pe$nting dalam 

pe $me$rintahan, bisnis, dan hu$bu$ngan sosial. 
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 Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (5), 

pengelolaan keuangan desa mencakup semua aktivitas yang terdiri dari 

perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan administrasi, penyusunan laporan, 

dan pertanggung jawaban finansial desa. 

Me $nu$ru$t Mardiasmo (2006:18), transparansi dide $finisikan se $bagai 

be $ntu$k ke $te$rbu$kaan pe$me $rintah dalam me$mbe $rikan informasi yang be$rkaitan 

de $ngan pe$nge $lolaan su$mbe$r daya pu$blik ke $pada pihak-pihak yang 

me$me $rlu$kan informasi te $rse$bu$t. Oleh sebab itu transparansi sangat penting 

dalam suatu proses pengelolaan. 

Mahmu$di (2016:17) me$nje$laskan bahwa transparansi be$rarti adanya 

ke $te$rbu$kaan dalam organisasi u$ntu$k me $nyampaikan informasi me$nge $nai 

pe $nge $lolaan su$mbe $r daya pu$blik ke $pada para pe $mangku$ ke $pe $ntingan. 

Transparansi ju$ga me$ncaku$p pe$nje $lasan dari manaje$me$n organisasi pu$blik 

te$rkait aktivitas, program, dan ke $bijakan yang te $lah, se$dang, dan akan 

dilaksanakan, se $rta su$mbe$r daya yang digu $nakan. Pe $nge $lolaan ke$u$angan 

pu$blik yang transparan adalah prinsip tata ke$lola yang baik yang wajib 

dipe$nu$hi ole $h organisasi se$ktor pu$blik. Jadi transparansi dalam suatu 

organisasi itu sangat penting karena berhubungan dengan sumber daya dalam 

suatu organisasi publik. 

Ritonga dan Syahrir (2016) me$nje$laskan bahwa transparansi tidak 

hanya be$rkaitan de$ngan ke$te $rse$diaan informasi yang dapat diakse$s ole $h 

masyarakat, te$tapi ju$ga me $nge $nai pe$nyajian informasi itu$ de $ngan te $pat waktu$. 
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Informasi yang dipu$blikasikan se$cara te$pat waktu$ pastinya akan le$bih 

be $rgu$na dan be $rdampak pada pe$ngambilan ke$pu$tu$san pu$blik yang te$rkait 

de $ngan pe$nye $le$nggaraan pe $me$rintahan, te$ru $tama yang be $rkaitan de$ngan 

pe $nge $lolaan ke$u$angan dae $rah. Transparansi menjadi faktor penting yang 

informasinya harus di sampaikan kepada masyarakat dan harus tepat waktu. 

Nu$rhayati (2017) me$nyatakan bahwa transparansi me$ncaku$p 

pe $nyampaian informasi ke $u$angan yang je $las dan te$rbu$ka ke $pada masyarakat, 

de $ngan me$mpe$rtimbangkan bahwa masyarakat me$miliki hak u$ntu$k 

me$nge $tahu$i se $cara me$nye $lu$ru$h me$nge $nai pe$rtanggu$ngjawaban pe $me$rintah 

dalam me$nge $lola su$mbe $r daya yang dibe$rikan se$rta tata ke$lola se$su$ai de$ngan 

hu$ku $m yang be$rlaku$. Transparansi sendiri berhubungan langsung dengan 

pelaporan keuangan, sehingga masyarakat harus mengetahui informasinya 

secara menyeluruh. 

Hoe $sada (2019:273) me$nje $laskan bahwa prinsip transparansi 

me$libatkan u$nsu$r pe$ngu$ngkapan dan pe $nyajian informasi yang me$madai dan 

dapat diakse$s de $ngan mu$dah ole$h para pe $mangku$ ke $pe $ntingan de $sa. Biasanya 

informasi ini disampaikan me$lalu$i pe$mbe $ritahu$an se $cara lisan, papan 

pe $ngu$mu$man de$sa, dan situ$s we $b de $sa. Bahwa pihak-pihak yang terlibat 

dalam pelaporan harus bisa menyajikan informasi secara transparansi kepda 

masyarakat. 
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b. Pe $nge $lolaan 

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa, Permendagri ini mengatur seluruh siklus pengelolaan keuangan desa, 

mulai dari tahap perencanaan, tahap penganggaran,  tahap pelaksanaan, tahap 

penatausahaan, tahap pelaporan, hingga tahap pertanggungjawaban. 

Tujuannya adalah mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang partisipatif, 

transparan, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran. 

Tujuan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa adalah : Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan desa, meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

penggunaan keuangan desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

desa. Prinsip-prinsipnya meliputi : Transparansi: pengelolaan keuangan desa 

harus transparan dan terbuka, Akuntabilitas: pengelolaan keuangan desa 

harus akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, Efisiensi: pengelolaan 

keuangan desa harus efisien dan efektif, Partisipasi masyarakat: masyarakat 

desa harus dilibatkan dalam pengelolaan keuangan desa. Komponennya 

meliputi : 

1. Perencanaan: perencanaan keuangan desa yang meliputi 

penyusunan APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) 

2. Penganggaran: penganggaran keuangan desa yang meliputi 

pengalokasian anggaran untuk kegiatan desa 

3. Pelaksanaan: pelaksanaan keuangan desa yang meliputi 

pengelolaan kas desa, pengelolaan aset desa, dan pengelolaan 

kegiatan desa 
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4. Pengawasan: pengawasan keuangan desa yang meliputi 

pengawasan internal dan eksternal 

5. Pertanggungjawaban: pertanggungjawaban keuangan desa yang 

meliputi penyusunan laporan keuangan desa 

Mekanismenya sendiri meliputi : Penyusunan APBDesa yang 

melibatkan masyarakat desa, Pengalokasian anggaran untuk kegiatan desa 

yang sesuai dengan prioritas desa, Pengelolaan kas desa yang transparan dan 

akuntabel, Pengawasan internal dan eksternal yang efektif serta Penyusunan 

laporan keuangan desa yang akurat dan transparan. 

Dengan demikian, Permendagri No. 20 Tahun 2018 bertujuan untuk 

meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan 

keuangan desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 

Peraturan Bupati (Perbup) tentang transparansi pengelolaan keuangan 

desa mengatur bagaimana keuangan desa harus dikelola secara terbuka dan 

dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan ini biasanya diturunkan dari 

peraturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri 

(Permendagri) tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tujuannya adalah untuk 

memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan prinsip-

prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan tertib anggaran. Perbup ini 

biasanya mencakup beberapa hal berikut: 

1. Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa: Menjelaskan prinsip-prinsip 

pengelolaan keuangan desa yang harus diterapkan, termasuk 

transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan tertib anggaran.  
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2. Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa: Mengatur tahapan 

pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.  

3.  Peran dan Tanggung Jawab: Menjelaskan peran dan tanggung 

jawab kepala desa, perangkat desa, dan pihak-pihak terkait 

lainnya dalam pengelolaan keuangan desa.  

4.  Mekanisme Transparansi: Mengatur bagaimana informasi 

keuangan desa harus diumumkan dan disebarluaskan kepada 

masyarakat desa, misalnya melalui pengumuman di kantor desa, 

papan informasi, atau media sosial desa.  

5. Mekanisme Partisipasi Masyarakat: Mengatur bagaimana 

masyarakat desa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan 

terkait pengelolaan keuangan desa.  

6. Sanksi: Menjelaskan sanksi yang akan dikenakan jika terjadi 

penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa. 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah meliputi 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Peraturan ini juga 

menekankan pentingnya transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas 

dalam pengelolaan keuangan daerah . 

Peraturan Bupati Fakfak Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 

2023 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 (20) di maksudkan Pengelolaan 



33 

Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan 

Kampung. 

Selanjutnya Pasal 1 (46) di jelaskan bahwa Pemegang Kekuasaan 

Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat PKPKK, 

adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 

menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung. 

Pasal 1 (47) bahwa Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung, yang 

selanjutnya disingkat PPKK, adalah perangkat Kampung yang melaksanakan 

pengelolaan keuangan Kampung berdasarkan keputusan Kepala Kampung 

yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKK. 

Bab II Maksud dan Tujuan Pasal 2 (1) Maksud ditetapkannya 

Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman/dasar bagi Pemerintah 

Kampung dalam penyusunan APB Kampung Tahun Anggaran 2023 dan (2) 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar penyusunan APB 

Kampung Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Peraturan Bupati Fakfak Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Petunjuk 

Teknis Prioritas Penggunaan Dana Tahun 2019 Pasal 5 antara lain : 

(1) Penggunaan Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai 

pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan 

Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung. 
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(2)  Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan 

program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang. 

(3)  Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebesar-besarnya bagi masyarakat Kampung berupa peningkatan 

kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan 

kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat 

Kampung. 

(4)  Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) wajib untuk dipublikasikan oleh Pemerintah 

Kampung kepada masyarakat Kampung di ruang publik yang 

dapat diakses masyarakat Kampung setempat diantaranya 

melalui Baliho. 

Pasal 12 Prioritas penggunaan Dana Kampung untuk program dan 

kegiatan bidang pembangunan Kampung dan pemberdayaan masyarakat 

Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan 11 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II menjadi pedoman 

umum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 

Pasal 13 Kampung dalam perencanaan program dan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat Kampung yang dibiayai Dana Kampung, dapat 

mempertimbangkan tipologi Kampung berdasarkan tingkat perkembangan 

kemajuan Kampung. 
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Bagian Keempat Publikasi Pasal 14 antara lain : 

(1) Prioritas penggunaan Dana Kampung di bidang pembangunan 

Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah 

Kampung kepada masyarakat Kampung di ruang publik yang 

dapat diakses masyarakat Kampung. 

(2)  Publikasi penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan 

melibatkan peran serta masyarakat Kampung. 

(3) Dalam hal Kampung tidak mempublikasikan penggunaan Dana 

Kampung di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Pemerintah Daerah memberikan sanksi administrasi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Konsep terkait Pengelolaan Keuangan Kampung meliputi : 

Tujuan: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan kampung, Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan 

keuangan kampung dan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung. 

Prinsip-prinsip: Transparansi: pengelolaan keuangan kampung harus 

transparan dan terbuka, Akuntabilitas: pengelolaan keuangan kampung harus 

akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, Efisiensi: pengelolaan 

keuangan kampung harus efisien dan efektif, Partisipasi masyarakat: 

masyarakat kampung harus dilibatkan dalam pengelolaan keuangan 

kampung. 
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Komponen: 1. Perencanaan: perencanaan keuangan kampung yang meliputi 

penyusunan APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Kampung) 

2. Penganggaran: penganggaran keuangan kampung yang 

meliputi pengalokasian anggaran untuk kegiatan kampung 

3. Pelaksanaan: pelaksanaan keuangan kampung yang meliputi 

pengelolaan kas kampung, pengelolaan aset kampung, dan 

pengelolaan kegiatan kampung 

4. Pengawasan: pengawasan keuangan kampung yang meliputi 

pengawasan internal dan eksternal 

5. Pertanggungjawaban: pertanggungjawaban keuangan 

kampung yang meliputi penyusunan laporan keuangan 

kampung. 

Mekanismenya meliputi : Penyusunan APBK yang melibatkan 

masyarakat kampung, Pengalokasian anggaran untuk kegiatan kampung yang 

sesuai dengan prioritas kampung, Pengelolaan kas kampung yang transparan 

dan akuntabel, Pengawasan internal dan eksternal yang efektif, Penyusunan 

laporan keuangan kampung yang akurat dan transparan 

Peran Pemerintah Kampung meliputi : Pemerintah kampung 

bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kampung, Pemerintah 

kampung harus memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan kampung. 
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Peran Masyarakat Kampung: Masyarakat kampung memiliki hak 

untuk terlibat dalam pengelolaan keuangan kampung, Masyarakat kampung 

dapat memantau dan mengawasi pengelolaan keuangan kampung 

Dengan demikian, Peraturan Bupati Fakfak terkait Pengelolaan 

Keuangan Kampung bertujuan untuk meningkatkan transparansi, 

akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan kampung, serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung. 

Me $nu$ru$t para ahli dan pakar di bidang manaje$me$n se $rta ilmu$ 

pe $nge $tahu$an u$mu$mnya, manaje$me $n dapat diartikan se $bagai rangkaian prose $s 

yang me$ncaku$p pe$mantau$an, pe$ngambilan ke$pu$tu$san, dan tindakan yang 

diambil u$ntu$k me$ncapai tu$ju$an te$rte $ntu$. Prose$s ini me$ncaku$p pe$ngawasan, 

pe $nge $ndalian, dan pe $nataan su$mbe$r daya, te$rmasu$k te $naga ke $rja, te$knologi, 

se $rta su$mbe$r daya ke $u$angan. Manaje$me$n dapat dite$rapkan di be $rbagai bidang 

ke $hidu$pan, baik itu$ dalam organisasi, pe$ru$sahaan, pe$me$rintah, mau$pu$n 

pe $nge $lolaan diri. Di se $mu$a situ$asi, manaje$me$n diharapkan dapat 

me$ningkatkan e$fisie$nsi, e $fe$ktivitas, se $rta kine$rja u$ntu$k me$ncapai tu$ju$an yang 

diinginkan. Se $cara u$mu$m, manaje$me $n dapat dipahami se$bagai pe$nge $lolaan, 

pe $ngatu$ran, atau$ pe $nataan su$atu$ aktivitas, se$dangkan manaje $me$n itu$ se $ndiri 

adalah siste$m yang be$rtu$ju$an u$ntu$k me$ngatu$r se$gala se$su$atu$nya. 

 Sebagaimana dijelaskan oleh Nafidah dan Anisa (2017), pengelolaan 

keuangan desa adalah seluruh proses yang dimu$lai dari tahap perencanaan 

hingga pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan dengan 
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mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta 

dilaksanakan dengan tertib dan disiplin dalam penganggaran. 

Me $nu$ru$t Su$harsimi Ariku$nta (2018), manaje$me$n me $ru$pakan inti dari 

pe $nge $lolaan, se$me $ntara pe $nge $lolaan itu$ se$ndiri adalah tindakan yang dimu$lai 

de $ngan pe $ngu$mpu$lan data, pe$re $ncanaan, pe $ngorganisasian, pe $laksanaan, 

hingga pe$ngawasan dan e $valu$asi. 

Be $rdasarkan pe$ndapat SP. Siagian (2007), manaje$me$n adalah 

ke $mampu$an u$ntu$k me$ndapatkan hasil me$lalu$i orang lain dalam rangka 

me$ncapai tu$ju$an te$rte$ntu$. 

Berdasarkan pendapat SP. Siagian (2007), manajemen adalah 

kemampuan untuk mendapatkan hasil melalui orang lain dalam rangka 

mencapai tujuan tertentu. Manaje$me$n adalah se $ni dalam me$nye $le$saikan 

pe $ke $rjaan me $lalu$i orang lain (Marry Parker Follet 2013). Dari su$du$t pandang 

Islam, manaje$me $n me$ru$pakan amanah dari Allah Swt yang me $lipu$ti jiwa 

ke $pe $mimpinan u$ntu$k me $ncapai tu$ju$an yang ingin diraih (Hasbiyallah dan 

Su$ju $di, 2019:6). Su$atu$ ke $giatan akan dapat me$ncapai tu$ju$annya jika dike$lola 

de $ngan baik; se$baliknya, pe$nge $lolaan yang ku$rang baik akan me$njadi 

pe $nghalang dalam me$ncapai tu$ju$an te $rse$bu$t.  

c. Keuangan De $sa 

Me $nu$ru$t Pe$ratu$ran Me$nte $ri Dalam Ne $ge $ri Re$pu$blik Indone$sia No 20 

Tahu $n 2018 me$nge $nai Pe $nge$lolaan Ke $u$angan De $sa, de$sa dide$finisikan 
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se $bagai su$atu$ komu$nitas yang me$miliki statu$s hu$ku$m dan te $ritorial, yang 

me$miliki we $we $nang u$ntu$k me$nge $lola u$ru$san pe $me$rintahan, ke $pe $ntingan 

masyarakat, se $rta hak asal u$su$l dan hak tradisional yang diaku$i dalam siste$m 

pe $me$rintahan Ne $gara Ke $satu$an Re$pu$blik Indone $sia. U$ntu$k me$ngatu$r dan 

me$njalankan pe$me $rintahan de$sa, dipe $rlu$kan anggaran yang me$madai dan 

biasanya cu$ku$p signifikan. 

U$ndang-U$ndang Re $pu$blik Indone$sia Nomor 6 Tahu$n 2014 me$nge $nai 

De $sa me$ru$pakan re$gu$lasi yang be $rtu$ju$an u$ntu$k me$nge$lola pe$laksanaan 

otonomi de$sa, me$mpe$rku$at prinsip pe $me$rintahan de $sa yang de $mokratis dan 

partisipatif, se $rta me$ndorong pe $mbangu$nan yang be $rke$lanju$tan dan adil di 

de $sa. Se $su$ai de $ngan Pe $rme$ndagri No. 20 Tahu$n 2018 te $ntang Pe $nge $lolaan 

Ke $u$angan De $sa, pe$nge $lolaan ke$u$angan de$sa haru$s me$ngiku$ti prinsip 

transparansi, aku$ntabilitas, partisipasi, se $rta dilaksanakan se$cara te$ratu$r dan 

disiplin dalam pe$nggu$naan anggaran. 

Dana De $sa me$ru$pakan su$mbe$r pe$ndanaan yang be$rasal dari APBN 

dan dialokasikan u$ntu$k de $sa me$lalu$i APBD kabu$pate$n/kota. Dana ini 

digu $nakan u$ntu$k me$ndanai pe $me$rintahan de$sa, pe $laksanaan pe $mbangu$nan 

de $sa, pe$nge $mbangan masyarakat, dan pe $mbe$rdayaan komu$nitas. Keuangan 

De $sa adalah langkah yang diambil pe$me $rintah u$ntu$k me$mbe $rikan 

ke $se$mpatan ke $pada masyarakat lokal dalam me$rancang dan me$laksanakan 

be $rbagai ke$giatan yang dibu$tu$hkan di de$sa-de$sa di se$lu$ru$h Indone$sia. Di 
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Kampu$ng Goras Se $latan, Distrik Mbahamdandara, Keuangan De $sa te $lah 

dilaksanakan de $ngan tu$ju$an me$ningkatkan ku$alitas hidu$p masyarakat 

se $te$mpat. 

Me $nu$ru$t Robe $rto, Lu$tfi, dan Nu$rnaningsih (2015), pe $nge $lolaan Dana 

De $sa pe $rlu$ me$ngiku$ti prinsip-prinsip se $bagai be$riku$t: 

1). Se$mu$a ke $giatan yang didanai ole$h Dana De$sa haru$s dire$ncanakan, 

dilaksanakan, dan diawasi de$ngan transparansi se$su$ai de $ngan 

prinsip dari masyarakat, ole$h masyarakat, dan u$ntu$k masyarakat. 

2). Se $mu$a ke $giatan haru$s diaku$i be $rdasarkan aspe$k manaje$rial, 

u$mu$m, dan pe $ratu$ran yang be $rlaku$. 

3).  Pe $nggu$naan Keuangan De $sa haru$s dilaku$kan be $rdasarkan 

pe $rtimbangan e $konomi, te $rstru$ktu$r, dan te$rarah. 

4). Ke $giatan yang dibiayai ole$h Keuangan De $sa haru$s transparan de $mi 

me$ningkatkan infrastru$ktu$r pu$blik yang be $rmanfaat u$ntu$k 

me$me $nu$hi ke $bu$tu$han dasar masyarakat, me$mpe $rku$at organisasi 

de $sa, dan ke $giatan lain yang dibu$tu$hkan ole $h warga, yang 

dite$tapkan me$lalu$i mu$syawarah. 

5). Keuangan De $sa atau$ anggaran de$sa pe $rlu$ dicatat dalam APBDe $s 

dan prose$s pe $nganggarannya haru$s me$ngiku$ti prose$du$r yang 

be $rlaku$. 
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2.  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi 

Transparansi saat pe$nge $lolaan anggaran de$sa me$ru$pakan u$paya agar 

me$nge $tahu$i de $ngan pasti bahwa pe$nggu$naan dana de$sa yang dilaku$kan ole $h 

Pe $me$rintah De $sa transparan, aku$ntabe $l, se$rta dapat dipe$rtanggu$ngjawabkan. 

Berikut beberapa faktor yang mempengarhi transparansi : 

a. Partisipasi Masyarakat : Sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam 

pengambilan keputusan dan pengawasan penggunaan dana. 

b. Pengawasa dan Akuntabilitas : Tingkat pengawasan yang dilakukan 

oleh masyarakat, BPD, atau pihak luar serta adanya mekanisme 

akuntabilitas untuk memastikan pengelolaan keuangan desa yang 

transparan. 

c. Kemampuan Aparat Desa : Kualitas dan kapasitas aparat desa 

dalam mengelola dan menyampaikan informasi terkait keuangan 

desa kepada masyarakat. 

d. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah : Peran regulasi yang ada baik, 

di tingkat pusat maupun daerah, yang mendukung transparansi 

dalam pengelolaan keuangan desa. 

e. Faktor Sosial dan Budaya : Faktor sosial dan budaya yang 

mempengaruhi kesadaran masyarakat dan tingkat partisipasi 

dalllaaam pengawasan keuangan desa. 

Kerangka konseptual harus menggambarkan bagaimana faktor-faktor 

yang memepengaruhi transparansi saling berinteraksi dan berkontribusi pada 

tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Misalnya : 
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a. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan transparansi dengan 

memperkuat pengawasan dan memberi umpan balik langsung 

kepada pemerintah desa. 

b. Pengawasan eksternal dan regulasi yang jelas dapat memfasilitasi 

transparansi dengan memastikan bahwa pengelolaan keuangan 

desa sesuai dengan standar yang telah di tetapkan. 

c. Kemampuan aparat desa dalam mengelola keuangan desa dan 

menyampaikan informasi secara terbuka akan memperkuat 

transparansi. 

Kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Be $riku$t be $be $rapa ke$giatan dan hasil dari transparansi pengelolaan 

keuangan de$sa: 

a. Ke $giatan me$lipu$ti :  

1.  Pe $nge $lolaan Anggaran: Me $ru$pakan ke $giatan awal yang me$libatkan 

pe $re$ncanaan dan pe$nge $lolaan anggaran de$sa yang transparan, 

se $hingga masyarakat dapat me$mahami cara pe$manfaatan dana de $sa. 

2.  Laporan Ke$u$angan: Pe$me$rintah De $sa wajib me$laporkan ke$u$angan 

de $sa ke$pada masyarakat se $tiap pe$riode $ te$rte$ntu$, se $hingga masyarakat 

dapat me$mahami cara pe$manfaatan dana de$sa. 

3.  Masyarakat bisa me$mahami cara pe$nggu$naan Dana De $sa: Pe $me$rintah 

De $sa pe $rlu$ me$nu$nju$kkan cara pe$nggu$naan dana de$sa, te $rmasu$k 

aktivitas yang dilaku$kan dan pe $nge$lu$aran yang te$rjadi.. 

4.  Pe $nyampaian Informasi: De $sa be$rke $wajiban u$ntu$k me$mbe $rikan 

informasi me $nge $nai pe$nge $lolaan dana de$sa ke$pada warga, te $rmasu$k 

me$lalu$i me$dia ce$tak, platform me$dia sosial, dan situ$s we $b.. 

5.  Au$dit dan Pe $ngawasan: Pe $me$rintah De $sa haru$s me$laku$kan au$dit dan 

pe $ngawasan te$rhadap pe $nggu$naan dana de$sa u$ntu$k me $njamin 

ke $be $rlangsu$ngan dan e$fe $ktivitas pe$nggu$naannya. 
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b. Hasil 

1. Me $ningkatkan Tanggu$ng Jawab: Ke $te$rbu$kaan dalam dana de $sa 

me$mpe $rku$at tanggu$ng jawab Pe $me$rintah De$sa atas pe$nge $lolaan dana 

de $sa. 

2. Me $ningkatkan Pe$mahaman Masyarakat: Ke$te$rbu$kaan dana de$sa 

me$mpe $rbe$sar pe $mahaman masyarakat me$nge $nai signifikansi 

pe $nggu$naan dana de$sa yang te$pat dan e $fisie$n. 

3. Me $ningkatkan Pe$ngawasan: Ke$te$rbu $kaan dana de$sa me$mpe $rku$at 

pe $ngawasan bagi pe$nggu$naan dana de$sa, se$hingga bisa me $nce$gah 

tindakan koru$psi dan kolu$si. 

4. Me $ningkatkan Ku$alitas Layanan: Ke $te $rbu$kaan dana de $sa me$mpe $rbaiki 

mu$tu$ layanan pu$blik, kare $na masyarakat bisa me$lihat bagaimana dana 

de $sa dipe$rgu$nakan u$ntu$k me$ningkatkan ke $se$jahte$raan me$re $ka. 

5. Me $ningkatkan Pe$rlindu$ngan: Ke $te$rbu $kaan dana de$sa me $mpe$rku$at 

pe $rlindu$ngan te$rhadap pe $nggu$naan dana te$rse $bu$t, kare$na masyarakat 

bisa me$mahami cara pe$nggu$naan dana de $sa. 

De $ngan de $mikian, ke$te$rbu$kaan dalam dana de$sa sangat kru$sial u$ntu$k 

me$mastikan bahwa pe $nge $lolaan dana de $sa ole$h Pe $me$rintah De$sa be $rlangsu$ng 

de $ngan transparan, me$mpe $rtanggu$ngjawabkan, dan dapat dipe $rcaya. 
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3. Peran Masyarakat Setempat 

Masyarakat se $te$mpat me$miliki pe$ran pe $nting dalam pe $nge$lolaan dan 

pe $nge $mbangan program dana de$sa di Kampu$ng Goras Se $latan. De$ngan 

adanya komitme$n dan ke $rja sama yang baik antara masyarakat, pe$me$rintah 

de $sa, dan dae $rah, agar program ini dapat be $rjalan de$ngan baik dan 

me$mbe $rikan pe $ngaru$h yang su$bstansial. 
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BAB II 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 

Pe $ne $litian yang Te $rkait de $ngan Transparansi Pe$nge $lolaan Keuangan 

De $sa Stu$di ini me$nye $lidiki transparansi dalam pe$nge $lolaan keuangan De$sa di 

Kampu$ng Goras Se$latan, Distrik Mbahamdandara, de$ngan tu$ju$an 

me$nge $valu$asi ke$be $rhasilan dan dampak program te$rse$bu$t. Dalam pe$ne $litian 

ini, kami akan me $ne $rapkan me$tode $ obse $rvasi, pe$rbandingan, dan 

pe $ngu$mpu$lan data se$cara ku$alitatif dari pihak-pihak yang te$rlibat dalam 

pe $nge $lolaan keuangan de $sa. Tu$ju$an u$tama dari pe $ne $litian ini adalah u$ntu$k 

me$mahami dan me$mbandingkan se $jau$h mana transparansi pe$nge $lolaan 

keuangan de $sa be $rpe$ngaru$h te $rhadap pe $rke $mbangan dan ke $maju$an 

masyarakat di Kampu$ng Goras Se $latan, Distrik Mbahamdandara.  

Foku$s pe$ne $litian ini adalah Fokus utama dari penelitian ini adalah : 

Faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi pengelolaan keuangan desa di 

Kampung Goras Sealatan, Distrik Mbahamdandara. Proses partisipasi 

masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pengelolaan 

keuangan desa di Kampung Goras Sealatan, Distrik Mbahamdandara. 

Tantangan yang di hadapi oleh Pemerintah Desa dalam meningkatkan 

transparansi pengelolaan keuangan desa u$ntu$k me$nganalisis se$cara 

me$nye $lu$ru$h pe $ne $rapan prinsip aku$ntabilitas dan transparansi yang dilaku$kan 
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ole$h pihak de $sa dalam me $nge$lola ke $u$angan di Kampu$ng Goras Se $latan, 

Distrik Mbahamdandara. Diharapkan hasil pe$ne $litian ini dapat me$mbe$rikan 

pandangan te $ntang pe$nge $lolaan ke$u$angan de$sa se$rta tantangan yang dihadapi 

dalam pe$nge $lolaan keuangan di Kampu $ng Goras Se $latan, Distrik 

Mbahamdandara. Me$tode $ yang digu$nakan dalam pe $ne $litian ini adalah me$tode $ 

ku$alitatif. 

Penelitian tentang transparansi pengelolaan keuangan desa bertujuan 

untuk memahami perspektif dan pengalaman masyarakat serta aparat desa 

terkait bagaimana dana desa dikelola dan bagaimana transparansi dalam 

pengelolaan tersebut dipersepsikan oleh berbagai pihak. Tujuan ini lebih 

cocok dijawab dengan pendekatan kualitatif karena: 

1. Pemahaman mendalam: Penelitian ini tidak hanya ingin mengukur 

tingkat transparansi secara numerik, tetapi juga ingin menggali 

faktor-faktor sosial dan kultural yang mempengaruhi transparansi. 

Misalnya, bagaimana masyarakat menilai transparansi keuangan 

desa, apakah ada hambatan dalam pengawasan, dan bagaimana 

peran serta masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa. 

2. Mengidentifikasi isu yang mendalam: Transparansi dalam 

pengelolaan keuangan desa sering kali dipengaruhi oleh banyak 

faktor yang sifatnya subjektif dan berkaitan dengan persepsi. 

Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan 

cerita, pengalaman, dan pandangan masyarakat mengenai masalah 

ini, yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan angka atau data 

kuantitatif. 
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Me $nu$ru$t Su$giyono (2018), me$tode $ ku $alitatif me $ru$pakan pe$nde $katan 

pe $ne $litian yang be$rlandaskan pada filosofi, digu$nakan u$ntu$k me$mpe $lajari 

kondisi ilmiah di mana pe $ne $liti be $rpe$ran se $bagai alat, de $ngan te $knik 

pe $ngu$mpu$lan data se$rta analisis yang me$ne $kankan pada makna. 

Pe $ne $litian ini ju$ga bisa menjadi salah satu faktor untuk menggali 

persepsi aparat desa, pengelola keuangan desa, dan masyarakat terhadap 

transparansi pengelolaan keuangan desa di Kampung Goras Sealatan, Distrik 

Mbahamdandara. Hal ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi transparansi pengelolaan keuangan desa di Kampung Goras 

Sealatan, Distrik Mbahamdandara dan memahami bagaiamana masyarakat 

terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pengelolaan 

keuangan desa serta untuk mengeksplorasi tantangan yang di hadapi oleh 

pemerintah desa dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan 

desa, sehungga mampu me$ndorong ke $rjasama antara pe$me $rintah, aparat yang 

me$nge $lola keuangan de$sa, dan masyarakat se$te $mpat, sehingga de $ngan cara 

ini, dapat me $mpe$rbaiki komu$nikasi se $rta me$mbangu$n pe $ngaru$h yang saling 

me$ngu$ntu$ngkan dalam pe $nge $mbangan dan pe $nge$lolaan keuangan dana de$sa 

di di Kampung Goras Selatan, Distrik Mbahamdandara. 

Agar data yang dipe$role $h aku$rat dan be $rmanfaat, pe$ne $litian haru$s 

dilaku$kan de $ngan pe$nde $katan yang hati-hati, profe$sional, dan se$su$ai de$ngan 

prinsip e$tika pe $ne $litian. De $ngan cara ini, informasi yang didapatkan dapat 

me$mbe $rikan arahan u$ntu$k me$ningkatkan dan me$mpe $rbaiki ku$alitas hidu$p 

masyarakat di Kampu$ng Goras Se $latan, Distrik Mbahamdandara. 
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi pe$ne $litian be$rada di Kampu$ng Goras Se $latan, Distrik 

Mbahamdandara dan me $ru$pakan te$mpat dimana pe $ne$litian akan dilaku$kan 

u$ntu $k me$nganalisis dan me$nge $tahu$i dampak pengelolaan keuangan de$sa di 

Kampu$ng Goras Se$latan, Distrik Mbahamdandara. Dalam pe$ne $litian ini, 

pe $ne $liti akan me$lihat pe$ngaru$h keuangan de$sa te$rhadap masyarakat, e$konomi 

lokal, se$rta kondisi lingku$ngan di dae$rah te$rse$bu$t. Tu$ju$an u$tama dari 

pe $ne $litian ini adalah u$ntu$k me$nge $tahu$i ke $be $rhasilan keuangan de $sa dan 

me$mbe $rikan solu$si u$ntu$k pe$ningkatan kine$rja dan e$fe$ktivitas program di 

masa me$ndatang. 

C. Sumber Data 

Untuk mencapai sebuah kesimpulan, penelitian yang akan dilakukan 

membutuhkan sumber informasi yang disebut dengan data, Sumber data 

adalah referensi atau tempat yang digunakan untuk mengumpulkan, 

mengolah, dan memvalidasi data. Sumber data dapat berasal dari berbagai 

sumber. Data merupakan informasi atau representasi yang nantinya akan 

dikumpulkan oleh peneliti untuk diproses sehingga menghasilkan informasi 

yang bermanfaat dalam penelitian itu, yang akan membantu peneliti dalam 

menyusun tulisan dan bisa digunakan sebagai referensi sehingga tulisan yang 

dihasilkan menjadi lebih terperinci. Informasi yang di peroleh inilah yang 

akan digunakan untuk menjadi pendukung dan pelengkap dalam menunjang 

penulisan peneliti. Dalam penelitian ini menggunakan data primer ( data 

utama ) dan data sekunder ( data pendukung ), sebagai salah satu data penting 

dalam proses penulisan yang di lakukan oleh peneliti. 
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a. Sumber data Primer 

Sumber data primer sumber data yang di dapat langsung dari pemberi 

informasi atau informan, sumber data utamanya dari wawancara dan 

pengamatan yang di lakukan saat melakukan penelitian. 

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Kampung Goras 

Selatan, Distrik Mbahamdandara, Baperkam Kampung Goras Selatan dan 

masyarakat Kampung Goras Selatan. 

Beberapa informan yang berhubungan dengan Transparansi 

pengelolaan keuangan desa di Kampung Goras Selatan, Distrik 

Mbahamdandara, antara lain : 

Tabel 2.1 Informan Penelitian 

No Informan Jumlah 

1 Kepala Kampung Goras Selatan 1 Orang 

2 Baperkam Kampung Goras Selatan 1 Orang 

3 Seksi Kesra 1 Orang 

4 Ketua RT 1 Orang 

5 Pengelola Data 1 Orang 

6 Masyarakat penerima bantuan bangunan 2 Orang 

7 Masyarakat penenrima bantuan fiber  2 Orang 

8 Masyarakat penerima bantuan motor 

tempel 

1 Orang 

9 Masyarakat penerima bantuan pendidikan 2 Orang 

10 Masyarakat penerima bantuan pangan 2 Orang 
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 Total 11 Orang 

Sumber : Data diolah Tahun 2024 

b. Sumber data Sekunder 

Menurut Sugiyono (2020), data sekunder adalah data yang diperoleh 

secara tidak langsung dari sumbernya, melainkan melalui perantara atau 

media. Data ini sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain, bukan 

peneliti yang bersangkutan.  

c. Teknik Pemilihan Informan 

 Menurut Sugiyono (2020), purposive sampling adalah teknik 

pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan ini berkaitan dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh 

peneliti, sehingga sampel yang diambil benar-benar sesuai dengan tujuan 

penelitian. 

Dalam hal ini, peneliti ingin menggali informasi tentang Transparansi 

Pegelolaan Keuangan Desa di Kampung Goras Selatan, Distrik 

Mbahamdandara. Selanjutnya, peneliti harus mengidentifikasi kriteria 

pemilihan sumber. Dengan teknik purposive, peneliti akan memilih informan 

yang sesuai dan relevan dengan isu yang diteliti. Narasumber dapat mencakup 

pemerintah desa (Kepala Desa dan stafnya), masyarakat setempat, serta 

pengawas keuangan Desa di Kampung Goras Selatan, Distrik 

Mbahamdandara. Setelah mendapatkan izin dari narasumber, peneliti akan 

melaksanakan pengumpulan data melalui wawancara atau diskusi yang 

terfokus pada Transparansi Pengelolaan Program Dana Desa di Kampung 

Goras Selatan, Distrik Mbahamdandara. Peneliti juga berkesempatan untuk 
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mendengarkan pendapat dan pengalaman mereka yang berhbungan dengan 

tema ini. 

 Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan 

melalui wawancara mendalam atau diskusi kelompok terfokus (FGD), yang 

sangat tepat untuk menggali pemahaman tentang transparansi dari perspektif 

individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks ini, wawancara dengan 

perangkat desa, kepala desa, anggota BPD, dan warga akan menghasilkan 

data yang sangat berguna dalam menjelaskan dinamika pengelolaan 

keuangan desa. 

1. Wawancara mendalam dengan masyarakat setempat akan 

memberikan wawasan tentang bagaimana mereka memandang pengelolaan 

keuangan desa, tantangan yang dihadapi, serta harapan mereka terhadap 

transparansi. 

2. Diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan pemangku kepentingan 

desa (misalnya, anggota BPD atau kelompok masyarakat yang terlibat dalam 

pengawasan) juga akan mengungkapkan pandangan kolektif tentang 

transparansi, serta peran masyarakat dalam pengawasan keuangan desa. 

Obse $rvasi adalah me$tode $ pe$ngu$mpu$lan data yang dilaku$kan de $ngan 

cara yang dise $ngaja dan te$ratu$r te$ntang fe$nome $na sosial de$ngan me$laku$kan 

pe $ngamatan se $rta pe$ncatatan. Dalam pe $ne $litian ini, pe $ne $liti be$rinte$raksi 

langsu$ng di lapangan u$ntu$k me$nyaksikan aktivitas yang dilaku$kan ole$h 

pe $me$rintah kampu$ng dalam pe$nge$lolaan keuangan de$sa. Le $wat obse$rvasi, 

pe $ne $liti dapat me$ne $mu$kan se $rta me$ngu$mpu$lkan informasi yang be $rhu$bu$ngan 

de $ngan transparansi dalam pe$nge $lolaan keuangan de$sa. Dalam pe$ne $litian ini, 
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doku $me$ntasi be $ru$pa foto dapat me$njadi bu$kti yang sah, se $pe $rti gambar 

se $be$lu$m dan se $su$dah prose $s pe$mbangu$nan se $rta foto te$rkait de$ngan Kampu$ng 

Goras Se $latan. 

Wawancara adalah me$tode $ pe$ngu$mpu $lan data yang dilaku$kan se$cara 

langsu$ng de $ngan cara me$ngaju$kan pe$rtanyaan ke$pada informan dan foku$s 

pada satu$ isu$ u$ntu$k me$ndapatkan informasi pe $nting te$rkait data yang 

dipe$rlu$kan dalam pe$ne $litian ini. Ole $h kare$na itu$, informasi langsu$ng dari 

masyarakat se $te$mpat me $njadi data yang valid dan sangat dipe$rlu$kan ole $h 

pe $ne $liti dalam pe$ne $litian di Kampu$ng Goras Se $latan, Distrik 

Mbahamdandara. 

Doku$me $ntasi adalah me $tode$ pe$ngu $mpu$lan data yang dilaku$kan 

de $ngan cara me $ngu$mpu$lkan be$rbagai informasi te $rkait topik yang dite$liti 

se $hingga dapat me$mpe$role$h data yang kompre$he $nsif dan valid, baik dari 

masyarakat mau$pu$n aparat de$sa di Kampu$ng Goras Se $latan, me$nge $nai 

transparansi dalam pe$nge $lolaan keuangan de $sa di Kampu$ng Goras Se $latan, 

Distrik Mbahamdandara. 

D. Teknik Validasi Data 

Validasi data adalah prose $s pe$me $riksaan dan ve $rifikasi data u$ntu$k 

me$ne $ntu$kan apakah data te $rse$bu$t be$nar, aku$rat, dan cocok u$ntu$k digu$nakan 

dalam su$atu$ analisis atau$ pe $rancangan. Dalam konte$ks statistik dan analisis 

data, validasi data be $rtu$ju$an u$ntu$k me$mastikan bahwa data yang 



54 

diku $mpu$lkan te $lah diambil de$ngan te $pat dan be $nar, dan tidak me$ngandu$ng 

ke $salahan,Validasi data pe $nting u$ntu$k me$njamin ke $pe$rcayaan dan ku$alitas 

hasil analisis data. 

Triangu$lasi me$ru$pakan me$tode $ te$rbaik u$ntu$k me $ngu$rangi pe $rbe$daan 

konstru$ksi ke $nyataan yang ada dalam konte$ks su$atu$ stu$di saat me$ngu$mpu$lkan 

data te$ntang be $rbagai pe $ristiwa dan hu$bu$ngan dari su$du$t pandang yang 

be $rbe$da. De $ngan triangu$lasi, pe$ne$liti dapat me$mve$rifikasi te$mu$an de$ngan 

me$mbandingkannya de$ngan be$rbagai su$mbe$r, me$tode $, atau$ te$ori. Pe$ne $liti 

dapat me$laku$kannya de $ngan: me$ngaju$kan be $rbagai variasi pe $rtanyaan, 

me$me $riksa de $ngan be $rbagai su$mbe $r data, dan me$nggu$nakan be $rbagai me$tode$ 

u$ntu $k ve$rifikasi data. Triangu$lasi dalam pe$ngu$jian kre$dibilitas diartikan 

se $bagai ve$rifikasi data dari be$rbagai su$mbe $r de$ngan cara dan waktu$ yang 

be $rbe$da. De $nzin (1978) me$ngide $ntifikasi be$be$rapa je$nis triangu$lasi se$bagai 

te$knik pe $me$riksaan yang me$manfaatkan pe$nggu$naan su$mbe $r, me$tode$, dan 

pe $nyidik. 

Triangu$lasi de $ngan su$mbe$r be $rarti me$mbandingkan dan 

me$mve $rifikasi tingkat ke$pe $rcayaan informasi yang dipe$role$h me$lalu$i waktu$ 

dan alat yang be$rbe $da dalam pe$ne $litian ku$alitatif (Patton, 1987). Be$be $rapa 

pe $nde $katan yang dapat digu$nakan adalah: (a) me$mbandingkan data dari 

pe $ngamatan de $ngan data dari wawancara; (b) me$mbandingkan pe $rnyataan 

orang di de $pan u$mu$m de$ngan yang diu$capkan se$cara pribadi; (c) 

me$mbandingkan apa yang diu$ngkapkan orang te $ntang situ$asi pe$ne $litian 
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de $ngan apa yang me$re$ka katakan dari waktu$ ke$ waktu$; (d) me$mbandingkan 

pandangan dan pe $rspe$ktif individu$ de $ngan pe$ndapat dari be$rbagai kalangan, 

se $pe$rti masyarakat biasa, individu$ be $rpe$ndidikan me$ne $ngah atau$ tinggi, 

orang kaya, dan pe$gawai pe$me $rintah; (e$) me$mbandingkan hasil wawancara 

de $ngan isi doku$me$n yang re $le$van. Yang pe $rlu$ dipe$rhatikan di sini adalah 

mampu$ me$nge $tahu$i alasan dibalik adanya pe$rbe$daan te$rse $bu$t (Patton, 1987). 

Dengan validasi data yang tepat dan benar akan memperoleh hasil analisis 

data yang berkualitas dan dapat di percaya, yang berkaitan dengan peneitian 

terkait transparansi pengelolaan keuagan desa di Kampung Goras Selatan 

istrik Mbahamdandara. 

E. Teknik Analisis Data 

Se $te$lah me$mpe$role$h informasi dari narasu$mbe$r, langkah se$lanju$tnya 

adalah me$laku$kan analisis dan pe$ngolahan u$ntu$k me$ndapatkan data yang 

re$le $van gu$na me$mbantu$ me$nyimpu$lkan hasil te$ntang Transparansi 

Pe $nge $lolaan Keuangan De $sa di de$sa te$rse $bu$t. 

Menurut Patton (2002), analisis data dalam penelitian kualitatif 

melibatkan beberapa tahapan penting, antara lain pengumpulan data, reduksi 

data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses ini 

bertujuan untuk memahami fenomena yang diteliti melalui interpretasi 

mendalam dan deskripsi yang kaya. Sehingga dapat memahami pandangan 

narasumber pada saat melakukan penelitian di lapangan terkait transparansi 

pengelolaan keuangan desa di Kampung Goras Selatan Distrik 

Mbahamdandara. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Distrik Mbahamdandara 

 Mbahamdandara me$ru$pakan se$bu$ah wilayah atau$ ke $camatan yang 

te$rle$tak di Kabu$pate $n Fakfak, Papu$a Barat, Indone $sia, de $ngan pu$sat 

ke $camatan be $rada di kampu$ng Goras. Lu$as dae$rah ke$camatan ini me$ncapai 

ku$rang le$bih 664,00 km2. Di Distrik Mbahamdandara, te $rdapat pe$r situ$s 

be $rse$jarah yang te$rle$tak di Kampu$ng Dare $mbang dan Kampu$ng Goras, di 

mana dite$mu$kan situ$s Tapu$rarang yang be $ru$pa be $ragam cap tangan be $rwarna 

me$rah yang te$rte$mpe $l pada dinding-dinding batu$ di te$pi lau$t. 

Distrik Mbahamdandara te$rdiri dari 7 kampu$ng yakni, Kampu$ng 

Goras, Kampu$ng Goras Se $latan, Kampu$ng Dare$mbang, Kampu$ng Wos, 

Kampu$ng Mbahamdandara, Kampu$ng Ware$mu$, dan Kampu$ng Mitimbe $r. 

Ju$mlah pe$ndu$du$k di Distrik Mbahamdandara pada tahu$n 2020 me$ncapai 1. 

011 orang, de $ngan tingkat ke$padatan se$be $sar 1,52 orang pe $r kilome$te $r 

pe $rse$gi, yang te $rbagi ke$ dalam 7 de$sa. Pe $ndu $du$k di Distrik Mbahamdandara 

me$miliki latar be $lakang yang be $ragam, te$rdiri dari 7 su$ku$ asli dan 3 agama 

yang be $rbe$da. Informasi me$nge $nai su$ku$-su$ku $ asli di Distrik Mbahamdandara 

me$ncaku$p su$ku$ Mbaham, Ma’tta, Mor, Onin, Irarru$tu$, Kimbaran, dan Argu$ni. 
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Se $me$ntara itu$, tiga agama yang dianu$t ole$h masyarakat di Distrik 

Mbahamdandara adalah Islam, Prote$stan, dan Katolik. Me$ru$ju$k pada data dari 

Badan Pu$sat Statistik Kabu$pate$n Fakfak pada tahu$n 2020, distribu$si 

ke $agamaan di Distrik Mbahamdandara te$rdiri dari Islam se $be $sar 78,73%, 

Kriste$n 21,27%, de $ngan Prote$stant 19,45% dan Katolik 1,82%. Ole $h kare $na 

itu$, me$ngingat Mbahamdandara me $ru$pakan salah satu$ distrik yang dike $nal 

de $ngan se$mboyan te$rke$nal di Fakfak yaitu$ "Satu$ Tu$ngku$ Tiga Batu$" 

(be$rbe $da-be$da te$tapi te$tap satu$), maka komposisi masyarakat di distrik ini 

ialah 70% masyarakat asli dan 30% me $ru$pakan pe $ndatang. Distrik 

Mbahamdandara se$ndiri te $rdiri dari masyarakat yang me$ndiami dae$rah 

pe $sisir pantai dan masyarakat yang me$ndiami dataran tinggi atau$ le$bih di 

ke $nal de$ngan orang gu$nu$ng ( sau$dara di gu$nu$ng ). Masyarakat di distrik ini 

pada u$mu$mnya yang tinggal di dae$rah pe $sisir pantai le$bih dominan be$ragama 

Islam dan yang me$ndiami dae$rah pe $gu$nu$ngan mayoritas be $ragama Kriste$n 

prote$stan. 

Pada u$mu$mnya, pe $ndu$du$k di are$a ini me$miliki profe$si se$bagai pe$tani, 

ne $layan, dan pe $te$rnak. Tanaman u$mbi-u$mbian se $pe$rti kasbi, u$bi jalar, dan 

ke $ladi me$ru$pakan komoditas u$tama yang dike$lola ole$h pe$ndu$du$k, di samping 

itu$, be $be $rapa ju$ga me $nanam tanaman lainnya se$pe $rti cabai dan lain-lain. Di 

Distrik Mbahamdandara, te $rdapat ju$ga warga yang me $me$lihara ayam, 

kambing, sapi, dan babi, khu$su$snya bagi me$re $ka yang me $nganu$t agama 

Kriste$n. 
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B. Gambaran Umum Kampung Goras Selatan 

1. Sejarah Singkat Kampung Goras Selatan 

 Mbahamdandara adalah se $bu$ah distrik atau$ ke $camatan di Kabu$pate$n 

Fakfak, Papu$a Barat, Indone $sia, dan ibu$kota ke$camatan be$rada di kampu$ng 

Goras. Lu$as wilayah ke $camatan ini se$kitar 664,00 km2. Di Distrik 

Mbahamdandara te$rdapat situ$s be $rse$jarah yang be $rada di Kampu$ng 

Dare $mbang dan Kampu$ng Goras dite$mu$kan situ$s Tapu$rarang be$ru$pa 

be $rbagai cap tangan be$rwarna ke$me$rahan yang me$le$kat pada dinding-dinding 

batu$ di pinggir lau$t. 

Ju$mlah pe$ndu$du$k Distrik Mbahamdandara ini tahu$n 2020 be $rju$mlah 

1.011 jiwa, de $ngan ke$padatan 1,52 jiwa/km², yang te$rbagi me$njadi 7 de $sa. 

Masyarakat Distrik Mbahamdara sangat be$ragam, de$ngan 7 su$ku$ asli dan 3 

agama be$rbe $da. Informasi me$nge $nai su$ku$ asli di Distrik Mbahamdandara 

me$lipu$ti Su$ku$ Mbaham, Ma’tta, Mor, Onin, Irarru$tu$, Kimbaran, dan Argu$ni. 

Se $me$ntara 3 agama sau$dara di Distrik Mbahamdandara yakni Islam, 

Prote$stan dan Katolik. Be $rdasarkan data Badan Pu$sat Statistik Kabu$pate$n 

Fakfak tahu$n 2020, pe $rse $ntasi ke$agamaan di Distrik Mbahmdandara ini yaitu$ 

Islam 78,73%, Kriste$n be $rju$mlah 21,27%, Prote $stan 19,45% dan Katolik 

1,82%). De$ngan de $mikian, kare$na Mbahamandara me$ru$pakan salah satu$ 

distrik di kabu$pate$n yang te$rke$nal de $ngan se$mboyan yang paling popu$le$r di 

Fakfak yaitu$ “ Satu$ Tu$ngku$ Tiga Batu$” ( be$rbe $da – be$da te$tapi te$tap satu$ ), 
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maka masyarakat di distrik ini te$rdiri dari 70% masyarakat asli atau$ orang 

ne $ge $ri dan 30% adalah pe $ndatang. Distrik Mbahamdandara se$ndiri te$rdiri dari 

masyarakat yang me$ndiami dae$rah pe $sisir pantai dan masyarakat yang 

me$ndiami dataran tinggi atau$ le$bih di ke$nal de$ngan orang gu$nu$ng ( sau$dara 

di gu $nu$ng ). Masyarakat di distrik ini pada u$mu$mnya yang tinggal di dae $rah 

pe $sisir pantai le$bih dominan be$ragama Islam dan yang me$ndiami dae $rah 

pe $gu $nu$ngan mayoritas be $ragama Kriste$n prote$stan. 

Pada u$mu$mnya warga di kawasan ini be$ke $rja se$bagai pe$tani, ne $layan, 

dan pe$te $rnak. Komoditi tanaman u$mb –u$mbian ( kasbi, u$bi jalar dan ke$ladi ) 

adalah tanaman u$nggu$lan yang dike $lola warga, dan ada ju$ga yang me$nanam 

tanaman lain se$pe$rti cabai dan lainnya. Masyarakat di Distrik 

Mbahamdandara ada ju$ga yang be $rte$rnak ayam,kambing,sapi dan babi bagi 

masyarakat yang be $ragama Kriste$n. 

Kampu$ng Goras Se $latan me$ru$pakan salah satu$ di antara tu$ju$h 

kampu$ng yang te$rle$tak di Distrik Mbahamdandara, Kabu$pate$n Fakfak, 

Provinsi Papu$a Barat, Indone $sia. De $sa Goras Se $latan didirikan pada tahu$n 

2015, awalnya me$ru$pakan bagian dari Kampu$ng Goras. Namu$n, de $ngan 

adanya pe$me$karan wilayah pe$de $saan, Kampu$ng Goras dibagi, dan 

te$rbe $ntu$klah pe $me$rintahan de$sa baru$ yang dinamakan Kampu$ng Goras 

Se $latan. Lu$as are$a Kampu$ng Goras Se $latan me$ncapai 95 km². Kampu$ng ini 

te$rmasu$k dalam dae$rah re $ndah yang be $rada di te$pi pantai. Se$lu$ru$h pe $ndu$du$k 
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Kampu$ng Goras Se $latan be $ragama Islam, kare$na me$re $ka tinggal di pe$sisir 

dan u$mu$mnya, pe$ndu$du$k yang me$ndiami are$a pe $sisir di Kabu$pate$n Fakfak 

me$ru $pakan mayoritas mu$slim. Hal ini dise$babkan ole$h fakta bahwa ne$ne $k 

moyang dan para u$lama yang me $mbawa ajaran Islam datang me $lalu$i jalu$r 

lau$t, baik de$ngan kapal kayu$ mau$pu$n alat transportasi lau$t lainnya, se$hingga 

dae $rah pe$sisir me$miliki ju$mlah pe $nganu $t Islam yang le$bih banyak 

dibandingkan de $ngan yang tinggal di dae$rah pe $gu$nu$ngan. Pe $ndu$du$k 

Kampu$ng Goras Se$latan dan se$cara u$mu$m masyarakat Kabu$pate$n Fakfak 

se $bagian be$sar me$miliki hu$bu$ngan ke $ke $rabatan antara yang tinggal di pe$sisir 

dan pe$gu$nu$ngan. U$ntu$k me$nce $gah konflik di masa me$ndatang, ne$ne $k 

moyang me$re $ka me$nge $de $pankan konse $p saling me$nghormati de$ngan motto 

“Satu$ Tu$ngku$ Tiga Batu$,” agar me $mpe$role$h ke $se$pakatan de$ngan le$bih 

mu$dah. Ole$h kare $na itu$, ke $hidu$pan di Kampu$ng Goras Se $latan ce$nde $ru$ng 

damai, de$ngan masyarakat yang hidu$p ru$ku$n dan saling me$mbantu$. Me $ski tak 

dapat dipu$ngkiri bahwa dalam ke$hidu$pan pasti ada masalah, namu$n se $jau$h 

ini, hanya masalah ke$cil yang se$lalu$ bisa dise$le $saikan de$ngan baik. 

Me $nge$nai batas wilayah, Kampu$ng Goras Se $latan be$rbatasan 

langsu$ng de $ngan Kampu$ng Mbahamdandara di u$tara, di se$latan be$rbatasan 

de $ngan Te $lu$k Barau$, se $be $lah barat be $rbatasan de$ngan Kampu$ng Goras, dan 

di timu$r be$rbatasan de$ngan Kampu$ng Dare $mbang. Ju$mlah pe $ndu$du$k di 

Kampu$ng Goras Se$latan se $kitar 217 orang, de$ngan 57 Ke$pala Ke $lu$arga. Dari 

ju$mlah te$rse$bu$t, 9 Ke $pala Ke $lu$arga dikate$gorikan se $bagai ke$lu$arga miskin. 
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Total pe$ndu$du$k yang be $rje$nis ke $lamin laki-laki be$rju$mlah 106 orang, 

se $dangkan pe $re$mpu$an adalah 111 orang.Data Ju$mlah Pe$ndu$du$k be $rdasarkan 

Je $nis Ke$lamin dapat dilihat dari tabe$l be$riku$t : 

Tabe $l 3.1 Ju$mlah Pe$ndu$du$k Be $rdasakan Je$nis Ke $lamin Tahu$n 2024 

Je $nis Ke$lamin Ju$mlah / Orang 

Laki-laki 106 

Pe $re$mpu$an 111 

Total 217 

               Su$mbe $r : Data Monografi Kampung 

Data ju$mlah pe $ndu$du$k be $rdasarkan u$sia dapat di lihat dari tabe $l 

be $riku$t: 

Tabe $l 3.2 Ju$mlah Pe$ndu$du$k Be $rdasakan U$sia Tahu$n 2024 

Ke $lompok U$sia Ju$mlah / Orang 

<20 Tahu$n 77 

21 - 30 Tahu$n 37 

31 - 40 Tahu$n 36 

41 - 50 Tahu$n 32 

51 - 60 Tahu$n 21 
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>60 Tahu$n 14 

Total 217 

        Su$mbe $r : Data Data Monografi Kampung 

 Dari data te$rse $bu$t dike$tahu$i bahwa u$sia pe$ndu$du$k Kampu$ng Goras 

Se $latan Distrik Mbahamdandara mayoritas adalah u$sia 20 tahu$n ke $ bawah, 

yaitu$ se$banyak 77 orang, ke $mu$dian u$ntu$k ke$lompok u$sia 21 – 30 tahu$n 

se $banyak 37 orang dan di u$ru$tan ke$tiga de $ngan ke $lompok u$sia 31- 40 tahu$n 

be $rju$mlah 36 orang. 

Data ju$mlah pe$ndu$du$k be $rdasarkan tingkat pe$ndididkan dapat di lihat 

dari tabe$l be$riku$t : 

Tabe $l 3.3 Data Ju$mlah Pe $ndu$du$k Be $rdasarkan Tingkat Pe$ndidikan 

Tahu$n 2024 

Tingkat Pe$ndidikan Ju$mlah / orang 

TK 10 

SD 16 

SLTP 44 

SLTA 24 

D1 – D3 6 
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Sarjana 3 

Tidak lu$lu$s / tidak se$kolah 115 

Total 217 

     Su$mbe $r : Data Monografi Kampung 

 Dari data te $rse$bu$t dapat di lihat bahwa tingkat pe$ndidikan di 

Kampu$ng Goras Se$latan Distrik Mbahamdandara mayoritas yang tidak lu$lu$s 

atau$ tidak se$kolah, yaitu$ se $banyak 115 orang, ke$mu$dian di u$ru$tan be$riku$tnya 

adalah SLTP be $rju$mlah 44 orang dan di u$ru$tan ke $tiga adalah SLTA se $banyak 

24 orang. 

Data ju$mlah pe $ndu$du$k be $rdasarkan pe $ke $rjaan dapat di lihat dari tabe$l 

be $riku$t : 

Tabe $l 3.4 Data Ju$mlah Pe $ndu$du$k Be $rdasarkan Pe $ke $rjaan Tahu$n 

2024 

Je $nis Pe$ke $rjaan Ju$mlah / Orang 

PNS 4 

TNI 1 

POLRI 1 

Karyawan Swasta 13 

Pe $dagang 1 

Pe $lajar / Mahasiswa 66 
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Pe $tani 2 

Ne $layan 55 

IRT 33 

Tu$kang Kayu$ / Ope $rator Kayu$ 9 

Te $naga Honore$r 3 

Tidak Ke $rja/Be $lu$m Ke$rja 29 

Total 217 

Su$mbe $r : Data Monografi Kampung 

 Masyarakat di Kampu$ng Goras Se $latan mayoritas adalah ne $layan, 

kare$na kondisi ge$ogrfis kampu$ng yang be $rada di pe $sisir se$hingga masyarakat 

se $te$mpat me$nggantu$ngkan hidu$p dari hasil lau$t, dan hasil lau$t di Kampu$ng 

Goras Se$latan sangat be$rlimpah, me$lipu$ti ikan, ke $rang, ke$piting dan u$dang. 

Adapu$n dari be$be $rapa masyarakat se $te$mpat yang be$te $rnak kambing dan 

ayam, ada pu$la yang be$rdagang dan be $rtani, ada yang me$njadi tu$kang kayu$ 

se $rta ope$rator kayu$ dan karyawan swasta se$rta pe $gawai ne$ge $ri sipil. 

2. Struktur Organisasi Kampung Goras Selatan  

Me $nu$ru$t Pe $ratu$ran Bu$pati Fakfak No. 15 Tahu$n 2019 me $nge $nai 

Stru$ktu$r Organisasi dan Pe $laksanaan Tu$gas Pe$me$rintah Kampu$ng, Pasal 1, 

ayat 7 me$nyatakan bahwa Pe$me $rintah Kampu$ng te$rdiri dari Ke $pala Kampu$ng 

yang dibantu$ ole$h pe$rangkat kampu$ng se$bagai bagian dari pe $nye $le$nggaraan 

Pe $me$rintahan Kampu$ng. 
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Stru$ktu$r Organisasi Badan Pe $rmu$syawaratan Kampu$ng te$rdiri dari: 

1. Ke $pala Kampu$ng; 

2. Se $kre$taris Kampu$ng te $rdiri atas : 

a. Ke $pala U$ru$san Ke $u$angan 

b. Ope $rator 

3. Se $ksi Ke $se $jahte$raan Masyarakat; 

4. Se $ksi Pe$me$rintahan; 

5. Ke $pala U$ru$san U$mu$m/Pe$re$ncanaan; 

6. Ke $tu$a Ru$ku$n Tangga ( RT ); 

7. Ke $pala Du$su$n; dan 

Adapu$n Bagan Stru$ktu$r Pe $me$rintah Kampu$ng Goras Se$latan se$bagai 

be $riku$t: 
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Gambar 2.2 Bagan Su$su$nan Organisasi Pe$rmu$syawaratan Kampu$ng 

Bagan Stru$ktu$r Organisasi Badan Mu$syawarah Kampu$ng Goras 

Se $latan se$bagai be$riku$t:  

 

Bagan 2.3 Stru$ktu$r Organisasi Badan Pe $rmu$syawaratan Kampu$ng  

Kepala Kampung

Sekretaris Kampung

Kepala Urusan 
Keuangan

Operator

Seksi Kesejahteraan 
Masyarakat

Seksi Pemerintahan
Kepala Urusan 

Umum/Perencanaan
Ketua Rukun Tangga ( 

RT )
Kepala Dusun
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3. Tugas dan Fungsi Pemerintah Kampung 

Pe $ratu$ran Bu$pati Fakfak Nomor 15 Tahu$n 2019 me$nge $nai Stru$ktu$r 

Organisasi dan Tata Ke $rja Pe$me$rintah Kampu$ng, pada Bagian Ke $du$a 

me$nge $nai Posisi, Tu$gas, Fu$ngsi, We $we $nang, Hak, dan Ke $wajiban Ke$pala 

Kampu$ng Pasal 8 me$ngatu$r bahwa: 

1) Ke $pala Kampu$ng be $rfu$ngsi se$bagai pe$mimpin pe$me $rintahan di 

tingkat kampu$ng yang me$nge $lola jalannya pe $me$rintahan 

se $te$mpat. 

2) Ke$pala Kampu$ng yang dise$bu$tkan dalam ayat (1), be$rtanggu$ng 

jawab u$ntu$k me $nge$lola pe $me$rintahan kampu$ng, me $njalankan 

pe $mbangu$nan, me $laku$kan pe $mbinaan masyarakat, se $rta 

me$mbe $rdayakan warga kampu$ng. 

3) Dalam me$laksanakan tanggu$ng jawab pada ayat (2), Ke $pala 

Kampu$ng me $laksanakan se $ju$mlah fu$ngsi se$bagai be $riku$t: 

a. me$njalankan pe$me $rintahan kampu$ng, te$rmasu$k pe$nge $lolaan 

administrasi kampu$ng, pe $mbu$atan pe$ratu$ran kampu$ng, 

pe $ngawasan u$ru$san pe$rtanahan, me$njaga ke$te$nte $raman dan 

ke $te$rtiban, me$lindu$ngi masyarakat, se $rta me$ngatu$r administrasi 

ke $pe $ndu$du$kan dan pe$nge $lolaan wilayah; 



68 

b. me$laksanakan pe $mbangu$nan yang me $ncaku$p infrastru$ktu$r 

kampu$ng se $rta se$ktor pe$ndidikan dan ke $se$hatan; 

c. me$laku$kan pe $mbinaan masyarakat, te $rmasu$k pe $laksanaan hak 

dan ke $wajiban warga, me $ndorong partisipasi masyarakat, aspe $k 

sosial dan bu$daya, u$ru$san ke $agamaan dan te$naga ke $rja; 

      d. me$mbe $rdayakan masyarakat de$ngan tu$gas-tu$gas sosialisasi dan 

motivasi dalam bidang bu$daya, e$konomi, politik, lingku$ngan, 

se $rta pe$mbe $rdayaan ke $lu$arga, pe $mu$da, olahraga dan karang 

taru$na; dan 

e $. me$me $lihara ke $rja sama de $ngan le$mbaga masyarakat dan instansi 

lainnya. 

Pe $ratu$ran Bu$pati Fakfak Nomor 15 Tahu$n 2019 te$ntang Stru$ktu$r 

Organisasi dan Tata Ke $rja Pe$me$rintah Kampu$ng, pada Bagian Ke $tiga yang 

me$ngatu$r te$ntang Posisi, Tu$gas, Fu$ngsi, dan Hak Pe $rangkat Kampu$ng Pasal 

14 me$nje $laskan bahwa: 

1 Se $kre$taris Kampu$ng me$ru$pakan bagian dari pimpinan 

Se $kre$tariat Kampu$ng. 

2 Se $kre$taris Kampu$ng be $rtu$gas me$ndampingi Ke $pala Kampu$ng 

dalam u$ru$san administrasi pe$me$rintahan. 
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3  U$ntu$k me$laksanakan tu$gas yang diatu$r dalam ayat (2), Se$kre $taris 

Kampu$ng me $miliki fu$ngsi-fu$ngsi se$bagai be$riku$t: 

a.  me$nge $lola u$ru$san administrasi bu$ku$ su$rat, me$nyu$su$n doku$me $n 

re$smi, me$ngarsipkan su$rat baik yang ke$lu$ar mau$pu$n yang 

dite$rima se$rta me$nyu$su$n jadwal pe$ngiriman; 

b.  me$ngatu$r kampu$ng, me $nye $diakan fasilitas u$ntu$k pe$rangkat 

kampu$ng dan kantor, me $nyiapkan age $nda rapat, me $ndata ase $t 

kampu$ng se $rta me$mbu$at su$rat pe$rjalanan dinas, me$layani u$mu$m 

dan me$ncatat inve$ntaris lainnya; 

c.  me$nge $lola u$ru$san ke$u$angan se$pe$rti me$ngatu$r administrasi 

ke $u$angan, me$nge $lola su$mbe$r pe $ndapatan dan pe $nge $lu$aran, 

me$mve $rifikasi laporan ke$u$angan kampu$ng baik dalam 

pe $ne $rimaan atau$ be$lanja, se$rta me $ncatat pe$nghasilan Ke$pala 

Kampu$ng, Pe $rangkat Kampu$ng, BAPE$RKAM dan le $mbaga 

pe $me$rintah kampu$ng lainnya; 

d. me$laksanakan pe$re $ncanaan se$pe $rti me$nyu$su$n doku$me$n RPJM-

Kampu$ng, RKP-Kampu$ng, dan RAPB-Kampu$ng/APB-

Kampu$ng, me$rancang anggaran pe $ndapatan dan be $lanja 

kampu$ng, me $ngu$mpu$lkan data u$ntu$k pe $mbangu$nan tahu$n de $pan, 

me$laku$kan monitoring dan e $valu$asi program, se $rta me$nyu$su$n 

laporan; 
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e $.  me$njalankan ke $giatan lain yang dipe$rintahkan ole$h Ke $pala 

Kampu$ng, baik se$cara te$rtu$lis mau$pu$n lisan, u$ntu$k me $ndu$ku$ng 

ke $lancaran tu$gas Se $kre$tariat Kampu$ng. 

4  Se $kre$taris Kampu$ng didampingi ole$h Ke $pala U$ru$san U$mu$m dan 

Pe $re$ncanaan se $rta Ke$pala U$ru$san Ke $u$angan dalam me$njalankan 

tu$gas yang dise$bu$tkan pada ayat (2). 

Pasal 15 me$ne $tapkan bahwa Ke $pala U$ru$san U$mu$m dan Pe$re $ncanaan 

me$miliki tu$gas dan fu$ngsi se$bagai be$riku$t: 

(1)  Ke $pala U$ru$san U$mu$m dan Pe $re$ncanaan adalah bagian dari Staf 

Se $kre$tariat. 

(2)   Tu$gas Ke $pala U$ru$san U$mu$m dan Pe $re$ncanaan adalah: 

a. me$mbantu$ Se $kre$taris Kampu$ng dalam me$mbe $rikan pe$layanan 

administrasi u$mu$m, u$ru$san tata u$saha, pe$nge $lolaan arsip, 

me$me $lihara inve$ntaris ke $kayaan kampu$ng, me $nyiapkan bahan 

rapat dan laporan se$rta me$ndu$ku $ng tu$gas pe$me $rintahan lainnya; 

dan 

b.  me$laksanakan tu$gas lain yang dibe$rikan ole$h Se $kre$taris 

Kampu$ng baik te$rtu$lis mau$pu$n lisan se $su$ai de$ngan tanggu$ng 

jawabnya u$ntu$k me$mastikan ke$lancaran pe$laksanaan tu$gas 

Se $kre$tariat Kampu$ng. 
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(3)  Se $lain tu$gas pada ayat (2), Ke$pala U$ru$san U$mu$m dan 

Pe $re$ncanaan ju$ga me$miliki fu$ngsi-fu$ngsi se$bagai be $riku$t: 

a.  me$njalankan ke$giatan administrasi dan pe$re$ncanaan yang 

me$ncaku$p pe $nge $lolaan doku$me $n re $smi, pe$ngatu$ran su$rat-

me$nyu$rat, pe $nyimpanan arsip, pe$ngiriman, se $rta tata ke$lola 

administrasi pe $rangkat de $sa; 

b.  me$nye $diakan fasilitas u$ntu$k pe$rangkat de$sa dan kantor, 

me$nyiapkan jadwal pe$rte$mu$an, me $nge $lola ase $t, me$laku$kan 

inve$ntarisasi ase $t, me$ngatu$r pe $rjalanan dinas, dan me$mbe $rikan 

layanan u$mu$m; 

c.  me$ngatu$r u$ru$san pe$re$ncanaan se$pe $rti pe$nyu$su$nan RPJM-

Kampu$ng, RPKP-Kampu$ng, dan Re $ncana APB-

Kampu$ng/APBKampu$ng; dan 

d.  me$ngu$mpu$lkan data te $rkait pe $mbangu$nan, me$laku$kan 

pe $mantau$an se $rta e$valu$asi program, dan me$nyiapkan laporan. 

Pasal 16 Ke $pala U$ru$san Ke $u$angan me $miliki tanggu$ng jawab dan 

pe $ran se$bagai be$riku$t: 

(1)  Ke$pala U$ru$san Ke$u$angan me$ru$pakan bagian dari Staf Se $kre$tariat. 

(2) Ke$pala U$ru$san Ke$u$angan se$bagaimana diatu$r pada ayat (1), 

me$miliki tu$gas u$ntu$k: 
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a.  me$ndampingi Se$kre $taris Kampu$ng dalam hal pe$nge $lolaan 

ke $u$angan de $sa, me$nyiapkan data u$ntu$k rancangan mau$pu$n 

pe $ru$bahan APB-Kam, me$njalankan dan me $mbina administrasi 

ke $u$angan de $sa, me$nggalang su$mbe$r pe$ndapatan de $sa, 

me$ndu$ku$ng ke $lancaran pe $masu$kan pe $ndapatan dae$rah dan 

pe $ndapatan de $sa, se$rta me$ncatat ke$kayaan de$sa dan me $ndu$ku$ng 

pe $laksanaan tu$gas administratif ke$u$angan de $sa lainnya; dan 

b.  me$laksanakan tu$gas lain yang dialokasikan ole$h Ke $pala 

Kampu$ng mau$pu$n Se $kre$taris Kampu$ng baik se $cara te$rtu$lis 

mau$pu$n tidak te$rtu$lis se$su$ai tanggu$ng jawabnya gu$na ke$lancaran 

fu$ngsi se$kre$tariat de$sa. 

(3) Se $lain tanggu$ng jawab yang dinyatakan pada ayat (2), Ke $pala 

U$ru$san Ke $u$angan ju$ga me$miliki tu$gas u$ntu$k: 

a.     me$nyu$su$n RAK Kampu$ng; dan 

b.  me$nge $lola administrasi yang me$ncaku$p pe$ne $rimaan, 

pe $nyimpanan, pe $nye $toran/pe$mbayaran, pe$nge $lolaan, dan 

pe $rtanggu$ngjawaban atas pe$ndapatan dan pe$nge $lu$aran de $sa 

se $hu$bu$ngan de $ngan Pe $laksanaan APB-Kampu$ng. 

(4) Se$lain tu$gas yang dinyatakan pada ayat (2), Ke $pala U$ru$san 

Ke $u$angan ju$ga me$miliki fu$ngsi u$ntu$k: 
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a.  me$njalankan ke$giatan administrasi dan pe$re$ncanaan yang 

me$ncaku$p pe $nge $lolaan doku$me $n re $smi, pe $ngatu$ran su$rat-

me$nyu$rat, pe $nyimpanan arsip, pe $ngiriman, dan tata ke $lola 

administrasi pe $rangkat de $sa; 

b.  me$nye $diakan fasilitas u$ntu$k pe$rangkat de$sa dan kantor, 

me$mpe $rsiapkan age$nda rapat, me$nge $lola ase$t, me$laku$kan 

inve$ntarisasi ase$t, pe $rjalanan dinas, dan layanan u$mu$m; 

c. me$ngatu$r u$ru$san pe$re $ncanaan se $pe $rti pe$nyu$su$nan RPJMKam, 

RPKP-Kampu$ng, dan Re $ncana APB-Kampu$ng/APB-Kampu$ng; 

d.  me$njalankan fu$ngsi kas; dan 

e $.  me$ngu$mpu$lkan data te$rkait pe $mbangu$nan, me$laku$kan 

pe $mantau$an se $rta e$valu$asi program, dan me$nyiapkan laporan. 

(5)  Dalam me$laksanakan tu$gas kas, Ke $pala U$ru$san Ke$u$angan 

me$miliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) u$ntu$k Pe$me $rintah 

Kampu$ng.Kampu$ng. 

Pasal 17 Ke $pala Se$ksi Pe $me$rintahan me $miliki tu$gas dan fu$ngsi di 

antaranya: 

(1) Ke $pala Se $ksi Pe $me$rintahan be $rpe$ran se $bagai bagian dari 

pe $laksana te$knis. 
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(2) Ke $pala Se$ksi Pe$me $rintahan yang dise$bu$tkan dalam ayat (1) 

me$miliki tu$gas: 

a. me$mimpin, me $re$ncanakan, me$ngoordinasikan, se $rta me$ngawasi 

ke $giatan Pe $me$rintahan Kampu $ng, administrasi pe$ndu$du$k, 

pe $rtanahan, se $rta me$njaga ke $te$nte$raman dan ke$te $rtiban; dan 

b. me$njalankan tu$gas lain yang dibe$rikan ole$h Ke $pala Kampu$ng, 

baik se$cara te$rtu$lis atau$pu$n lisan, se $su$ai de$ngan pe $rannya de $mi 

ke $lancaran pe $laksanaan tu$gas te$knis pe $me$rintahan kampu$ng. 

(3) Se$lain me $laksanakan tu$gas yang te$rcantu$m pada ayat (2), Ke $pala 

Se $ksi Pe$me $rintahan ju$ga me$laksanakan fu$ngsi: 

a. me$ngu$mpu$lkan, me$ngolah, se$rta me$nge$valu$asi data di bidang 

pe $me$rintahan dan ke $te$ntraman se$rta ke $te$rtiban; 

b.  me$nge $lola tata manaje$me $n pe $me$rintahan kampu$ng; 

c.  me$mfasilitasi pe$nyu$su$nan rancangan re$gu$lasi yang dibu$tu$hkan di 

kampu$ng; 

d. me$ngatu$r se $rta me$nge$lola wilayah, te$rmasu$k pe$ndataan dan 

pe $nge $lolaan profil kampu$ng; 

e $. me$mbina masalah pe $rtanahan dan me$ngu$ru$s pe $le$pasan se $rta 

pe $ndataan tanah di kampu$ng; 
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f. me$mbe $rikan pe $mbinaan ke $pada masyarakat dalam bidang 

ke $te$ntraman dan ke $te$rtiban; 

g. me$laksanakan tu$gas di bidang pe $mu$ngu$tan pajak dan re $tribu$si 

dae $rah; 

h.  tu$ru$t me$mbantu$ pe$laksanaan dan pe$ngawasan Pe $milihan U$mu$m; 

i.  me$laku$kan u$paya pe$rlindu$ngan masyarakat di kampu$ng; 

j.  me$nge $lola administrasi pe $ndu$du$k dan pe $ncatatan sipil; dan 

k. me$nyiapkan bahan u$ntu$k pe $nyu$su$nan laporan di bidang 

pe $me$rintahan. 

Pasal 18 Ke$pala Se$ksi Pe $layanan dan Ke $se $jahte$raan me$mpu$nyai tu$gas 

dan fu$ngsi di antaranya: 

(1) Ke $pala Se $ksi Pe$layanan dan Ke $se $jahte$raan be$rpe $ran se$bagai u$nsu$r 

pe $laksana te$knis. 

(2) Ke$pala Se $ksi Pe$layanan dan Ke $se$jahte$raan se$pe $rti yang te$rcantu$m 

dalam ayat (1) me$miliki tu$gas: 

a. me$mimpin, me$re $ncanakan, me$ngkoordinasikan, dan me$ngawasi 

prose$s pe$ndataan ke $lu$arga miskin se$rta pe$nge $lolaan 

Ke $se $jahte$raan Sosial (PMKS), ke $agamaan, pe $ndidikan, 

ke $se$hatan, dan ke $bu$dayaan; dan 
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b. me$laku$kan tu$gas lain yang dibe $bankan ole$h Ke $pala Kampu$ng 

apakah se$cara te$rtu$lis atau$ lisan se$su$ai de$ngan tu$gasnya u$ntu$k 

me$ndu$ku$ng ke $lancaran pe $laksanaan tu$gas te$knis pe$me $rintahan 

kampu$ng. 

(3) Se$lain me $njalankan tu$gas yang dise$bu$tkan pada ayat (2), Ke $pala 

Se $ksi Pe$layanan dan Ke $se $jahte$raan ju$ga me$njalankan fu$ngsi: 

a. me$ngu$mpu$lkan, me$nge $lola, dan me$nge $valu$asi data di bidang 

pe $layanan dasar dan ke$se $jahte$raan rakyat; 

b. me$mbe$rikan bimbingan dalam pe$layanan dasar dan ke$se $jahte$raan 

masyarakat; 

c.  me$layani masyarakat dalam bidang ke $se$jahte$raan rakyat; 

d. me$mbina, me$ngu$mpu$lkan, dan me$nyalu$rkan bantu$an bagi korban 

be $ncana di kampu$ng; 

e $. me$ngu$mpu$lkan dan me$ngolah data masyarakat yang me$miliki 

masalah sosial di kampu$ng; 

f. me$laku$kan pe$nyu$lu$han se$rta me$mbe $rikan motivasi te$rkait 

pe $laksanaan hak dan ke$wajiban masyarakat; 

g. me$ningkatkan partisipasi masyarakat dan me$le $starikan nilai-nilai 

sosial bu$daya di kampu$ng; 
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h. me$mbantu$ se$rta me$mfasilitasi pe $mbangu$nan Badan U$saha Milik 

Kampu$ng (BU$MKAM) dan pe $nge $mbangan e$konomi warga di 

kampu$ng; 

i.  me$laku$kan pe$ndataan dan pe$ngolahan pote $nsi e$konomi di 

kampu$ng; 

j.   me$ndata dan me$mfasilitasi pe$laksanaan program Be$ras Pra 

Se $jahte$ra (RASTRA) di kampu$ng; 

k.   me$nge $lola ke $giatan pe$layanan ke$agamaan; 

l.  me$ngawasi pe $laksanaan pe $mu$ngu$tan dana Palang Me $rah 

Indone$sia (PMI); 

m.  me$mbe $rikan pe $layanan administratif di bidang ke$te$nagake $rjaan; 

n.  me$laksanakan pe $mbangu$nan di bidang pe$ndidikan, ke$se $hatan, 

se $rta sosialisasi dan motivasi masyarakat di aspe$k bu$daya, 

e $konomi, politik, lingku$ngan hidu$p, pe $mbe$rdayaan ke$lu$arga, 

PKK, pe $mu$da, dan olahraga se$rta karang taru$na di kampu$ng; 

o. me$laksanakan, me$ngawasi, dan me $mastikan pe $mbangu$nan sarana 

dan prasarana pe $rkampu$ngan; dan 

p. me$ngu$mpu$lkan bahan u$ntu$k pe $nyu$su$nan laporan di bidang 

pe $layanan dan ke $se$jahte$raan. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Subyek Penelitian 

1. Su$bye $k Pe $ne $litian 

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 : Peraturan ini mengatur 

tentang pedoman transparansi pengelolaan keuangan desa, yang mewajibkan 

pemerintah desa untuk menyediakan informasi yang jelas dan mudah di akses 

mengenai penggunaan dana desa kepada masyarakat. 

 Stu$di me$nge $nai Ke$te$rbu$kaan dalam Pe$nge $lolaan Keuangan De $sa di 

Kampu$ng Goras Se$latan, Distrik Mbahamdandara ini me$libatkan be$be$rapa 

informan pe$ne $litian, antara lain: 

a.   Pe $me$rintah Kampu$ng Goras Se$latan, te$rmasu$k ke $pala kampu$ng 

dan pe $rangkat kampu$ng lainnya. 

b.  Masyarakat Kampu$ng Goras Se $latan yang me $ne $rima manfaat dari 

program dana de $sa. 

c.   Pe$nge $lola keuangan de $sa di Kampu$ng Goras Se$latan, te $rmasu$k     

tim pe$nge $lola dan pe$laksana program. 
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Be $riku$t data informan pe $ne $litian yang te$rkait de $ngan pe$nge $lolaan 

keuangan de$sa di Kampu$ng Goras Se $latan Distrik Mbahamdandara : 

Tabe $l 4.1 Data Ju$mlah Informan Pe$ne $litian 

Kate $gori Informan Ju$mlah Informan (orang) 

Aparat Kampu$ng 4 

Masyarakat Kampu$ng 5 

Pe $nge $lola Dana De $sa 2 

Total 11 

Su$mbe $r : Data di olah tahu$n 2025 

Tabe $l di atas me$nu$nju$kan bahwa pe $ne $litian ini me$libatkan 11 orang 

informan yang te$rdiri dari aparat kampu$ng sebanyak 4 (empat) orang, 

masyarakat kampu$ng 5 (lima) orang dan pe$nge $lola keuangan de$sa sebanyak 

2 (dua) orang. De $ngan de $mikian pe$ne $liti dapat me $mbe$rikan gambaran yang 

le$bih le$ngkap te$rkait transparansi pe$nge $lolaan keuangan de$sa di Kampu$ng 

Goras Se $latan. 

Data informan be$rdasarkan tingkat pe$ndidikan te$rkait pe $ne $litian 

te$ntang “Transparansi Pe $nge $lolaan Keuangan De $sa di Kampu$ng Goras 

Se $latan Distrik Mbahamdandara” dapat dilihat pada tabe$l be$riku$t : 

Tabe $l 4.2 Data Informan Be $rdasarkan Pe $ndidikan 

Tingkat Pe$ndidikan Ju$mlah Informan 

SD 6 

SMP 3 

SMA 2 
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DIPLOMA/SARJANA - 

TOTAL 11 

Su$mbe $r : Data di olah tahu$n 2025 

Tabe $l di atas me$nu$nju$kan distribu$si informan be $rdasarkan tingkat 

pe $ndidikan, informan dengan kualifikasi pendidikan tertinggi yaitu SMA 

sebanyak 2 (dua) orang, selanjutnya informan dengan pendidikan SMP 

sebanyak 3 (tiga) orang dan berikutnya informan dengan tingkat pendidikan 

SD sebanyak 6 (enam) orang, se$hingga dapat me$mahami latar be$lakang 

pe $ndidikan informan dan bagaimana hal ini me$mpe$ngaru$hi pe $rse$psi me$re$ka 

te$ntang transparansi pe$nge $lolaan keuangan de$sa. 

Be $riku$t data informan be $rdasarkan u$sia u$ntu$k pe $ne$litian te$rkait 

“Transparansi Pe $nge$lolaan Keuangan De $sa di Kampu$ng Goras Se $latan 

Distrik Mbahamdandara” : 

Tabe $l 4.3 Data Informan Be $rdasarkan U$sia 

Ke $lompok U$sia Ju$mlah Informan 

20 – 30 tahu$n 1 

31 – 40 tahu$n 3 

41 – 50 tahu$n 3 

51 – 60 tahu$n 3 

>60 tahu$n 1 

Total 11 

Su$mbe $r : Data di olah tahu$n 2025 
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Tabe $l ini me$nu$nju$kan distribu$si informan be$rdasarkan u$sia, informan 

dengan kelompok usia 20-30 tahun sebanyak 1 (satu) orang, informan dengan 

kelompok usia 31-40 tahun sebanyak 3 (tiga) orang, selanjutnya informan 

dengan kelompok usia 41-50 tahun sebanyak 3 (tiga) orang, berikutnya 

kelompok usia 51-60 tahun sebanyak 3 (tiga) orang, dan terakhir kelompok 

usia di atas 60 tahun sebanyak 1 (satu) orang, se $hingga dapat me$mahami 

bagaimana u$sia informan me$mpe $ngaru$hi tanggapan me$re $ka te$rkait 

pe $nge $lolaan keuangan de$sa. 

Be $riku$t tabe $l data informan be$rdasarkan je$nis ke$lamin u$ntu$k 

pe $ne $litian te$ntang “ Transparansi Pe$nge $lolaan Keuangan De$sa di Kampu$ng 

Goras Se $latan Distrik Mbahamdandar”: 

Tabe $l 4.4 Data Informan Be $rdasarkan Je$nis Ke $lamin 

Je $nis Ke$lamin Ju$mlah Informan 

Laki-laki 8 

Pe $re$mpu$an 3 

Total 11 

Su$mbe $r : Data di olah tahu$n 2025 

 Dari data di atas diketahui bahwa jumlah informan laki-laki berjumlah 

8 (delapan) orang dan informan perempuan berjumlah 3 (tiga) orang, 

sehimgga dapat dilihat bahwa informan dengan jenis kelamin laki-laki jauh 

lebih banyak dari pada perempuan. 
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2. Profil Informan Pe$ne $litian 

Informan dalam pe$ne $litian ini be $rju$mlah 11 orang yang te $rdiri dari 4 

orang aparat kampu$ng, 5 orang masyarakat dan 2 orang pe$nge $lola dana de $sa 

yang se$cara langsu$ng me $njadi su$bje $k pe $ne$litian di Kampu$ng Goras Se$latan 

Distrik Mbahamdandara. Be $riku$t pe$nje$lasan profil informan pe $ne $litian te$rkait 

transparansi pe$nge $lolaan keuangan de$sa Kampu$ng Goras Se $latan Distrik 

Mbahamdandara : 

a.  Bapak Mu$hammad Ridwan Bu$mbu$ro, adalah Ke $pala Kampu$ng 

Goras Se $latan Distrik Mbahamdandara, informan me$njabat 

se $bagai Ke$pala Kampu$ng pe $riode$ 2021 – 2027. U$sia be$liau$ saat 

ini 45 tahu$n dan pe $ndidikan informan SMA/ Se $de $rajat. 

b.  Bapak Amir Me$ram, adalah Aparat Kampu$ng Goras Se $latan 

Distrik Mbahamdandara, informa me$njabat se$bagai Se $ksi 

Ke $amanan, Informan saat ini be$ru$sia 52 tahu$n dan pe$ndidikan 

informan SMP. 

c.  Bapak Mu$sa Bu$mbu$ro adalah Se $ksi Ke $sra Kampu$ng Goras 

Se $latan    Distrik Mbahamdandara, Informan saat ini be $ru$s 54 

tahu$n dan pe $ndidikan informan SD. 

d.  Bapak Je $n Taru$ma adalah Masyarakat Kampu$ng Goras Se $alatan 

Distrik Mbahamdandara, Informan saat ini be$ru$si 49 tahu$n dan 

pe $ndidikan informan SD. 
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e $.  Bapak Mansu$r Me$ram adalah  Ke $tu$a RT.III Kampu$ng Goras 

Se $latan Distrik Mbahamdandara, Informan saat ini be$ru$sia 42 

tahu$n dan pe $ndidikan te$rakhir informan SD. 

f.  Bapak Latago Bu$mbu$ro adalah Masyarakat Kampu$ng Gras 

Se $latan Distrik Mbahamdandara, Informan saat ini be$ru$sia 68 

tahu$n dan pe $ndidikan informan SD. 

g.  Bapak Aku$ba Bu$mbu$ro adalah Aparat Kampu$ng Goras Se $latan 

Distrik Mbahamdandara, Informan saat ini be$ru$sia 51 tahu$n dan 

pe $ndidikan te $rakhir informan SMP. 

h.  Bapak Gu$nandar Taru$ma adalah Se $kre$taris Kampu$ng Goras 

Se $latan Distrik Mbahamdandara, Informan saat ini be$ru$sia 36 

tahu$n dan pe $ndidikan te$rakhir informan SMK. 

i.  Ibu$ Sahadia Ru$maday adalah Masyarakat Kampu$ng Goras Se$latan 

Distrik Mbahamdadara, Informan saat ini be$ru$sia 28 tahu$n dan 

pe $ndidikan te $rakhir informan SMP. 

j.  Ibu$ Jame$lia Wanggabu$s adalah Masyarakat Kampu$ng Goras 

Se $latan Distrik mbahamdandara, Informan saat ini be$ru$sia 35 

tahu$n dan pe $ndidikan te$rakhir informan SD. 
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k.  Ibu$ Ratna Bu$mbu$ro adalah Masyarakat Kampu$ng Goras Se $latan 

Distrik Mbahamdandara, Informan saat ini be$ru$sia 28 tahu$n dan 

pe $ndidikan te $rakhir informan SD. 

Informan ini dipilih kare $na me$miliki pe$nge $tahu$an dan pe$ngalaman 

te$rkait pe$nge $lolaan dana de$sa di Kampu$ng Goras Se $latan Distrik 

Mbahamdandara. Me$re$ka dipastikan bisa me$mbe$rikan informasi yang aku$rat 

dan re$le$van te $ntang transparansi pe$nge $lolaan keuangan de$sa, te$rmasu$k prose $s 

pe $re$ncanaan, pe $laksanaan, dan pe $ngawasan. 

Me $lalu$i wawancara de $ngan informan ini, diharapkan dapat 

me$mpe $role$h informasi te$ntang : 

1.   Prose$s pe $re$ncanaan dan pe $nganggaran keuangan de $sa 

2.   Pe $laksanaan keuangan de $sa dan pe $nggu$naan dana 

3.   Pe $ngawasan dan e$valu$asi keuangan de $sa 

4.   Transparansi dan aku$ntabilitas pe$nge $lolaan keuangan de$sa 

5.   Tantangan dan hambatan dalam pe $nge $lolaan program dana de $sa 

De $ngan de $mikian, profil informan ini dapat me$bantu$ dalam 

me$mahami konte$ks dan kondisi pe$nge $lolaan keuangan de$sa di Kampu$ng 

Goras Se $latan Distrik Mbahamdandara. 
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Data Nama, Jabatan, Je$nis Ke$lamin, U$sia dan Pe $ndidikan Informan 

dapat dilihat pada tabe$l be $riku$t : 

Tabe $l 4.5 Data Nama, Jabatan, Je$nis Ke $lamain, U$sia dan Pe$ndidikan 

Informan 

No Nama Jabatan Je $nis 

Ke $lamin 

U$sia 

(Tahu$n

) 

Pe $ndidi

kan 

1 Mu$hammad 

Ridwan 

Bu$mbu$ro 

Ke $pala 

Kampu$ng 

Laki-laki 45 SMA 

2 Amir Me$ram Aparat 

Kampu$ng 

Laki-laki 52 SMP 

3 Mu$sa Bu$mbu$ro Se $ksi Ke $sra Laki-laki 54 SD 

4 Je $n Taru$ma Masyarakat 

Kampu$ng 

Laki-laki 49 SD 

5 Mansu$r Me $ram Ke $tu$a RT III Laki-laki 42 SD 

6 Latago 

Bu$mbu$ro 

Ke $tu$a 

Bape $rkam 

Laki-laki 68 SMA 

7 Aku$ba 

Bu$mbu$ro 

Wakil 

Bape $rkam 

Laki-laki 51 SMP 

8 Gu$nandar 

Taru$ma 

Se $kre$taris 

Kampu$ng 

Laki-laki 36 SMK 

9 Sahadia 

Ru$maday 

Masyarakat 

Kampu$ng 

Pe $re$mpu$an 28 SMP 

10 Jamalia 

Wanggabu$s 

Masyarakat 

Kampu$ng 

Pe $re$mpu$an 35 SD 

11 Ratna Bu$mbu$ro Masyarakat 

Kampu$ng 

Pe $re$mpu$an 28 SD 

      Su$mbe $r : Pe $ne$litian, 2024 
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 Tabe $l ini dapat me$mbantu$ dalam me$mahami profil informan dan 

karakte$ristiknya, dike$tahu$i bahwa pe $se$rta de$ngan u$sia te$rmu$da be$ru$sia 28 

tahu$n dan yang te $rtu$a be $ru$sia 68 tahu$n. Me $nge $nai tingkat pe $ndidikan para 

informan, yang te$re$ndah adalah SD dan yang te$rtinggi adalah SMK. Te $rkait 

je$nis ke$lamin para informan, te$rdapat 8 informan laki-laki dan 3 informan 

pe $re$mpu$an.. De $ngan de$mikian, tabe$l ini dapat me $mbantu$ dalam me$nganalisis 

data dan me$mahami pe $rspe$ktif informan dalam pe $ne $litian te$ntang 

transparansi pe $nge $lolaan keuangan de $sa di Kampu$ng Goras Se $latan Distrik 

Mbahamdandara. 

B. Persepsi Aparat Desa, Keuangan Desa, dan Masyarakat terhadap 

Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Goras 

Selatan 

Pe $nggu$naan anggaran De$sa dirancang u$ntu$k me $mpe $rbaiki taraf hidu$p 

warga de$sa se $rta me$ningkatkan ku$alitas hidu$p me$re $ka. Dalam me$laku$kan 

analisis te$rkait pe$nggu$naan anggaran De $sa be$be $rapa indikator yang sangat 

pe $nting se$pe $rti ke$te $rse$diaan doku$me $n anggaran se $cara lu$as dan mu$dah u$ntu$k 

di akse$s, masyarakat haru$s di libatkan dalam prose $s pe$ngambilan ke$pu$tu$san 

dan prose$s pe $nganggaran, pe $nggu$naan anggaran de $sa haru$s se $su$ai de $ngan 

prioritas dan ke$bu$tu$han masyarakat, pe$rlu$nya me$kanisme$ pe $ngawasan dan 

e $valu$asi yang e $fe $ktif u$ntu$k me$mastikan pe $nggu$naan anggaran yang te $pat, 

ku$alitas pe$laporan haru$s aku$rat, te$pat waktu$ dan mu$dah di akse $s ole$h 

masyarakat. 
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1.   Prose$s Pe$re$ncanaan dan Pe$nganggaran Keuangan De$sa 

Hasil wawancara de$ngan informan pe$ne $litian me$nu$nju$kan bahwa 

analisis pe$nggu$naan dana De $sa u$ntu$k saat ini te $lah be$rjalan de$ngan baik. 

Ke $se $lu$ru$han informan me $nyampaikan bahwa analisis pe$nggu$naan dana De $sa 

su$dah be $rjalan de $ngan baik u$ntu$k saat ini. Be$riku$t adalah hasil wawancara 

de $ngan informan yang di laksanakan di Kampu$ng Goras Se $latan Distrik 

Mbahamdandara pada tanggal 10 ju$li 2024. 

Be $rdasarkan hasil wawancara dipe$role$h jawaban se $bagai be$riku$t : 

“ Se $mu$a masyarakat di u$ndang pada saat prose $s pe$re $ncanaan dan 

pe $nganggaran program dana de$sa. saat pe$re$ncanaan, disini masing-

masing me$nyampaikan masu$kannya, se $te$lah itu$ dise$pakati apa saja 

yang paling pe $nting di laku$kan nanti saat anggaran su$dah di cairkan, 

prose$s se $lanju$tnya nanti masyarakat tinggal tu$nggu$ info saja dari 

aparat kampu$ng kalau$ u$ang itu$ su$dah di cairkan dari pe$me$rintah 

dae $rah”( Aku$ba Bu$mbu$ro, Wakil Ke $tu$a Bape$rkam, wawancara di 

laku$kan tanggal 10 dan 15 ju$li 2024). 

Dari wawancara ini dipe$role$h hasil bahwa analisis pe$nggu$naan dana 

De $sa u$ntu$k saat ini su$dah be$rjalan de $ngan baik, se $bab masyarakat dilibatkan 

dalam prose$s pe $re$ncanaan dan pe$nganggaran program dana de $sa. 

“Dalam prose $s pe$nyu$su$n anggaran dan pe$laksanaan ke $giatan 

pe $mbangu$nan de $sa se$rta pe $nge $lolaannya, pihak-pihak yang biasanya te$rlibat 

adalah pe$me $rintah de$sa, yang me$ncaku$p ke$pala de $sa dan aparat de$sa lainnya. 

Masyarakat de $sa ju$ga haru$s iku$t se $rta dalam pe$re$ncanaan dan pe $ngawasan 

pe $mbangu$nan de $sa me$lalu$i mu$syawarah de$sa se$rta cara lainnya. Badan 

pe $rmu$syawaratan de$sa me$miliki tanggu$ng jawab u$ntu$k me $mantau$ se $rta 



88 

me$mbe $rikan saran dalam pe $re $ncanaan dan pe $nge $lolaan anggaran de $sa. Se $lain 

itu$, pe $me$rintah dae$rah be $rfu$ngsi u$ntu$k me$mbe$rikan arahan dan pe$ngawasan 

te$rhadap pe$nge $lolaan anggaran de$sa. Agar pe $nyu$su$nan anggaran dan 

ke $giatan pe$mbangu$nan de $sa bisa dilaku$kan de$ngan baik dan se$su$ai de$ngan 

ke $bu $tu$han masyarakat, ke $te$rlibatan pihak-pihak te$rse$bu$t sangat pe$nting. 

(Gu$nandar Taru$ma, Se $kre $taris Kampu$ng, wawancara dilaku$kan pada tanggal 

15 ju $li 2024)”. 

Dari informasi te$rse$bu$t, dike $tahu$i bahwa analisis pe $nggu$naan dana 

De $sa u$ntu$k saat ini su$dah be $rjalan de $ngan baik. 

2. Pe$laksanaan Keuangan De$sa dan Pe$nggu$naan Dana 

Hasil wawancara de$ngan informan pe$ne $litian me$nu$nju$kan bahwa 

analisis pe$nggu$naan dana De $sa te$rkait de$ngan Pe $laksanaan keuangan de $sa 

dan pe$nggu$naan dana  u$ntu$k saat ini su$dah be$rjalan de $ngan baik. Ke $se $lu$ru$han 

informan yang be$rju$mlah 11 orang me$nyampaikan bahwa analisis 

pe $nggu$naan dana De$sa su$dah be$rjalan de$ngan baik u$ntu$k saat ini. Be$riku$t 

adalah hasil wawancara de $ngan informan yang di laksanakan di Kampu$ng 

Goras Se $latan Distrik Mbahamdandara pada tanggal 12 ju$li 2024? 

“Dana de$sa digu$nakankan u$ntu$k be $be $rapa program ke$rja antara lain, 

pe $mbangu$nan Infrastru$ktu$r (pe$mbangu$nan jalan de$sa, je$mbatan, 

pe $nyalu$ran air be$rsih dan infrastru$ktu$r lainnya), adapu$n 

pe $mbe$rdayaan masyarakat de$sa me$lalu$i pe$latihan, pe $ndidikan, dan 

ke $giatan e $konomi, pe$layanan dasar se$pe $rti ke $se$hatan, pe $ndidikan, dan 

ke $amanan, se $rta pe$nge $mbangan e$konomi lokal se$pe$rti bantu$an 

pe $rikanan, du$ku$ngan te $rhadap u$saha ke $cil dan ke $giatan e $konomi 

lainnya, se$rta ke$giatan sosial se$pe $rti bantu$an ke $pada masyarakat 

miskin, bantu$an be $ncana, dan ke $giatan sosial lainnya. Dana de $sa ju$ga 
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dapat digu$nakan u$ntu$k biaya ope$rasional de$sa, se $pe $rti gaji aparatu$r 

de $sa dan biaya administrasi”(Mu$hammad Ridwan Bu$mbu$ro, Ke $pala 

Kampu$ng, wawancara di laku$kan pada tanggal 12 ju$li 2024). 

Dari informasi te$rse$bu$t, dike $tahu$i bahwa analisis pe $nggu$naan dana 

De $sa u$ntu$k saat ini su$dah be $rjalan de $ngan baik. 

 “ Me$kanisme$ pe $nyalu$ran dana de $sa saat ini di mu$lai de $ngan 

pe $re$ncanaan, dalam pe $re$ncanaan ini kami pe $me$rintah de $sa 

me$nyu$su$sn Re $ncana Ke $rja Pe$me$rintah De $sa (RKPD) dan Anggaran 

Pe $ndapatan Be $lanja De$sa (APBD) yang me $ncaku$p pe $nggu$naan dana 

de $sa, tahap se $lanju$tnya Pe $ngaju$an, di prose$s pe $ngaju$an ini pe$me$rintah 

de $sa me$ngaju$kan proposal pe$nggu$naan dana de$sa ke$pada pe$me $rintah 

kabu$pate$n, yang mana se$lanju$tnya akan dilaku$kan ve$rifikasi dan 

pe $nge $sahan proposal pe$nggu$naan dana de $sa, be$riku$tnya lagi ada tahap 

pe $nyalu$ran, yang mana dana de $sa baru $ bisa di salu$kan dari pe$me $rintah 

pu$sat ke$ re $ke $ning kas de $sa me$lalu$i pe $me$rintah dae $rah, se$te$lah itu$ 

baru$lah pe $me $rintah de$sa me$nge $lola dana de $sa se$su$ai re$ncana dan apa 

saja yang te$lah di se$pakati waktu $ pe$re $ncanaan awal. Adapu $n 

masyarakat dan pe $me$rintah dae$rah me $laku$kan pe $ngawasan dalam 

pe $nggu$naan dana de$sa ini, se$lanju$tnya kami se$laku$ pe $me$rintah de$sa 

me$laku$kan pe $laporan te $rkait pe $nggu$naan dana de $sa ke $pada 

pe $me$rintah dae $rah dan pu$sat”(Mu$hammad Ridwan Bu$mbu$ro, Ke $pala 

Kampu$ng Goras Se$latan, wawancara di laku$kan tanggal 12 ju$li 2024). 

 Informasi yang di pe$role$h ini me$nu$nju $kan bahwa analisis pe$nggu$naan 

dana De $sa u$ntu$k saat ini te$lah be$rjalan de $ngan baik. 

3. Pe$ngawasan dan E$valu$asi Keuangan De$sa 

Hasil wawancara de$ngan informan pe$ne $litian me$nu$nju$kan bahwa 

analisis pe$nggu$naan dana De $sa te$rkait de$ngan Pe $ngawasan dan E$valu$asi 
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Keuangan De $sa u$ntu$k saat ini te$lah be$rjalan de $ngan baik. Ke $se $lu$ru$han 

informan me $nyampaikan bahwa analisis pe$nggu$naan dana De $sa su$dah 

be $rjalan de$ngan baik u$ntu$k saat ini. Be $riku$t adalah hasil wawancara de$ngan 

informan yang di laksanakan di Kampu$ng Goras Se $latan Distrik 

Mbahamdandara pada tanggal 12 ju$li 2024 

“ Jadi prose$s pe $mbangu$nan de $sa itu$ bisa pe$re $ncanaan jangka panjang 

yang be$rke$lanju$tan, tapi bisa ju$ga be$ru$bah dise$su$aikan de $ngan 

ke $bu$tu$han dan kondisi de $sa, se$rta anggaran pe$mbangu$nan de$sa dapat 

be $ru$bah tiap tahu$nnya be $rdasarkan ke $te$rse$diaan dana dan prioritas 

pe $mbangu$nan, contohnya bantu$an pe $mbangu$nan pe$ru$mahan u$ntu$k 

masyarakat, jadi kita se$su$aikan de$ngan tingkat ke $bu$tu$han dan ju$ga 

kita be$ri bantu$an be$rtahap agar pe $ngalokasian dana itu$ me$rata”( 

Mu$hammad Ridwan Bu$mbu$ro, wawancara di laku$kan pada tanggal 

12 ju$li 2024). 

 Be $rdasarkan informasi te$rse$bu$t, dike$tahu$i bahwa analisis pe$nggu$naan 

dana De $sa u$ntu$k saat ini su$dah be$rjalan de $ngan baik. 

“ Biasanya jika ada yang be $rke $lanju$tan dan ada ju$ga yang se $tahu$n 

se $kali, jadi kalau$ bantu$an pe $mbangu$nan itu$ biasanya be$rtahap agar 

me$rata dan bantu$an se $lanju$tnya akan di age$ndakan di anggaran 

be $riku$tnya, ada ju$ga yang se $tahu$n hanya se $kali, misalnya pe$ngadaan 

pe $rahu$ atau$pu$n me$sin jonson, itu$ yang su$dah dapat saat ini di 

anggaran be$riku$tnya su$dah tidak bisa lagi”( Amir Me$ram, Linmas 

kampu$ng, wawancara di laku$kan tanggal 12 ju$li 2024). 

 Dari informasi te$rse$bu$t, dike $tahu$i bahwa analisis pe $nggu$naan dana 

De $sa u$ntu$k saat ini su$dah be $rjalan de$ngan baik dan telah menjalankan prinsip 

transparansi dan akuntabilitas. 
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4. Transparansi dan Aku$ntabilitas Pe$nge$lolaan Keuangan De$sa 

Hasil wawancara de$ngan narasu$mbe$r pe$ne $litian me$nu$nju$kkan bahwa 

pe $me$riksaan pe $nggu$naan keuangan De $sa be$rkaitan de $ngan Ke $te$rbu$kaan dan 

Tanggu$ng Jawab dalam Pe $nge $lolaan Keuangan De $sa saat ini te$lah 

dilaksanakan de $ngan baik. Se $mu$a narasu$mbe$r yang be$rju$mlah 11 orang 

me$nyatakan bahwa pe $me$riksaan pe $nggu$naan keuangan De $sa su$dah 

te$rlaksana de $ngan baik saat ini. Be$riku$t ini adalah hasil wawancara yang 

dilaku$kan de $ngan narasu$mbe$r di Kampu$ng Goras Se $latan Distrik 

Mbahamdandara pada tanggal 10 dan 12 Ju$li 2024. 

“ Me$mang pe $rlu$ adanya sosialisasi te$rkait dana de$sa, se$bab de$ngan 

sosialisasi masyarakat jadi tau$ bagaimana dan u$ntu$k apa dana de $sa di 

gu$nakan”(Je$n Taru$ma, masyarakat Kampu$ng Goras Se $latan, 

wawancara di laku$kan tanggal 12 ju$li 2024). 

 “Ya, de $ngan adanya sosialisasi aparat de$sa te$lah me$ngiku$t se$rtakan 

masyarakat u$ntu$k be$rpartisipasi dalam prose $s pe$re $ncanaan dan 

pe $mbangu$nan de $sa, se$rta de $ngan sosialisasi ju$ga dapat me$ningkatkan 

transparansi pe$nggu$naan dana de$sa se $rta dapat me$mbantu$ me$nce $gah 

koru$psi dan pe $nyalahgu$naan dana de $sa”(Mu$hammad Ridwan 

Bu$mbu$ro, Ke $pala Kampu$ng, wawancara di laku$kan pada tanggal 12 

ju$li 2024). 

 Dari informasi te$rse$bu$t, dike $tahu$i bahwa analisis pe $nggu$naan dana 

De $sa u$ntu$k saat ini su$dah be $rjalan de $ngan baik.  

“ Itu$ haru$s, masyarakat kalau$ sampai tidak dibe$ri tahu$, masyarakat 

akan me$rasa kalau$ pe$me $rintah de$sa tidak transparan atau$ koru$psi, jadi 

pe $me$rintah de $sa pasti akan sampaikan ke $ masyarakat be$rapa ju$mlah 



92 

u$ang de $sa ,di gu$nakan u$ntu$k apa dan se$mu$a itu$ di gu$nakan se $su$ai 

de $ngan re$ncana awal u$tu$k pe$nggu$naan anggaran yang te$lah di 

se $pakati de$ngan masyarakat” (Jamalia Wanggabu$s, masyarakat 

Kampu$ng Goras Se$latan, wawancara di laku$kan tanggal 10 ju$li 2024). 

 Dari informasi te$rse$bu$t, dike $tahu$i bahwa analisis pe $nggu$naan dana 

De $sa u$ntu$k saat ini su$dah be $rjalan de $ngan baik. 

“Iya, pe$me$rintah de$sa pasti be$rikan informasi ke $pada masyarakat, 

informasi akan di sampaikan saat mu $syawarah de $sa, bisa di baca di 

papan pe$ngu$mu$man de$sa atau$ baliho saat masu$k de $sa”(Mu$hammad 

Ridwan Bu$mbu$ro, Ke $pala Kampu$ng Goras, Wawancara di laku$kan 

tanggal 12 ju$li 2024). 

Dari informasi te$rse$bu$t, dike $tahu$i bahwa analisis pe $nggu$naan dana 

De $sa u$ntu$k saat ini su$dah be $rjalan de $ngan baik. 

 “ U$ntu$k informasi te$rkait tanggu$ng jawab pe$me$rintah de$sa dalam 

pe $nge $lolaan dana de $sa biasanya masyarakat akan kami u$ndang saat 

mu$syawarah de $sa, u$ntu$k me$mbahas re$ncana dan hasil pe$nge$lolaan 

dana de$sa, kami dan aparat de$sa lainnya ju$ga me$masang informasi 

te$ntang pe$nge $lolaan dana de$sa di papan pe$ngu$mu$man de$sa, u$ntu$k 

me$dia sosial se $me$ntara ini masyarakat ju$ga se $bagian be$sar be $lu$m 

me$nggu$nakan alat komu$nikasi jadi u $ntu$k saat ini kami hanya bisa 

me$nyampaikan le$wat mu$syawarah de $sa dan papan pe$ngu$mu$man 

de $sa”(Mu$hammad Ridwan Bu$mbu$ro, Ke $pala Kampu$ng, Wawancara 

dilaku$kan tanggal 12 ju$li 2024). 

Dari informasi te$rse$bu$t, dike $tahu$i bahwa analisis pe $nggu$naan dana 

De $sa u$ntu$k saat ini su$dah be $rjalan de $ngan baik. 

“ Informasi di sampaikan pada saat mu$syawarah de$sa dan informasi 

yang di be$rikan antara lain: be$rkaitan de $ngan re$ncana pe$mbangu$nan, 
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pe $nge $lolaan dana de $sa, te$rmasu$k pe $nggu$naan dan informasi te $ntang 

program dan ke$giatan yang dilaksanakan ole$h pe$me$rintah 

de $sa”(Mansu$r Me$ram, Ke $tu$a RT III, wawancara dilaku$kan pada 

tanggal 12 ju$li 2024). 

Dari informasi te$rse$bu$t, dike$tahu $i dike$tahu$i bahwa analisis 

pe $nggu$naan dana De $sa u$ntu$k saat ini su$dah be$rjalan de $ngan baik. 

“ Apapu$n ke $giatan yang be $rhu$bu$ngan de$ngan dana de$sa Aparat 

Pe $me$rintahan Kampu$ng akan me $nyampaikan dan me$mbe$rikan 

informasi se $cara langsu$ng saat mu $syawarah de $sa dan informasi 

disampaikan se $cara te$rbu$ka, de $ngan de $mikian pe$me$rintah de$sa dapat 

me$ningkatkan ke $pe$rcayaan masyarakat dan me$ningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam pe$mbangu$nan de $sa.(Latago Bu$mbu$ro, Ke $tu$a 

Bape $rkam, wawancara di laku$kan pada tanggal 10 ju$li 2024). 

Dari informasi te$rse$bu$t, dike $tahu$i bahwa analisis pe $nggu$naan dana 

De $sa u$ntu$k saat ini su$dah be $rjalan de $ngan baik. 

5. Tantangan dan Hambatan dalam Pe$nge$loaan Keuangan De$sa 

 Hasil dari wawancara de $ngan narasu$mbe $r pe$ne $litian 

me$nu $nju$kkan bahwa pe $nilaian pe$nggu$naan dana De $sa te $rkait de$ngan 

Tantangan dan Hambatan dalam Pe$nge $lolaan Keuangan De$sa saat ini te$lah 

be $rlangsu$ng de$ngan baik. Se$mu$a narasu$mbe$r yang be$rju$mlah 11 orang 

me$nyatakan bahwa pe $nilaian pe$nggu$naan dana De $sa su$dah be $rjalan de$ngan 

baik saat ini. Be $riku$t adalah hasil wawancara de $ngan narasu$mbe$r yang 

dilaksanakan di Kampu$ng Goras Se $latan Distrik Mbahamdandara pada 

tanggal 10, 12, dan 15 Ju$li 2024. 



94 

“ Saat ini tantangan yang paling u$tama dalam pe $ne $rapan prinsip 

transparansi dalam pe$nge $lolaan program dana de $sa adalah te$rkait 

ke $biasaan be $rpikir atau$ pola pikir masyarakat dan itu$ me$njadi salah 

satu$ pe $nghambat transparansi pe$ne$glolaan program dana de$sa, se $bab 

masyarakat se $ring me$mpe$rmasalahkan hal-hal yang su$dah je$las, 

namu$n masih di pe$rsu$lit, partisispasi masyarakat dalam prose$s 

pe $re$ncanaan dan pe $ngawasan pe $nge $lolaan program dana de $sa ju$ga 

dapat me$ningkatkan transparansi, dan dibu$tu$hkan aparat de$sa yang 

me$miliki pe$nge $tahu$an yang baik te$ntang pe$nge$lolaan anggaran de$sa. 

U$ntu$k faktor pe$nghambatnya se$bagian be $sar de$sa yang jau$h dari kota 

me$ngalami ke$su$litan u$ntu$k me $ngakse$s ke $te$rse$diaan te$knologi 

(jaringan inte$rne $t), agar me$mpe $rmu$dah aparat u$ntu$k me $mbu$at 

pe $laporan, namu$n saat ini se$dikit te$rbantu$ de $ngan adanya jaringan 

pu$blik.”(Mu$hammad Ridwan Bu $mbu$ro, Ke $pala Kampu$ng, 

Wawancara di laku$kan pada tanggal 12 ju$li 2024). 

Dari informasi te$rse$bu$t, dike $tahu$i bahwa analisis pe $nggu$naan dana 

De $sa u$ntu$k saat ini su$dah be $rjalan de $ngan baik. 

“ Biasanya me$ngadakan pe $rte$mu$an de $ngan masyarakat se$cara be$rkala 

u$ntu$k me$mbahas ke$u$angan de$sa dan me$nyampaikan informasi 

ke $u$angan de $sa me$lalu$i papan informasi ke $u$angan de$sa atau$ 

baliho”(Mu$sa Bu$mbu$ro, Ke $pala Ke $sra, wawancara dilaku$kan pada 

tanggal 10 ju$li 2024). 

Dari informasi te$rse$bu$t, dike $tahu$i bahwa analisis pe $nggu$naan dana 

De $sa u$ntu$k saat ini su$dah be $rjalan de $ngan baik. 

“ Yang me $njadi pe$laksana ke $giatan u$ntu$k pe $nge $lolaan dana de $sa 

bu$kan saja Ke $pala de$sa, Se $kre$taris dan Aparat de $sa lainnya, tapi 

masyarakat de $sa yang me $miliki ke$ahlian dan ke$mampu$an ju$ga dapat 

diangkat se$bagai pe$laksana ke$giatan”( Gu$nandar Taru$ma, Se$kre$taris 

Kampu$ng, Wawancara dilaku$kan pada tanggal 15 ju$li 2024). 
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Dari informasi te$rse$bu$t, dike $tahu$i bahwa analisis pe $nggu$naan dana 

De $sa u$ntu$k saat ini su$dah be $rjalan de $ngan baik.  

 “ Iya, masyarakat iku$t be $rpartisispasi dalam prose $s pe$ne $glolaan de$sa 

be $rsama aparatu$r de$sa”(Mu$sa Bu$mbu$ru$, Se$ksi Ke $sra, wawancara 

dilaku$kan pada tanggal 10 ju$li 2024). 

Dari informasi te$rse$bu$t, dike $tahu$i bahwa analisis pe $nggu$naan dana 

De $sa u$ntu$k saat ini su$dah be $rjalan de $ngan baik. 

“ Prioritas u$tamanya adalah pe $mbangu$nan, pe $ningkatan 

ke $se$jahte$raan, pe $layanan ke $se $hatan, pe $ndidikan, pe $nge $mbangan 

e $konomi lokal se$pe $rti u$saha ke $cil, pe$mbe$rdayaan masyarakat me$lalu$i 

pe $latihan dan lain-lain”(Ratna Bu$mbu$ro, Mayarakat Kampu$ng, 

Wawancara dilaku$ka pada tanggal 10 ju$li 2024). 

Dari informasi te$rse$bu$t, dike $tahu$i bahwa analisis pe $nggu$naan dana 

De $sa u$ntu$k saat ini su$dah be $rjalan de $ngan baik. 

“ Ke $pala de$sa be $rtanggu$ng jawab atas laporan pe $rtanggu$ngjawaban 

ke $giatan pe$nggu$naan dana de$sa, namu$n dalam prose$s pe $nyu$su$nan 

laporan te$rse $bu$t, ke$pala de$sa dapat me$libatkan aparatu$r de$sa lainnya 

se $pe$rti: Se$kre $taris de$sa dapat me$mbantu$ dalam pe $nyu$su$nan laporan 

dan pe $ngadministrasian doku$me $n, Be $ndahara de $sa dapat me$mbantu$ 

dalam pe$ngatu$ran ke $u$angan dan pe $nyu$su$nan laporan ke$u$angan, dan 

laporan pe$rtanggu$ngjawaban ke$giatan pe$nggu$naan dana de$sa haru$s 

disu$su$n se $cara te$rbu$ka se $rta disampaikan ke$pada masyarakat de$sa 

yang me$miliki hak u$ntu$k me$nge $tahu$i dana de$sa digu$nakan u$ntu$k apa, 

Pe $me$rintah dae $rah me$miliki pe $ran dalam me$ngawasi dan 

me$nge $valu$asi pe$nggu$naan dana de$sa, ke$pala de$sa dan aparatu$r de$sa 

lainnya haru$s be $ke $rja sama u$ntu$k me$nyu$su$n laporan 

pe $rtanggu$ngjawaban yang aku$rat dan transparan”(Mu$hammad 
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Ridwan Bu$mbu$ro, Ke $pala Kampu$ng, wawancara dilaku$kan pada 

tanggal 12 ju$li 2024). 

Dari informasi te$rse$bu$t, dike $tahu$i bahwa analisis pe $nggu$naan dana 

De $sa u$ntu$k saat ini su$dah be $rjalan de $ngan sangat baik. 

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Pengelolaan 

Keuagan Desa di Kampung Goras Selatan, Distrik Mbahamdandara 

1. Faktor Pe$ndu$ku$ng Transparansi Dalam Pe $nge$lolaan Keuangan De $sa 

Be $riku$t be $be $rapa faktor yang me $njadi pe$ndu$ku$ng transparansi 

pe $nge $lolaan keuangan de$sa di Kampu$ng Goras Se $latan Distrik 

Mbahamdandar di sampaikan ole$h informan se$su$ai de$ngan hasil wawancara 

pada ju$li 2024. 

Be $riku$t adalah jawaban dari informan pe $ne $litian ; 

“ Pe $nggu$naan te$knologi informasi, kami se$laku$ aparat pe$me$rintah 

de $sa se$mu$a haru$s bisa me$ngu$asai te $knologi komu$nikasi dan adanya 

ke $te$rse$diaan jaringan inte $rne$t, yang se $be$narnya sangat be$rpe $ngaru$h 

dan dapat me $mfasilitasi kami se$bagai aparat u$ntu$k me$mbu$at laporan 

te$rkait transparansi pe$nge $lolaan program dana de $sa, se$lanju$tnya 

kampu$ng kami ju$ga sangat jau$h dari pu$sat kota se $hingga ke$te $rse$diaan 

te$knologi u$ntu$k informasi dan komu$nikasi sangatlah pe$nting, se$bab 

kami haru$s me$mbu$at laporan ke$u$angan de $sa u$ntu$k di sampaikan 

ke $pada  masyarakat se$bagai pihak yang haru$s me$ne $rima laporan 

te$rkait transparansi pe $nge $lolaan pe $nge $lolaan anggaran de $sa” 

(Mu$hammad Ridwan Bu$mbu$ro, Ke $pala Kampu$ng, Wawancara 

dilaku$kan pada tanggal 17 ju$li 2024). 
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Informasi yang di dapat dari informan ini me$nu$nju$kan bahwa u$ntu$k 

me$ningkatkan transparansi dalam pe $nge $lolaan keuangan de $sa sangat 

me$me $rlu$kan ke $te$rse$diaan te$knologi informasi dan komu$nikasi. 

“ Aparat de$sa sangat te$rbantu$ de $ngan adanya ke$te$rlibatan masyarakat 

de $sa dalam pe $re$ncanaan dan pe$ngawasan anggaran de$sa, kare$na hal 

ini dapat me $ningkatkan transparansi”(Gu$nandar Taru$ma, Se $kre$tris 

Kampu$ng, wawancara pada tanggal 15 ju$li 2024). 

Informasi yang di dapat dari informan ini me$nu$nju$kan bahwa u$ntu$k 

me$ningkatkan transparansi dalam pe $nge $lolaan keuangan de $sa sangat 

me$me $rlu$kan partisipasi masyarakat kampu$ng. 

“Aparat de$sa pe$rlu$ me$mpu$nyai ke$te $rampilan dan pe$mahaman yang 

me$madai me $nge $nai pe$nge $lolaan anggaran de$sa, kare$na hal ini bisa 

me$njadi salah satu$ e$le$me$n yang me$mbantu$ dalam me$ningkatkan 

ke $te$rbu$kaan dalam pe$nge $lolaan dana de $sa. (Mu$sa Bu$mbu$ro, Se $ksi 

Ke $sra, wawancara dilaku$kan tanggal 15 Ju$li 2024)”. 

Informasi yang dipe$role$h dari narasu $mbe$r ini me$nu$nju$kkan bahwa 

u$ntu $k me$mpe $rbaiki ke$te $rbu$kaan dalam pe$nge $lolaan keuangan de$sa, sangat 

dibu $tu$hkan ke $mampu$an aparat de$sa. 

Me $lalu$i wawancara de$ngan narasu$mbe$r se$rta obse $rvasi langsu$ng, 

be $be $rapa te$mu$an me$ngu$ngkapkan bahwa faktor-faktor yang me $ndu$ku$ng 

pe $laksanaan transparansi dalam me$nge $lola keuangan de$sa di Kampu$ng Goras 

Se $latan Distrik Mbahamdandara me$ncaku$p: 
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a. Ke $te$rse$diaan Te$knologi 

b. Partisipasi Masyarakat, dan 

c. Kapasitas Aparatu$r De $sa. 

2. Faktor Yang Me$njadi Pe$nghambat Transparansi Dalam Pe$nge $lolaan 

Keuangan De $sa 

Be $riku$t be $be $rapa faktor yang me $njadi pe$ndu$ku$ng transparansi 

pe $nge $lolaan keuangan de$sa di Kampu$ng Goras Se $latan Distrik 

Mbahamdandar di sampaikan ole$h informan se$su$ai de$ngan hasil wawancara.  

“ Ku$rangnya ke $mampu$an dan pe $nge $tahu$an aparatu$r de$sa te$ntang 

pe $nge $lolaan anggaran de $sa me$ru$pakan salah satu$ faktor yang bisat 

me$nghambat transparansi pe$nge $lolaan program dana de$sa”(Mu$sa 

Bu$mbu$ro, Se $ksi Ke $sra, wawancara dilaku$kan pada tanggal 15 ju$li 

2024). 

Informasi yang di dapat dari informan ini me$nu$nju$kan bahwa faktor 

pe $nghambat transparansi pe $nge $lolaan keuangan de $sa salah satu$nya be $rkaitan 

de $ngan ke$mampu$an aparatu$r de$sa. 

“ Masih ada masyarakat de$sa yang tidak iku$t be$rpartisiapsi dalam 

pe $re$ncanaan dan pe$ngawasan anggaran de$sa, hanya kare$na 

pe $rmasalahan yang se $pe $le$, se $hingga hal te$rse$bu$t bisa me$njadi salah 

satu$ faktor yang me$nghambat transparansi dalam pe$nge $lolaan 

program dana de $sa”(Mansu$r Me$ram, Ke $tu$a RT III, wawancara di 

laku$kan pada tanggal 12 ju$li 2024). 



99 

Informasi yang di dapat dari informan ini me$nu$nju$kan bahwa yang 

me$njadi pe$nghambat transparansi dalam pe$nge $lolaan keuangan de $sa yaitu$ 

be $rkaitan de$ngan masih ku$rangnya partisipasi masyarakat.  

“ Kampu$ng Goras Se$latan me$milik ke $te$rbatasan su$mbe$r daya, se$pe $rti 

te$knologi dan anggaran, jadi Kampu $ng Kami be $lu$m sampai pada 

tahap pe$ningkatan taraf hidu$p masyarakat,te$ru$tama pe$ningkatan 

e $konomi Kampu$ng yang be$rke $lanju$tan u$ntu$k me$njadi Kampu$ng yang 

Mandiri”(Mu$hammad Ridwan Bu $mbu$ro, Ke $pala Kampu$ng, 

wawancara di laku$kan pada tanggal 17 ju$li 2024). 

Informasi yang di dapat dari informan ini me$nu$nju$kan bahwa 

faktor pe$nghambat transparansi dalam pe$nge $lolaan program dana 

de $sa salah satu$nya be $rkaitan de$ngan ke $te$rbatasan su$mbe$r daya yang 

me$nghambat pe$ne $rapan prinsip transparansi. 

“Pola Pikir orang di kampu$ng itu$kan se $dikit be $rbe$da, se $hingga itu$ 

me$njadi salah satu$ faktor yang me $nghambat transparansi te$rkait 

pe $nge $lolaan program dana de $sa” (Mu$hammad Ridwa Bu$mbu$ro, 

Ke $pala Kampu$ng,  wawancara dilaku$kan pada tanggal 17 ju$li 2024). 

Informasi yang di dapat dari informan ini me$nu$nju$kan bahwa faktor 

pe $nghambat transparansi dalam pe$nge $lolaan keuangan de$sa salah satu$nya 

be $rkaitan de$ngan Bu$daya atau$ cara hidu$p dan pola pikir masyarakat yang 

me$nghambat pe$ne $rapan prinsip transparansi. 
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Dari hasil wawancara de $ngan informan dan de $ngan me$laku$kan 

pe $ngamatan se $cara langsu$ng di pe$role$h be $be $rapa hasil bahwa fator-faktor 

yang me$nghambat pe$ne $rapan transparansi pe$nge $lolaan keuangan de $sa di 

Kampu$ng Goras Se$latan Distrik Mbahamdandara antara lain; 

a. Ku$rangnya Kapasitas Aparatu$r De $sa, 

b. Ku$rangnya Partisipasi Masyarakat, 

c. Ke $te$rbatasan Su$mbe$r Daya, dan 

d. Ku$ltu$r dan Pola Pikir Masyarakat 

De $ngan me$mahami faktor pe$ndu$ku$ng dan pe$nghambat, Pe$me$rintah 

De $sa be $se$rta aparat dapat me$ningkatkan transparansi pe$nge$lolaan anggaran 

de $sa dan me$ningkatkan ke $pe $rcayaan masyarakat. 

D. Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan 

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Goras Selatan 

  Berikut adalah hasil wawancara dengan informan terkait partisipasi 

masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pengelolaan 

keuangan desa di Kampung Goras Selatan 

 “ Aparat desa sangat terbantu dengan adanya keterlibatan masyarakat 

desa dalam pengambilan keputusan dan pengawasan anggaran desa, 

karena hal ini dapat meningkatkan transparansi”(Gunandar Taruma, 

Sekretaris Kampung, wawancara pada tanggal 15 juli 2024). 
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Informasi yang di dapat dari informan ini menunjukan bahwa untuk 

meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa sangat memerlukan 

partisipasi masyarakat kampung. 

E. Tantangan yang Dihadapi Oleh Pemerintah Desa Dalam 

Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa 

  “ Saat ini tantangan yang paling utama dalam penerapan prinsip 

transparansi dalam pengelolaan keuangan desa adalah terkait kebiasaan 

berpikir atau pola pikir masyarakat dan itu menjadi salah satu penghambat 

transparansi pengelolaan keuangans desa, sebab masyarakat sering 

mempermasalahkan hal-hal yang sudah jelas, namun masih di persulit, 

partisispasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan 

pengelolaan keuangan desa juga dapat meningkatkan transparansi, dan 

dibutuhkan aparat desa yang memiliki pengetahuan yang baik tentang 

pengelolaan anggaran desa. Untuk faktor penghambatnya sebagian besar 

desa yang jauh dari kota mengalami kesulitan untuk mengakses 

ketersediaan teknologi (jaringan internet), agar mempermudah aparat 

untuk membuat pelaporan, namun saat ini sedikit terbantu dengan adanya 

jaringan publik.”(Muhammad Ridwan Bumburo, Kepala Kampung, 

Wawancara di lakukan pada tanggal 12 juli 2024). 

Dari informasi tersebut, diketahui bahwa analisis penggunaan dana 

Desa untuk saat ini sudah berjalan dengan baik. 

F.  Temuan Penelitian 

Dalam pe$ne $litian yang be $rlokasi di Kampu$ng Goras Se $latan Distrik 

Mbahamdandara, pe$ne $liti me$ne $mu$kan bahwa pe $milihan Ke $pala Kampu$ng di 
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Kampu$ng Goras Se$latan Distrik Mbahamdandara sama se$pe $rti pe$me $lihan 

Ke $pala Kampu$ng pada u$mu$mnya yakni me$maparkan visi misi atau$ program 

ke $rja yang akan di laksanakan dan u$ntu$k pe $laksanaan sosialisasi politiknya 

te$lah di laku$kan jau$h-jau$h hari se$be$lu$m hari pe$nye $le$nggaraan pe $milihan. 

Be $rbagai praktik politik pu$n di laku $kan me$nde $kati hari pe$milihan 

yang se$ring me$ngabaikan e$tika politik, se$pe $rti yang se$ring te$rjadi, adanya 

intimidasi kare$na pe$ngaru$h ke$ku$asaan di dae$rah pe $milihan, politik u$ang dan 

adanya be$ntu$k intimidasi kare$na wilayah pe $milihan me$ru$pakan tanah adat 

calon pe$mimpin, namu$n yang te$rjadi di Kampu$ng Goras Se $latan adalah 

politik ke$ke $lu$argaan, jadi masyarakat me$mprioritaskan diri me$re $ka u$ntu$k 

me$milih kare $na ikatan ke $lu$arga yang ku$at, calon me$ru$pakan orang yang 

be $rpe$ran pe$nting di ke$hidu$pan me$re$ka se$hari-hari, se$te$lah itu$ visi dan misi 

se $rta program ke$rjanya ada di pilihan te$rakhir. 

Pe $ne $liti ju$ga me$ne $mu$kan bahwa adanya pe$nyalahgu$naan dana de$sa 

ole$h Ke $pala Kampu$ng se $be $lu$mnya, dan dari informasi yang di dapat salah 

satu$ contoh yang te$rlihat je $las adalah di laporan pe $ngalokasian dana de $sa ole$h 

aparat de$sa se $be $lu$mnya bahwa adanya pe $mbangu$nan balai de $sa, namu$n 

ke $nyataannya fisiknya di lapangan tidak ada sama se $kali dan re$alisasinya baru$ 

di laku$kan ole$h Pe $me $rintah de $sa yang se $karang.  
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Dalam stu$di te$rkait Transparansi Pe $nge $lolaan Keuangan De $sa di 

Kampu$ng Goras Se$latan Distrik Mbahamdandara, pe $ne$liti menemukan salah 

satu$ pe $rmasalahan yang mu$ncu$l dan me$nye $babkan pe $ncairan dana de$sa tahap 

ke $du $a be$lu$m bisa dicairkan. Pada saat me$laku $kan obse$rvasi, wawancara dan 

pe $nde $katan de $ngan masyarakat Kampu$ng se $te$mpat, di sini pe $ne $liti 

me$ne $mu$kan bahwa te $rdapat akar masalah yang te $rjadi di Kampu$ng Goras 

Se $latan Distrik Mbahamdandara saat ini, pe$rmasalahannya te$rkait adanya 

dana tambahan kine$rja de $sa yang mana dana ini di alokasikan be$rdasarkan 

kine$rja pe$me $rintah de$sa, di Distrik Mbahamdandara ada du$a de$sa yang 

me$ndapatkan dana kine $rja te$rse $bu$t  yaitu$ Kampu$ng Goras Se $latan dan 

Kampu$ng Dare$mbang. 

U$ntu$k dana tambahan kine$rja Kampu$ng Goras Se$latan digu$nakan 

u$ntu $k pe$ngadaan me$sin lampu$ dan pe$mbe $lian me$te$ran listrik u$ntu$k 

masyarakat Kampu$ng Goras Se$latan,  namu$n masyarakat me$nolak pe$ngadaan 

yang dilaku$kan de $sa, kare$na masyarakat me$rasa tidak dimu$syawarahkan 

te$rle$bih dahu$lu$ dan masyarakat le$bih me$nginginkan agar anggaran tambahan 

kine$rja te$rse $bu$t u$ntu$k dibagikan, namu$n u $ntu$k anggaran te$rse $bu$t te $lah 

dibe$lanjakan me$sin lampu$ dan me$te $ran lampu$ yang se $bagian te$lah di pasang 

di ru$mah warga, di sini pihak de$sa me$rasa anggaran tambahan kine$rja te$rse $bu$t 

adalah be$ntu$k kine$rja yang dilaku$kan de $sa, se $hingga dibe $lanjakan yang 

me$nu $ru$t pihak de $sa me$sin lampu$ dan me $te$ran listrik sangat pe $nting saat itu $ 

u$ntu $k masyarakat, jadi tidak di mu$syawarahkan te $rle$bih dahu$lu$. 
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Namu$n sampai akhir pe$ne $litian dite$mu$kan bahwa kine $rja pe $me$rintah 

de $sa te$rkait transparansi pe $nge$lolaan dana de$sa sangat baik, kare$na aparat 

de $sa mu$lai dari pe$re $ncanaan, pe$ngalokasian dan pe$laporan te$lah dilaku$kan 

se $su$ai atu$ran yang be $rlaku$ dan me $libatkan masyarakat dalam pe$ngawasan 

te$rkait pe$nggu$naan anggaran de$sa, dan pe$ne$liti hanya me $ne $mu$kan satu$ 

pe $rmasalahan yang dianggap bu$kan su$atu$ pe $langgaran dalam transparansi, 

me$lainkan be $ntu$k ke $lalaian aparat de $sa, kare$na u$ang te$rse$bu$t dibe$lanjakan 

u$ntu $k ke $pe $rlu$an masyarakat de$sa dan pe $lapoarannya je$las, hanya saja saat 

pe $ngu$naannya tidak dimu$syawarahkan dan tidak se $su$ai de $ngan harapan 

masyarakat bahwa u$ang te$rse $bu$t haru$s dibagikan. 

 Pe $ne $liti me$laku$kan wawancara de$ngan Ibu$ Jamalia Wanggabu$s, 

be $liau$ me$ngatakan bahwa be $liau$ adalah pe$ne $rima bantu$an pe$mbangu$nan 

(bahan bangu$nan), namu$n sampai saat ini ru$mahnya be $lu$m se $le$sai di 

kare$nakan masalah ke$bu$tu$han pokok, se $hingga bantu$an bahan bangu$nannya 

di ju$al dan pe$mbangu$nannya masih tidak ada pe$ru$bahan dan be$liau$ 

me$ngatakan bahwa aparat de$sa sangat te$rbu$ka te$rkait pe$ggu$naan dana de$sa. 

 Se $lanju$tnya pe$ne $liti me $laku$kan wawancara de $ngan Bapak Mu$sa 

Bu$mbu$ro, be $liau$ me$ngatakan bahw be $liau$ adalah pe$ne $rima bantu$an pe$rahu $ 

de $ngan me$sin te$mpe$l, be $liau$ me$ngatakan bahwa bantu$an ini sangat 

me$me $bantu$ be $liau$ u$ntu$k me$me$nu$hi ke$bu$tu$han hidu$p se $hari- hari, kare $na 

be $liau$ bisa me$ncari ikan u$ntu$k ke $mu$dian di ju$al dan bisa me$mbiayai ke$lu$arga 
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dan ke$bu$tu$han se$kolah anaknya di kota dan be$liau$ me$ngatakan bahwa aparat 

de $sa sangat te $rbu$ka te$rkait pe$nggu$naan u$ang de$sa. 

 Pe $ne $liti me$laku$kan wawancara se$lnju $tnya de$nga Bapak je$n Taru$ma, 

be $liau$ ju$ga salah satu$ pe $ne $rima bantu$an pe $rahu$ dan motor te$mpe $l, be$liau$ 

me$ngatakan bahwa bantu$an te$rse$bu$t sangat me$mbantu$nya dalam me$ncari 

nafkah dan be $liau$ me $ngatakan pe$me$rintah de$sa sangat transparan dalam 

pe $laporan ke $u$angan de$sa. 

 Se $lanju$tnya pe $ne $liti me$laku$kan wawancara de $ngan ibu$ Sadia 

Ru$maday, be $liau$ adalah salah satu$ pe $ne $rima bantu$a pe $mbangu$nan atau$ 

be $ru$pa bahan bangu$nan, dan be $liau$ me$ngatakan be $rsyu$ku$r de $ngan bantu$an 

be $rtahap dari pe$me$rintah de $sa ru$mahnya se$karang hampir se$le $sai prose $s 

pe $mbangu$nannya dan be $liau$ me$ngatakan aparat de $sa sangat te$rbu$ka te$rkait 

pe $nggu$naan anggaran de$sa. 

 Se $lanju$tnya pe$ne $liti me$laku$kan wawancara de$ngan Ibu$ Ratna 

Bu$mbu$ro, be $liau$ me$ngatakan bahwa be $liau$ adalah pe$ne $rima bantu$an 

pe $ndidikan dan be $liau$ be $rsyu$ku$r de $ngan adanya bantu$an dari pe $ngalokasian 

dana de $sa ini sangat me$mbantu$ u$ntu$k me $nu$njang pe $ndidikan anak-anaknya 

dan be $liau$ ju$ga me $ngatakan se $jau$h ini pe $me$rintah de $sa sangat transparan 

te$rkait pe$laporan ke$u$angan de $sa 
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 Dari hasil pe $ne $litian yang dilaku$kan di Kampu$ng Goras Se $latan, 

Distrik Mbahamdandara, dapat disimpu$lkan bahwa pe $me$rintah de$sa dan 

aparatnya te$lah me$laku$kan transparansi se$cara te$rbu$ka me$nge $nai pe$nge $lolaan 

keuangan de $sa. Me$re $ka te $lah me$libatkan masyarakat kampu$ng dari awal 

prose$s pe $re$ncanaan, pe$ngalokasian, hingga tahap pe$ngawasan. De $ngan 

de $mikian, transparansi dalam pe$nge $lolaan program dana de$sa te $lah 

dilaksanakan se $su$ai de$ngan U$ndang-U$ndang No. 6 Tahu$n 2014 te$ntang De $sa 

dan Pe$ratu$ran Me$nte$ri Dalam Ne $ge $ri No. 20 Tahu$n 2018 me$nge $nai 

Pe $nge $lolaan Ke $u$angan De $sa. 

Be $riku$t adalah data laporan re$alisasi pe $laksanaan anggaran 

pe $ndapatan dan be $lanja dari Pe $me$rintah Kampu$ng Goras Se $latan, Distrik 

Mbahamdandara, Kabu$pate$n Fakfak u$ntu$k Tahu$n Anggaran 2022. 

Tabe $l 5.1 Data Laporan Re $alisasi Pe$laksanaan Anggaran Pe$ndapatan 

dan Be $lanja De $sa Pe $me$rintah Kampu$ng Goras Se $latan Tahu$n 2022 

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp Lebih/Kurang (Rp 

1 2 3 4 

PENDAPATAN    

Pendapatan Transfer 1.260.683.851,00 573.424.629,00 687.259.222,00 

Dana De $sa 770.614.800,00 336.816.160 433.798.640,00 

Bagi Hasil Pajak 16.852.113,00 0,00 16.852.113,00 

Alokasi Dana De $sa 473.216.938,00 236.608.469,00 236.608.469,00 
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JUMLAH 

PENDAPATAN 

1.260.683.851,00 573.424.629,00 687.259.222,00 

BELANJA    

Belanja Pegawai 253.142.304,00 132.212.304,00 120.930.000,00 

Pe $nghasilan Te $tap dan 

Tu$njangan Ke $pala 

De $sa 

29.160.000,00 14.580.000,00 14.580.000,00 

Pe $nghasilan Te $tap dan 

Tu$njangan Pe $rangkat 

De $sa 

141.900.000,00 70.950.000,00 70.950.000,00 

Tu$njangan BPD 70.800.000,00 35.400.000,00 35.400.000,00 

Belanja Barang dan 

Jasa 

698.405.548,00 315.046.326,00 383.359.222,00 

Be $lanja Barang 

Pe $rle$ngkapan 

129.921.434,00 76.872.325,00 53.049.109,00 

Be $lanja Jasa 

Honorariu$m 

160.250.000,00 82.400.000,00 77.850.000,00 

Be $lanja Pe$rjalanan 

Dinas 

5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 

Be $lanja Jasa Se $wa 48.038.000,00 23.660.000,00 24.378.000,00 

Be $lanja Ope$rasional 

Pe $rkantoran 

2.396.114,00 1.114.001,00 1.282.113,00 

Be $lanja Barang dan 

Jasa Yang di Se $rahkan 

Ke $pada Masyarakat 

352.800.000,00 126.000.000 226.800.000,00 

Belanja Modal 39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 
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Be $lanja Modal 

Pe $ngadaan Pe $ralatan, 

Me $sin dan Air 

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 

Be $lanja Modal 

Ke $ndaraan 

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 

Belanja Tidak 

Terduga 

288.000.000,00 144.000.000,00 144.000.000,00 

Be $lanja Tidak Te $rdu$ga 288.000.000,00 144.000.000,00 144.000.000,00 

JUMLAH 

BELANJA 

1.278.547.852,00 591.258.630,00 687.289.222,00 

SURPLUS/DEPOSIT (17.864.001,00) (17.834.001,00) (30.000,00) 

PEMBIAYAAN    

Pe $ne $rimaan 

Pe $mbiayaan 

17.864.001,00 17.834.001,00 30.000,00 

SILPA Tahu$n 

Se $be $lu$mnya 

17.864.001,00 17.834.001,00 30.000,00 

PEMBIAYAAN 

NETTO 

17.864.001,00 17.834.001,00 17.834.001,00 

Su$mbe $r : Data sekunder Subagian Keuangan Desa tahu$n 2025 

 Dari tabe$l di atas dapat dilihat bahwa pe $nggu$naan anggaran te $rbe$sar 

ada pada be$lanja barang dan jasa, se$dangkan pe$makaian dana te$rbe $sar ke$du$a 

pada be$lanja tak te$rdu$ga dan pe $nggu$naan se$lanju$tnya ada be$lanja pe$gawai. 
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 Be $riku$t Data Laporan Re $alisasi APB De $sa Pe $me$rintah Kampu$ng 

Goras Se $latan Distrik Mbahamdandara Tahu$n Anggaran 2023. 

Tabe $l 5.2 Data Laporan APB De $sa Kampu$ng Goras Se$latan Distrik 

Mbahamdandara Tahu$n Anggaran 2023 

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) 

PENDAPATAN    

Pe $ndapatan Transfe$r 1.440.121.347,00 1.440.121.347,00 0,00 

Dana De $sa 897.455.000,00 897.455.000,00 0,00 

Bagi Hasil Pajak dan 

Re $tribu$si 

     15.104.051,00 15.104.051,00 0,00 

Alokasi Dana De $sa    527.562.296,00    527.562.296,00 0,00 

JUMLAH 

PENDAPATAN  

1.440.121.347,00 1.440.121.347,00 0,00 

BELANJA    

Bidang 

Pe $nye $le$nggaraan 

Pe $me$rintah De $sa 

455.678.609,00 455.678.609,00 0,00 

Bidang Pe $laksanaan 

Pe $mbangu$nan De $sa 

608.248.348,00 608.248.348,00 0,00 

Bidang Pe $mbinaan 

Ke $masyarakatan 

86.776.990,00 86.776.990,00 0,00 
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Bidang 

Pe $mbe$rdayaan 

Masyarakats 

156.217.400,00 156.217.400,00 0,00 

Bidang 

Pe $nanggu $langan 

Be $ncana, Daru$rat dan 

Me $nde$sak De $sa 

133.200.000,00 133.200.000,00 0,00 

JUMLAH 

BELANJA 

1.440.121.347,00 1.440.121.347,00 0,00 

SURPLUS/DEFISIT 0,00 0,00 0,00 

SILPA/SILPA 

TAHUN 

BERJALAN 

0,00 0,00 0,00 

Su$mbe $r : Data sekunder Subagian Keuangan Desa tahun 2025 

 Dari tabe$l di atas dapat dilihat bahwa pe $ngu$naan anggaran te$rbe $sar 

pada bidang pe$laksanaan pe$mbangu$nan de$sa, di u$ru$tan ke$du$a pe$nggu$naan 

anggaran te$rse$bu$t pada bidang pe $nye $le$nggaraan pe $me$rintah de $sa dan 

se $lanju$tnya ole$h bidang pe $mbe$rdayaan masyarakat. Tabe$l di atas me$ru$pakan 

re$alisasi pe$ncairan APB De $sa Tahap ke $du$a. 

Be $riku$t Data Laporan Re $alisasi APB De $sa Pe $me $rintah Kampu$ng Goras 

Se $latan Distrik Mbahamdandara Kabu$pate$n Fakfak Tahu$n Anggaran 2023. 

Tabe $l 5.3 Data Laporan APB De $sa Pe $me$rintah Kampu$ng Goras Se $latan 

Distrik Mbahamdandara Kabu$pate$n Fakfak Tahu$n Anggaran 2023 
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Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) 

PENDAPATAN    

Pe $ndapatan Transfe$r 1.209.622.999,00 738.702.000,00 470.920.999,00 

Dana De $sa 781.087.000,00 531.987.000,00 249.100.000,00 

Bagi Hasil Pajak dan 

Re $tribu$si 

15.104.051,00 0,00 15.104.051,00 

Alokasi Dana De $sa 413.431.948,00 206.715.000,00 206.716.948 

JUMLAH 

PENDAPATAN 

1.209.622.999,00 738.702.000,00 470.920.999,00 

BELANJA    

Bidang 

Pe $nye $le$nggaraan 

Pe $me$rintah De $sa 

391.668.609,00 201.247.610,00 190.420.999,00 

Bidang Pe $laksanaan 

Pe $mbangu$nan De $s 

454.235.000,00 271.735.000,00 182.500.000,00 

Bidang Pe $mbinaan 

Ke $masyarakatan 

74.301.990,00 42.901.990,00 31.400.000,00 

Bidang 

Pe $mbe$rdayaan 

Masyarakat 

156.217.400,00 156.217.400,00 0,00 

Bidang 

Pe $nanggu $langan 

Be $ncana, Daru$rat dan 

Me $nde$sak De $sa 

133.200.000,00 66.600.000,00 66.600.000,00 

JUMLAH 

BELANJA 

1.209.622.999,00 738.702.000,00 470.920.999,00 
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SURPLUS/DEFISIT 0,00 0,00 0,00 

SILPA/SILPA 

TAHUN 

BERJALAN 

0,00 0,00 0,00 

Su$mbe $r : Data sekunder Subagian Keuangan Desa tahun 2025 

 Dari tabe$l di atas dapat dilihat bahwa pe $nggu$naan anggaran te $rbe$sar 

pada bidang pe $laksanaan pe $mbangu$nan de $sa, diiku$ti bidang pe$nye $le$nggaraan 

pe $me$rintahan de$sa dan pe$nggu$naan anggaran se$lanju$tnya adalah bidang 

pe $mbe$rdayaan masyarakat, ini adalah pe $ncairan tahap ke$tiga. 

Be $riku$t Data Laporan Re $alisasi Pe $laksanaan Anggaran Pe $ndapatan 

dan Be $lanja De $sa Pe $me$rintah Kampu $ng Goras Se $latan Distrik 

Mbahamdandara, Tahu$n Anggaran 2023. 

Tabe $l 5.4 Data Laporan Ralisasi Pe$laksanaan APB De $sa Pe $me$rintah 

Kampu$ng Goras Se$latan Distrik Mbahamdandara Kabu$pate$n Fakfak Tahu$n 

Anggaran 2023 

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) 

1 2 3 4 

PENDAPATAN    

Pe $ndapatan Transfe$r 1.209.622.999,00 738.702.000,00 470.920.999,00 

Dana De $sa 781.087.000,00 531.987.000,00 249.100.000,00 

Bagi Hasil Pajak dan 

Re $tribu$si 

15.104.051.,00 0,00 15.104.051.,00 
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Alokasi Dana De $sa 413.431.948,00 206.715.000,00 206.716.948,00 

JUMLAH 

PENDAPATAN 

1.209.622.999,00 738.702.000,00 470.920.999,00 

BELANJA    

Belanja Pegawai 257.527.776,00 120.930.000,00 136.597.776,00 

Pe $nghasilan Te $tap 

dan Tu$njangan 

Ke $pe $la De$sa 

29.160.000,00 14.580.000,00 14.580.000,00 

Pe $nghasilan Te $tap 

dan Tu$njangan 

Pe $rangkat De $sa 

141.900.000,00 70.950.000,00 70.950.000,00 

Jaminan Sosial 

Ke $pala De$sa dan 

Pe $rangkat De $sa 

15.667.776,00 0,00 15.667.776,00 

Tu$njangan BPD 70.800.000,00 35.400.000,00 35.400.000,00 

Belanja Barang dan 

Jasa 

818.895.223,00 551.172.000,00 267.723.223,00 

Be $lanja Barang 

Pe $rle$ngkapan 

53.484.099,00 43.616.990,00 9.867.109,00 

Be $lanja Jasa 

Honorariu$m 

162.650.000,00 109.450.000,00 53.200.000,00 

Be $lanja Pe$rjalanan 

Dinas 

27.360.000,00 21.600.000,00 5.760.000,00 

Be $lanja Jasa Se $wa 31.000.000,00 17.000.000,00 14.000.000,00 

Be $lanja Ope$rasional 

Pe $rkantoran 

2.396.114,00 0,00 2.396.114,00 
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Be $lanja Pe$me $liharaan 59.875.000,00 59.875.000,00 0,00 

Be $lanja Barang dan 

Jasa yang dise $rahkan 

ke $pada Masyarakat 

482.130.010,00 29.630.010,00 182.500.000,00 

Belanaja Tidak 

Terduga 

133.200.000,00 66.600.000,00 66.600.000,00 

Be $lanaja Tidak 

Te $rdu$ga 

133.200.000,00 66.600.000,00 66.600.000,00 

JUMLAH 

BELANJA 

1.209.622.999,00 738.702.000,00 70.920.999,00 

SURPLUS/DEFISIT 0,00 0,00 0,00 

SISA LEBIH 

PEMBIAYAAN 

ANGGARAN 

0,00 0,00 0,00 

Su$mbe $r : Data sekunder Subagian Keuangan Desa tahun 2025 

 Dari tabe$l di atas dapat dilihat bahwa pe $nggu$naan anggaran ada pada 

be $lanja barang dan jasa, pe $ngu$naan te $rbe$sarnya ada pada be$lanja barang dan 

jasa yang di se $rahkan ke$pada masyarakat, pe$ngu$naan anggaran be $sar ke$du$a 

ada pada be$lanja pe$gawai se$lanju$tnya pe$nggu$naan anggaran pada be$lanja 

barang dan jasa, yakni be $lanja jasa honorariu$m. 

Be $riku$t Laporan Re$alisasi Anggaran Pe $ndapatan dan Be$lanja De $sa 

Pe $me$rintah Kampu$ng Goras Se$latan Distrik Mbahamdandara, Tahu$n 

Anggaran 2024. 
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Tabe $l 5.5 Data Laporan Re $alisasi APB De $sa Pe $me$rintah Kampu$ng 

Goras Se $latan Distrik Mbahamdandara Tahu$n Anggaran 2024 

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) 

PENDAPATAN    

Pe $ndapatan Transfe$r 1.350.606.485,00 1.350.606.485,00 0,00 

Dana De $sa 789.195.000,00 789.195.000,00 0,00 

Alokasi Dana De $sa 547.794.501,00 547.794.501,00 0,00 

Bagi Hasil Pajak dan 

Re $tribu$si 

13.616.984,00 13.616.984,00 0,00 

JUMLAH 

PENDAPATAN 

1.350.606.485,00 1.350.606.485,00 0,00 

BELANJA    

Bidang Pe $me $rintah De$sa 403.011.485,00 403.011.485,00 0,00 

Bidang Pe $mbangu$nan 

De $sa 

379.395.000,00 379.395.000,00 0,00 

Bidang Pe $mbinaan 

Ke $masyarakatan 

75.400.000,00 75.400.000,00 0,00 

Bidang Pe $mbe $rdayaan 

Masyarakat 

374.000.000,00 374.000.000,00 0,00 

Bidang Pe $nanggu$langan 

Be $ncana, Ke $adaan 

Daru$rat dan Me $nde$sak 

118.800.000,00 118.800.000,00 0,00 

JUMLAH BELANJA 1.350.606.485,00 1.350.606.485,00 0,00 

SURPLUS/DEFISIT 0,00 0,00 0,00 
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SILPA/SILPA TAHUN 

BERJALAN 

0,00 0,00 0,00 

Su$mbe $r : Data sekunder Subagian Keuangan Desa tahun 2025 

 Dari tabe$l di atas dapat dilihat bahwa pe $ngu$naan dana te$rbe$sar pada 

bidang pe $me$rintahan de $sa sebesar Rp.403.011.485,00, se $dangkan 

pe $nggu$naan anggaran te$rbe$sar ke$du$a pada bidang pe$mbangu$nan de$sa yaitu$ 

se $be$sar Rp.379.395.00,00 dan pe$nggu$naan se $lanju$tnya pada bidang 

pe $mbe$rdayaan masyarakat sebesar Rp.374.000.00,00 

G. Pembahasan 

 Pada saat melakukan penelitian di Kampung Goras Selatan Distrik 

Mbahamdandara peneliti menemukan bahwa pemerintah Kampung Goras 

Selatan telah melakukan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa 

dengan terbuka dan akuntabel. Sehingga penelitian ini sejalan dengan 

Pe $ne $litian yang dilaku$kan ole$h Christa Yu$nnita Garu$ng dan re $kan-re$kan 

(2020) de$ngan ju$du$l Dampak Aku$ntabilitas dan Transparansi te$rhadap 

Pe $nge $lolaan Anggaran Dana De $sa (ADD) dalam Me$ncapai Tata Ke $lola yang 

Baik di De $sa Manu$le$a, Ke $camatan Sasitame $an, Kabu$pate$n Malaka, 

me$ne $mu$kan bahwa transparansi me$mpe$ngaru$hi pe $nge $lolaan alokasi dana 

de $sa dalam u$paya me$ncapai tata ke $lola yang baik di De $sa Manu$le$a 

Ke $camatan Sasitame$an Kabu$pate$n Malaka. 

 



117 

Hal ini dise$babkan ole$h adanya ke$te $rbu$kaan yang transparan te$rhadap 

masyarakat dan pihak lainnya yang me$mbu$tu$hkan informasi. Aku$ntabilitas 

dan transparansi, se$cara be $rsama-sama, ju$ga me$mbe$rikan dampak te$rhadap 

pe $nge $lolaan alokasi dana de $sa dalam pe $ncapaian tata ke$lola yang baik di de $sa 

te$rse $bu$t. Be $rdasarkan hasil pe$ne $litian, De$sa Manu$le$a me$nu$nju$kkan 

pe $laksanaan yang aku$ntabe$l dan transparan, te$rlihat dari laporan 

pe $rtanggu$ngjawaban APBDe $s, kare $na pe$nge $lolaan alokasi dana de$sa 

digu $nakan u$ntu$k me$ningkatkan pe$layanan dan me$mbe $rdayakan masyarakat 

de $sa.Se$me $ntara itu$, pe $ne $litian yang dilaksanakan ole $h Christa Yu$nnita 

Garu $ng dan re$kan-re$kan me$nggu$nakan me$tode $ ku$antitatif de$skriptif, pe$ne$liti 

di sini me$milih u$ntu$k me$ne $rapkan pe$nde $katan kuantitatif dan ku$alitatif. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait transparansi 

pengelolaan keuangan desa di Kampung Goras Selatan yang mana ditemukan 

bahwa transparansi dalam pengelolaan dana desa berlangsung sesuai dengan 

tahap perencanaan, pengalokasian, hingga pelaporan, namun kendala yang 

dihadapi adalah terkait dengan sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan 

hasil stu$di yang dilaku$kan ole$h E$milianu$s E$o Ku$tu$ Goo dan E$u$prasiu$s Mario 

Sanda (2022) de$ngan ju$du$l Analisis Pe$laksanaan Tata Ke $lola Re$ncana 

Strate$gis, Aku$ntabilitas dan Transparansi Dana De $sa Te$rhadap Pe$nge $lolaan 

Ke $u$angan De $sa (Stu$di di De$sa Mage$panda Ke $camatan Mage$panda), 

dite$mu$kan bahwa transparansi dalam pe$nge$lolaan ke$u$angan de$sa di 

Mage$panda te$lah be$rjalan baik, dimu$lai dari tahap pe $re$ncanaan, pe$laksanaan, 

pe $natau$sahaan, pe $laporan, hingga pe$rtanggu$ngjawaban. Namu$n, ada ke$ndala 
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te$rkait ke$mampu$an Su$mbe $r Daya Manu$sia di masyarakat de$sa Mage$panda 

yang masih ku$rang me$nge $rti informasi me$nge$nai pe$nge $lolaan ke $u$angan de $sa 

yang disampaikan ole$h pe $me$rintah se$te$mpat. Se $lain itu$, ada ju$ga faktor sikap 

acu$h yang mu$ncu$l dari se $bagian masyarakat me $nge $nai hal ini. Ole$h kare$na 

itu$, pe $me$rintah de$sa tidak hanya pe$rlu$ me$nggu$nakan baliho se$bagai me $dia 

informasi, te$tapi ju$ga haru$s me$nyampaikan informasi se$cara langsu$ng ke$pada 

masyarakat me$lalu$i rapat yang diadakan.  

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti, menemukan bahwa dalam 

pengelolaan keuangan desa di Kampung Goras Selatan, mulai dari tahap 

perencanaan, pengalokasian, hingga pertanggungjawaban, selalu ada 

koordinasi dengan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan transparansi, 

baliho dan papan pengumuman dipasang di pintu masuk kampung agar 

masyarakat bisa mengakses informasi terkait penggunaan anggaran desa 

dengan mudah. Dengan demikian penelitian ini tidak sejalan dengan 

Pe $ne $litian yang dilakukan ole$h Nu$raini Ismail dan re $kan-re$kan (2023) yang 

be $rju$du$l Analisis Aku$ntabilitas Dan Transparansi Pe$nge $lolaan Alokasi Dana 

De $sa Dalam Pe $mbangu$nan Di De $sa (Stu$di Kasu$s Di De $sa Le $wobu$nga 

Ke $camatan Adonara Timu$r Kabu$pate$n Flore$s Timu$r) me$nu$nju$kkan bahwa 

dalam tahap pe $re$ncanaan, transparansi masih ku$rang baik kare$na masyarakat 

tidak me$ne $rima informasi me$nge$nai pe $nggu $naan dana de$sa se$cara u$mu$m. 

Se $lain itu$, aku$ntabilitas ju$ga tidak te$rcapai kare$na tidak ada tanggu$ng jawab 

yang baik antara pe$me $rintah de$sa, BPD, dan masyarakat dalam prose $s 

pe $ngambilan ke$pu$tu$san. Pada fase$ pe $laksanaan, transparansi ju$ga dianggap 



119 

tidak me$madai kare$na ku$rangnya baliho dan papan informasi yang mu$dah 

dijangkau$ ole$h masyarakat. U$ntu$k aku$ntabilitas, pe$me $rintah be$lu$m 

me$njalankan tu$gasnya se$cara e$fe$ktif se $hingga masyarakat tidak me$ndapatkan 

informasi te$rkait ADD.  

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terkait dengan sistem 

transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di Kampung Goras Selatan 

telah disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dan terdapat baliho yang 

memberikan informasi tentang pengalokasian dana desa. Sehingga penelitian 

ini sejalan dengan penelitian yang dilaku$kan ole$h Dina Rastu$ti (2024) de$ngan 

ju$du $l Transparansi Dan Aku$ntabilitas Pe$nge $lolaan Alokasi Dana De $sa 

(ADD) Di De $sa Rantau$ Jaya U$dik II Ke$camatan Su$kadana Kabu$pate$n 

Lampu$ng Timu$r. Dari hasil pe$ne $litian te$rse $bu$t, transparansi dalam 

pe $nge $lolaan alokasi dana de$sa su$dah dite$rapkan de$ngan baik. Hal ini 

dise$babkan adanya ke $te$rbu$kaan ke$pada masyarakat dalam prose$s 

pe $nge $lolaan dana de $sa, di mana informasi me$nge $nai pe$nge $lolaan dan se$lu$ru$h 

ke $giatan anggaran diu$mu$mkan me$lalu$i baliho transparansi.  

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan peneliti di Kampung 

Goras Sealatan Distrik Mbahamdandara yang berhubungan dengan 

transparansi pengelolaan keuangan desa, peneliti menemukan bahwa 

masyrakat di libatkan mulai dari proses perencanaan sampai proses pelaporan 

penggunaan anggaran masyarakat dilibatkan, serta terdapat papan informasi 

di depan kantor desa dan baliho di pintu masuk Kampung, agar dapat 

memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait pengalokasian 

anggaran desa. Dengan demikian penelitian ini sejalan dengan penelitian 
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yang di lakukan oleh Nu$ru$l Maghfirah dan re$kan-re$kan (2021) yang 

me$laku$kan pe $ne $litian be $rju$du$l Aku$ntabilitas Dan Transparansi Pe$me$rintah 

De $sa Dalam Pe $nge $lolaan Alokasi Dana De $sa Di De $sa Pallangga Kabu$pate$n 

Gowa Provinsi Su$lawe$si Se $latan. Be $rdasarkan hasil pe$ne $litian, transparansi 

pe $nge $lolaan Alokasi Dana De $sa di Pallangga su$dah be $rjalan de $ngan sangat 

baik dan bahkan me$ne $rapkan prinsip partisipatif de$ngan me$ngadakan 

Mu$sre$nbang di awal tahu$n. Dalam se$tiap tahap pe $re$ncanaan hingga 

pe $laporan, pe $ran masyarakat dilibatkan dan diakomodasi me$lalu$i papan 

informasi yang dipasang di de$pan Kantor De$sa Pallangga. 

Hasil penelitian terkait transparansi pengelolaan keuangan di 

Kampung Goras Selatan, dinyatakan berjalan dengan baik dan telah 

melaksanakan prinsip transparansi, hal ini merujuk pada adanya keterbukaan 

informasi keuangan yang dapat diakses dan dipahami oleh publik, serta 

adanya pertanggungjawaban atas pengelolaan dana tersebut. Hal ini sejalan 

dengan teori transparansi dan akuntabilitas yang menekankan pentingnya 

informasi keuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam tata 

kelola pemerintahan yang baik.  

Penelitian yang di lakukan peneliti di Kampung Goras Selatan 

menunjukkan transparansi pengelolaan keuangan berjalan baik, sebab di 

dasarkan pada temuan-temuan berikut: 

1. Keterbukaan Informasi Keuangan: Laporan keuangan Kampung 

dipublikasikan secara berkala melalui media sosial atau grup 

WhatsApp, dan papan pengumuman.  
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2.  Akses Informasi yang Mudah: Informasi keuangan mudah diakses 

dan dipahami oleh masyarakat, serta disajikan dalam format yang 

relevan.  

3. Pertanggungjawaban Publik: Adanya mekanisme 

pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan, baik melalui 

laporan keuangan maupun mekanisme pengawasan publik 

lainnya.  

4.  Kepatuhan pada Regulasi: Pengelolaan keuangan dilakukan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Beberapa penelitian juga mengaitkan transparansi pengelolaan 

keuangan dengan penurunan potensi penyimpangan dana, seperti korupsi. 

Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana 

publik dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan 

peruntukannya.  

Penting untuk dicatat bahwa transparansi pengelolaan keuangan tidak 

hanya penting untuk tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga untuk 

membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika masyarakat 

merasa bahwa informasi keuangan terbuka dan dapat 

dipertanggungjawabkan, mereka akan lebih percaya pada pemerintah dan 

lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.  

Sebagai contoh, dalam sebuah penelitian tentang transparansi 

pengelolaan keuangan daerah, ditemukan bahwa semakin tinggi tingkat 

transparansi, semakin rendah pula tingkat penyimpangan anggaran. 

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa transparansi keuangan dapat 



122 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan 

terkait anggaran.  

Dengan demikian, hasil penelitian yang menunjukkan transparansi 

pengelolaan keuangan berjalan baik biasanya mencerminkan adanya 

keterbukaan informasi, pertanggungjawaban publik, kepatuhan pada regulasi, 

serta potensi penurunan penyimpangan dana dan peningkatan kepercayaan 

publik. 

Penelitian tentang transparansi pengelolaan keuangan desa dapat 

memberikan implikasi praktis dalam kebijakan publik dan praktik 

administrasi pemerintahan. Temuan penelitian ini bisa digunakan untuk 

meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

Berikut adalah beberapa implikasi praktisnya:  

1. Peningkatan Kebijakan Publik meliputi: 

a. Penyusunan Regulasi: Hasil penelitian dapat menjadi dasar 

untuk penyusunan regulasi yang lebih baik terkait pengelolaan 

keuangan desa. Misalnya, penelitian dapat mengidentifikasi 

kelemahan dalam regulasi yang ada dan memberikan 

rekomendasi untuk perbaikan. 

     b. Perencanaan Pembangunan Desa: Penelitian dapat memberikan 

informasi tentang prioritas pembangunan yang diinginkan 

masyarakat desa, sehingga perencanaan pembangunan desa 

dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 

 c. Formulasi Kebijakan Berbasis Bukti: Penelitian dapat menjadi 

dasar untuk merumuskan kebijakan yang berbasis bukti 
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(evidence-based policy). Dengan data dan analisis yang akurat, 

pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran 

dan efektif.  

2. Peningkatan Praktik Administrasi Pemerintahan meliputi: 

     a. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas: Penelitian dapat 

mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi aparatur desa dalam 

pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian juga dapat 

digunakan untuk menyusun modul pelatihan yang relevan dan 

efektif. 

.    b. Penerapan Sistem Informasi: Penelitian dapat mendorong 

penerapan sistem informasi yang transparan dan akuntabel 

dalam pengelolaan keuangan desa. Sistem ini dapat 

memfasilitasi pelaporan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan 

keuangan desa. 

    c. Penguatan Pengawasan: Penelitian dapat memberikan informasi 

tentang area yang perlu diawasi secara lebih ketat dalam 

pengelolaan keuangan desa. Hal ini dapat membantu 

memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal. 

   d. Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Penelitian dapat 

mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa. 

Partisipasi masyarakat yang aktif dapat meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas.  
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Penelitian menemukan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat 

tentang alokasi dana desa menjadi penyebab rendahnya partisipasi dalam 

musyawarah desa, maka pemerintah dapat meningkatkan edukasi dan 

sosialisasi tentang pengelolaan keuangan desa. 

Penelitian menunjukkan bahwa sistem pelaporan keuangan desa 

masih belum transparan, maka pemerintah dapat mendorong penggunaan 

sistem pelaporan online yang mudah diakses oleh masyarakat. 

Penelitian mengungkap adanya praktik korupsi dalam pengelolaan 

dana desa, maka pemerintah dapat memperkuat sistem pengawasan dan 

penegakan hukum untuk mencegah dan menindak praktik-praktik tersebut.  

Dengan menerapkan implikasi praktis dari hasil penelitian, 

pengelolaan keuangan desa dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan 

efektif. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

desa dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Be $rdasarkan te$mu$an dari stu$di ini, ke$simpu$lan yang bisa diambil 

adalah se$bagai be$riku$t: 

1. Prose $s Pe $re$ncanaan dan Pe $nganggaran Keuangan De $sa, pe $ne $litian ini 

me$nu$nju$kkan bahwa analisis pe$manfaatan dana de$sa saat ini be$rjalan 

de $ngan baik kare$na masyarakat te$rlibat dalam prose$s pe $re$ncanaan dan 

pe $nganggaran keuangan de $sa yang be $rtu$ju$an u$ntu$k me$ningkatkan 

ke $se$jahte$raan dan ku$alitas hidu$p warga de$sa. Hal ini telah di jalankan 

sesuai peraturan yang berlaku. 

2. Pe $laksanaan Keuangan De $sa dan Pe $nggu$naan Dana, pe $ne$litian ini 

me$ngu$ngkapkan bahwa analisis pe$manfaatan dana de $sa be$rkaitan de$ngan 

pe $laksanaan keuangan de $sa dan pe$nggu$naannya saat ini su$dah be$rjalan 

de $ngan baik, di mana foku$s dari pe $nggu$naan dana de$sa adalah u$ntu$k 

me$mpe $rbaiki ke $se$jahte$raan dan ku$alitas hidu$p masyarakat de$sa. Hal ini 

telah di jalankan sesuai peraturan yang berlaku. 

3. Pe $ngawasan dan E$valu$asi Keuangan De $sa, pe $ne $litian ini me$nu$nju$kkan 

bahwa analisis pe$nggu$naan dana de$sa yang be$rkaitan de$ngan pe $ngawasan 

dan e $valu$asi program dana de $sa saat ini su$dah be $rjalan de$ngan baik. 
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Pe $nge $lolaan ke $u$angan de $sa me$ncaku$p se$mu$a ke$giatan se$pe $rti 

pe $re$ncanaan, pe $laksanaan, pe $natau$sahaan, pe $laporan, dan 

pe $rtanggu$ngjawaban ke$u$angan de $sa su$dah dilaksanakan de $ngan baik. Hal 

ini telah di jalankan sesuai peraturan yang berlaku. 

4.  Transparansi dan Aku$ntabilitas Pe$nge $lolaan Keuangan De $sa, pe $ne $litian 

ini me$nu$nju$kkan bahwa analisis pe $manfaatan dana de $sa yang 

be $rhu$bu$ngan de $ngan transparansi dan aku$ntabilitas pe $nge $lolaan 

keuangan de$sa te$lah be $rhasil me$ngatu$r pe$me $rintahan yang le $bih te$rbu$ka 

dan transparan, te$rmasu$k pe$nge $lolaan dana de$sa yang su$dah be $rlangsu$ng 

de $ngan baik. Te $rkait de$ngan transparansi pe$nge $lolaan keuangan de $sa, 

tahapan alokasi dana de$sa te$lah dilaku$kan de$ngan baik dan se$su$ai de$ngan 

pe $ratu$ran yang ada. 

5.  Tantangan dan Hambatan dalam Pe$nge $lolaan Keuangan De $sa, pe $ne$litian 

ini me$nu$nju$kkan bahwa analisis pe$manfaatan dana de$sa yang be$rkaitan 

de $ngan tantangan dan hambatan dalam pe$nge $lolaan keangan de $sa saat ini 

su$dah be$rlangsu$ng de$ngan baik. Hal ini telah dijalankan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 
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B. Saran 

 Be $rdasarkan hasil pe$ne $litian ini, dapat me$ngu$su$lkan be $be $rapa saran 

pe $ne $litian antara lain: 

1.  Prose$s Pe $re $ncanaan dan Pe $nganggaran Keuangan De $sa Pe $rlu$ adanya 

Pe $ngawasan yang le$bih te$rjadwal agar dapat me$minimalisir adanya 

pe $nyimpangan te$rkait pe $ngalokasian anggaran de $sa, mu$lai dari tahap 

pe $re$ncanaan sampai de$ngan tahap pe$rtanggu$ngjawaban. 

2.   Pe $rlu$ adanya pe$latihan khu$su$s u$ntu$k Aparat Kampu$ng agar 

me$mpe $rmu$dah saat Pe$laksanaan dan Pe $nggu$naan Dana, khu$ssu$nya dalam 

pe $laporan te$rkait pe$ngalokasian Keuangan de$sa. 

3.  Te $rkait Pe$ngawasan dan E$valu$asi Keuangan De $sa Pe $rlu$nya adanya 

E$valu$asi dan sosialisasi se $cara be$rkala u$ntu$k me$mastikan kine $rja Aparat 

Kampu$ng dan masyarakat te$rkait pe$ngalokasian dana de $sa le$bih baik lagi, 

se $bab masyarakat se$tiap dae $rah me$milik tingkat pola pikir yang be $rbe$da, 

hal ini ju$ga dapat me$mpe $rmu$dah masyarakt u$ntu$k me$mahami arah dan 

tu$ju$an dana de $sa di alokasikan.  

4.  Te $rkait Transparansi dan Aku$ntabilitas Pe$nge $lolaan Program Dana De $sa 

sangat pe$nting u$ntu$k adanya pe$ndampingan dari instansi te$rkait, hal ini 

agar me$mpe$rmu$dah dan me $mbantu$ aparat Kampu$ng dalam pe $ne $rapan 
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prinsip ke$te$rbu$kaan dan pe $rtanggu$ngjawaban pe $nge $lolaan program dana 

de $sa. 

5.  Te $rkait  Tantangan dan Hambatan dalam Pe$nge $loaan Keuangan De $sa, 

pe $rlu$ adanya pe $latihan khu$su$s ke$pada Aparat Kampu$ng dan sosialisasi 

ke $pada Masyarakat, se $rta du$ku$ngan pe $me $rintah u$ntu$k akse $s jaringan 

pu$blik agar dapat me$mpe $rmu$dah se $gala prose$s pe $nge $lolaan keuangan 

de $sa, se$hingga tidak ada hambatan dalam pe$laporan dan me$mpe$rmu$dah 

pe $ncairan tahap be $riku$tnya. 

C. Keterbatasan Penelitian 

  Pe $ne $litian ini me$miliki ke $te$rbatasan dalam akse $s informasi dan 

ke $te$rlibatan masyarakat dalam pe $ne $litian se$hingga me$mpe$ngaru$hi 

validasi data, ke $te$rbatasan waktu$ dan su$mbe$r daya dapat me $mbatasi 

caku$pan dan ke$dalaman pe $ne $litian, ke $te$rbatasan data yang te$rse$dia dapat 

me$mpe $ngaru$hi analisis dan ke $simpu$alan pe$ne $litian, se $rta hasil pe$ne $litian 

mu$ngkin tidak dapat dige$ne $ralisasikan ke$ konte$ks lain kare$na 

karakte$ristik u$nik Kampu$ng Goras Se $latan. De $ngan me $mahami 

ke $te$rbatasan ini, pe$ne $liti be$rharap agar pe$ne $ltian se$lanju$tnya dapat 

me$rancang pe $ne $litian yang le$bih e$fe $ktif dan me$nghasilkan te $mu$an yang 

le$bih aku$rat. 
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D. Rekomendasi dan Solusi 

Untuk maksimalisasi dampak positif  pengalokasian keuanagan desa di 

Kampung Goras Selatan, Distrik Mbahamdandara, diperlukan: 

a. Peningkatan koordinasi antara Pemerintah Desa, aparat Desa, dan 

masyarakat 

b. Peningkatan keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengaturan 

dan   pengawasan program 

c.  Peningkatan kualitas tenaga kerja dan sumber daya yang tersedia 

untuk melaksanakan program 

d.  Pengembangan program pengajaran dan pembelajaran yang lebih baik 

di sekolah Desa untuk memperkuat peningkatan kualitas pendidikan 

Dalam upaya memastikan keuangan desa berjalan lancar dan 

menghasilkan dampak maksimal, perlu lebih banyak fokus pada 

pengembangan SDM, infrastruktur, serta pengelolaan yang baik dan efisien. 
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3. Perundang-Undangan 

Peraturan Bupati Fakfak Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung  

Pe $ratu$ran Bu$pati Fakfak Nomor 15 Tahu$n 2019 Te $ntang Su$su$nan 

Organisasi dan Tata Ke $rja Pe$me $rintah Kampu$ng 

Pe $ratu$ran Me $nte$ri Dalam Ne $ge $ri Nomor 20 Tahu$n 2018 Te $ntang 

Pe $nge $lolaan Ke $u$angan De $sa 

Pe $ratu$ran Me $nte$ri Dalam Ne $ge $ri Nomor 113 Tahu$n 2014 Te $ntang 

Pe $doman Pe $mbangu$nan De $sa 

Pe $ratu$ran Me $nte$ri Dalam Ne $ge $ri Nomor 113 Tahu$n 2014 Te $ntang 

Pe $nge $lolaan Ke $u$angan De $sa 

Pe $ratu$ran Pe$me$rintah Nomor 60 Tahu$n 2014 Te $ntang Dana De $sa Yang 

Be $rsu$mbe $r Dari Anggaran Pe $ndapatan dan Be$lanja De $sa 

U$ndang-U$ndang Nomor 6 Tahu$n 2014 Te $ntang De $sa 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 

 

1. Ijin Penelitian 
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2. Surat Keterangan telah melakukan penelitian 
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3. Daftar Dokumentasi 

a. Doku$me $ntasi Foto Pe$nye $rahan Su$rat Ijin Pe$ne$litian  

 

 

b. Doku$me $ntasi Saat Tiba Di Lokasi Pe $ne $litian Kampu$ng Goras Se $latan 
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c. Doku$me $ntasi Kantor Balai De$sa Kampu$ng Goras Se$latan 

 

d. Doku$me $ntasi Baliho Laporan Alokasi Dana Kampu$ng Goras Se $latan 

 

 



143 

e $. Doku$me $ntasi Papan Informasi Kampu$ng Goras Se $latan 

 

f. Doku$me$ntasi Papan Info De $mografi Kampu$ng Goras Se $latan 
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g. Doku$me $ntasi Papan Stru$ktu$r Pe$me $rintaha Kampu$ng Goras Se $latan 

 

h. Doku$me $ntasi Di De$pan Balai De$sa Be $rsama Ibu$-ibu$ Kampu$ng Goras 

Se $latan 
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I. Doku$me$ntasi Be$rsama Ibu$-ibu$ saat me$nyampaikan Tu$ju$an Pe $ne $litian 

 

j. Doku$me$ntasi Saat Me$laku$kan Wawancara de$ngan Informan Ibu$ Jamalia 

Wanggabu$s 
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k. Doku$me $ntasi Be$rsama Ibu$-ibu$ Kampu$ng Goras Se $latan 

 

l. Doku$me$ntasi De$ngan Informan Bapak Latago Bu$mbu$ro, Ke $tu$a Bape $rkam 

Kampu$ng Goras Se$latan 
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m. Doku$me$ntasi Be$rsama Informan Ibu$ Sadia Ru$maday 

 

n. Doku$me $ntasi De$ngan Salah satu$ Warga Kampu$ng Goras 
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n. Doku$me $ntasi De$ngan Informan Bapak Aku $ba dan Bapak Amir Me$ram,     

se $rta masyarakat Kampu$ng Goras Se $latan 

 

o. Doku$me $ntasi Foto Pe$nyalu$ran Bantu$an Bahan Makanan 
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p. Doku$me $ntasi Pe$ne$rima Bantu$an Pe $rahu$ Fibe $r 
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q. Doku$me $ntasi Pe$mbe$lian Alat Pe$me $riksaan Ke$se $hatan 

 

r.  Doku$me$ntasi Pe$mbe$lian Alat E$le $ktronik u$ntu$k Me $laku$kan Pe $laporan 
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s. Doku$me $ntasi Pe$nye $rahan Bantu$an Motor Te$mpe $l 
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t. Doku$me$ntasi Pe$ngadaan Bantu$an Bahan Bangu$nan 
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U$. Doku$me $ntasi Pe$mbangu$nan Balai Kampu$ng Goras Se $latan 
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v. Doku$me$ntasi De $ngan Informan Ibu$ Ratna Bu$mbu$ro 
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w. Doku$me $ntasi Hasil Mancing Masyarakat Pe$ne $rima Bantu$an Pe $rahu$

Fibe $r      Bapak Je$n Taru$ma

x. Doku$me $ntasi be$rsama Bapak-bapak Kampu$ng Goras Se $latan
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y.   Doku$me $n  laporan Pe $ngalokasian Dana De $sa Tahap 2 dan 3 Kampu$ng 

Goras Se $latan 
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z. Doku$me $ntasi Pe$nye$rahan Su$rat Ke $te$rangan Te $lah Me$laku$kan Pe $ne $litian 
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SURAT TANDA CEK PLAGIASI 


